












































DAFTAR  ISI 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI 

 

 

1.5.  BIRO KEUANGAN DAN ASET 
 

NO. NAMA  SOP NOMOR 

1. Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Anggaran Lingkup Kemendagri 1.5.1 

2. Penyusunan Kebutuhan Anggaran Biro Keuangan dan Aset 1.5.2 

3. Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) 1.5.3 

4. Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) 1.5.4 

5. Pembayaran Tunjangan Kinerja 1.5.5 

6. Penyusunan Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 1.5.6 

7. Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran 

(UAKPA) 

1.5.7 

8. Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran 

Eselon I (UAPPA-E1) 

1.5.8 

9. Pembuatan Daftar Uang Makan 1.5.9 

10. Pengujian SPP 1.5.10 

11. Pengajuan Uang Persediaan 1.5.11 

12. TLHP / TPKN 1.5.12 

13. Pembayaran Uang Lembur 1.5.13 

14. Pengembalian Sisa Anggaran 1.5.14 

15. Pencairan DIPA melalui SPP-TUP 1.5.15 

16. Penerbitan Surat Keterangan  Penghentian Pembayaran /SKPP 1.5.16 

17. Penyusunan LPJ Bendahara Pengeluaran 1.5.17 

18. Pencairan DIPA melalui SPP-LS 1.5.18 

19. Pencairan DIPA melalui SPP-GUP 1.5.19 

20. Penyusunan Usulan Revisi DIPA/POK Setjen Kemendagri 1.5.20 

21. Penyusunan Rencana Tindak lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan 

Keuangan Kementerian Dalam Negeri 

1.5.21 

22. Penyusunan Laporan Barang Pengguna Kemendagri 1.5.22 

23. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) di lingkungan 

Kementerian Dalam Negeri 

1.5.23 

24. Monitoring dan Inventarisasi Penatausahaan Barang Milik Negara 1.5.24 

25. Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara  Kemendagri 1.5.25 

26. Penghapusan BMN di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri 1.5.26 

27. Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) 1.5.27 

28. Persetujuan Hibah BMN di lingkungan Kementerian Dalam Negeri 1.5.28 

29. Penetapan Status BMN di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri 1.5.29 

30. Pemantauan dan Penertiban BMN pada Kuasa Pengguna Barang 1.5.30 

 



 

 

 

 

 

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 
SEKRETARIAT JENDERAL 

 
 
 
 
 
 

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN/ 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

 
 
 
 
 
 
 

EVALUASI REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN  
 LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI  

 

 

 



 
1.5.1 Nomor SOP  

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 
SEKRETARIAT JENDERAL 

BIRO KEUANGAN DAN ASET 
 

 Tgl Pembuatan  

Juli 2018 Tgl Revisi  

 Tgl Pengesahan  

Kepala Biro Keuangan dan Aset Disahkan Oleh 

Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Anggaran Lingkup Kemendagri  Nama SOP 

Kualifikasi Pelaksana Dasar Hukum 

1. Pendidikan minimal S-1 1. Keputusan Presiden No. 42 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN; 
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara 

Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara; dan 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 tentang Perubahan kedua Peraturan 
Menteri Dalam Negeri No. 43 Organisasi dan Tatakerja Kemendagri. 
 
 
 
 

Peralatan/Perlengkapan Keterkaitan 

1. Online Monitoring SPAN  
2. Format Pelaporan 
3. Alat pengolah data/komputer 
 
 

1. SOP Administrasi Surat Masuk  
2. SOP Administrasi Surat Keluar 
 
 
 
 
 
 

Pencatatan dan Pendataan Peringatan 

1. Nomor Surat 
2. Laporan Realisasi Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Lingkup Kemendagri 

1. Harus dilaksanakan untuk mengetahui tingkat realisasi pelaksanaan 
anggaran seluruh Komponen di lingkungan Kemendagri 

2. Harus dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh 
Komponen di lingkungan Kemendagri dalam pelaksanaan anggaran 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Uraian Prosedur 
Pelaksana Mutu Baku 

Ket 
Sekjen  Karo Kabag Kasubag 

 

JFU 
 

Kelengkapan 
 

Waktu 

 

Output 

1. Menerima Surat dari Ditjen 

Perbendaharaan Kemenkeu tentang 

Evaluasi Pelaksanaan Anggaran 

pada Triwulan I/II/III/IV. 

  

 

 

  
 

Surat dan Laporan hasil 
Evaluasi Pelaksanaan 
Anggaran 

15 
Menit 

Disposisi  

2. Menindaklanjuti disposisi Karo untuk 

memonitor realisasi dari online 

monitoring SPAN dan berkoordinasi 

dengan Komponen Unit Eselon I. 

 

    
 

Surat dan Laporan hasil 
Evaluasi Pelaksanaan 
Anggaran 

1 Jam Disposisi   

3. Memonitor dan menganalisa alokasi 

pagu anggaran terhadap realisasi 

anggaran per triwulan berdasarkan 

online monitoring SPAN dan 

mengevaluasi realisasi anggaran 

pada Komponen yang memiliki pagu 

paling besar. 

    
 

Surat dan Laporan hasil 
Evaluasi Pelaksanaan 
Anggaran; Realisasi 
Anggaran dalam OM 
SPAN 

1 Hari Laporan 
Realisasi 
Pelaksanaan 
Anggaran 

 

4. Menindaklanjuti petunjuk, merekap 

data dan membuat laporan realisasi 

anggaran lingkup Kemendagri. 

 

    
 

 

Surat dan Laporan hasil 
Evaluasi Pelaksanaan 
Anggaran; Laporan 
Realisasi Pelaksanaan 
Anggaran 

2 Jam Laporan 
Realisasi 
Pelaksanaan 
Anggaran  
 
 

 

6. Berkoordinasi dengan Komponen 

untuk mengidentifikasi permasalahan 

yang dihadapi dalam pelaksanaan 

anggaran. 

 

     
Surat dan Laporan hasil 
Evaluasi Pelaksanaan 
Anggaran; Laporan 
Realisasi Pelaksanaan 
Anggaran 

1 Hari Laporan 
Realisasi dan 
Identifikasi 
Permasalahan 
Pelaksanaan 
Anggaran  

 

 
7. 

 

Memilah, menelaah, dan menyusun 

laporan hasil koordinasi identifikasi 

masalah pelaksanaan anggaran. 

 

 

 

 

 

 

    
 
Laporan Realisasi 
Pelaksanaan Anggaran 

 
1 Jam 

 
Laporan 
Realisasi dan 
Identifikasi 
Permasalahan 
Pelaksanaan 
Anggaran 

 

Mulai 

1 

A 

B 

A 

B 



Uraian Prosedur 
Pelaksana Mutu Baku 

Ket 
Sekjen  Karo Kabag Kasubag 

 

JFU 
 

Kelengkapan 
 

Waktu 

 

Output 

 
8. 

 

Menerima laporan dan melaporkan 

kepada Kepala Biro Keuangan dan 

Aset. 

 

     
 
Laporan Realisasi 
Pelaksanaan Anggaran 
 

 
 

1 Jam 

 
 

 
9. 

 

Memberikan arahan dalam 

menyelesaikan permasalahan 

pelaksanaan anggaran. 

 

   
 
 
 
 
 
 

   
Laporan Realisasi 
Pelaksanaan Anggaran 
 

 
1 Jam 

 
Disposisi  

 

 
10. 

 

Menindaklanjuti arahan Karo untuk 

menyelesaikan permasalahan 

pelaksanaan anggaran dan 

perbaikan untuk triwulan selanjutnya. 

 

      
Laporan Realisasi 
Pelaksanaan Anggaran 
 

 
1 Jam 

 
Surat Evaluasi 
Pelaksanaan 
Anggaran 

 

 
11. 

 
Menindaklanjuti arahan Kabag untuk 
berkoordinasi dengan Komponen 
dan penyelesaian permasalahan 
pelaksanaan anggaran. 
 
 
 
 
 

      
Laporan Realisasi 
Pelaksanaan Anggaran 

 
30 

Menit 

 
Surat Evaluasi 
Pelaksanaan 
Anggaran 

 

 

12. 

 

Mendistribusikan, menggandakan 

dan  mengarsipakan. 

 

 

 

 
 

 
 

   
 

 
Surat Evaluasi 
Pelaksanaan Anggaran 

 
1 Jam 

 
Tanda terima 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 

Selesai 



 

 

 

 

 

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 
SEKRETARIAT JENDERAL 

 
 
 
 
 

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN/ 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

 
 
 
 
 
 

PENYUSUNAN KEBUTUHAN ANGGARAN 
BIRO KEUANGAN DAN ASET 

 

 

 

 

 



 

1.5.2 Nomor SOP  

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 
SEKRETARIAT JENDERAL 

BIRO KEUANGAN DAN ASET 
 

 Tgl Pembuatan  
Juli 2018 Tgl Revisi  

 Tgl Pengesahan  

Kepala Biro Keuangan dan Aset Disahkan Oleh 

Penyusunan Kebutuhan Anggaran Biro Keuangan dan Aset Nama SOP 

Kualifikasi Pelaksana Dasar Hukum 

1. Pendidikan minimal S-1 1. Peraturan Pemerintah No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan  
Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga 

2. Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 53 
Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden 
No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara 

3. Peraturan Menteri Dalam  Negeri No. 8 tentang Perubahan kedua 
Peraturan Menteri Dalam  Negeri No. 43 Organisasi dan Tatakerja 
Kemendagri. 

  

Peralatan/Perlengkapan Keterkaitan 

1. Dokumen Kebutuhan Anggaran Pagu Indikatif/Pagu Anggaran (Non Operasional)  
2. Format Pelaporan dan Matriksnya 
3. Alat pengolah data/komputer 
 
 
 
 
 

1. SOP Administrasi Surat Masuk  
2. SOP Administrasi Surat Keluar 
3. SOP Penyusunan Renja 

Pencatatan dan Pendataan Peringatan 

1. Jika ada revisi, dilakukan pembahasan kembali untuk selanjutnya diserahkan dan ditetapkan 
di Biro Perencanaan Setjen. 

1. Harus dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan Kebutuhan 
Anggaran di lingkungan Kemendagri 

2. Harus dilaksanakan sebagai bahan penyusunan Kebutuan 
Anggaran di lingkungan Kemendagri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Uraian Prosedur 
Pelaksana Mutu Baku 

Ket 
Karo Kabag Kasubag JFU Kelengkapan Waktu Output 

1. Menerima usulan Penyusunan Kebutuhan 

Anggaran Pagu Indikatif/Pagu Anggaran (Non 

Operasional) Sekretariat Jenderal untuk Biro 

Keuangan dan Aset serta memberi arahan kepada 

Kabag untuk diproses. 

 

 

 

  
 

 
Dokumen 
usulan 

 
15 menit 

 
Disposisi 

 

2. Menindaklanjuti arahan, menelaah kesesuaian 

usulan anggaran Pagu Indikatif/Pagu Anggaran 

(Non Operasional) terhadap yang direncanakan 

pada tahun berikutnya dan memberi petunjuk 

kepada Kassubag untuk diproses. 
 

   
 

 
Dokumen 
Usulan 
dan Dokumen 
Anggaran  
Disposisi 

 
1 hari 

 
Disposisi  

 

3. Menindaklanjuti arahan, menelaah, mencermati 

usulan kebutuhan Belanja Non Operasional Biro 

Keuangan dan Aset serta kelengkapan data 

pendukung (Renja, TOR dan RAB Induk) dan 

memberikan petunjuk kepada JFU 

   
 

 
Dokumen 
Usulan 
dan Dokumen 
Anggaran, 
Disposisi 

 
30 menit 

 
Disposisi 

 

4. 
 

Menindaklanjuti petunjuk, menghitung, merekap 

data usulan kebutuhan Belanja Non Operasional 

Biro Keuangan dan Aset serta kelengkapan data 

pendukung (Renja, TOR dan RAB Induk), dan 

berkoordinasi dengan masing-masing bagian 

untuk pembagian pagu anggaran pada masing-

masing bagian 

   
 

 

 
Dokumen 
Anggaran 

 
3  jam 

 
Draft Matriks 
Usulan  
 
 

 

5. Bersama dengan Kasubbag dan JFU membahas 

usulan kebutuhan Belanja Non Operasional 

dengan masing-masing Kabag dan Kasubbag di 

Biro Keuangan dan Aset serta kelengkapan data 

pendukung (Renja, TOR dan RAB Induk), 

menandatangani dan memparaf nota dinas 

pengantar dan menyampaikan hasil Usulan 

Penyusunan Kebutuhan Belanja Non Operasional 

kepada Karo 

 

   
  

Konsep Nota 
Dinas 
Draft Matriks 
usulan 

 
3  jam 

 
- Draft 

Matriks 
Usulan 

- Paraf 
terhadap 
Nota Dinas 

- Paraf pada 
Matriks 
Usulan 

 

Mulai 

A 

A 

1 



Uraian Prosedur 
Pelaksana Mutu Baku 

Ket 
Karo Kabag Kasubag JFU Kelengkapan Waktu Output 

 
6. 

 

Menerima, mengoreksi, menandatangani nota 

dinas pengantar Karo kepada Biro 

Perencananaan Setjen hal penyampaian hasil 

Usulan Penyusunan Kebutuhan Belanja Non 

Operasional 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Konsep Nota 
Dinas 
Matriks 
usulan 

 
30 Menit 

 
- Matriks 

Usulan 
- Paraf 

terhadap 
Nota Dinas 

- Paraf pada 
Matriks 
Usulan 

 

 
7. 

 

Mendistribusikan, menggandakan dan  

mengarsipkan 

 

 

    
 
Ekspedisi 

 
30 Menit 

 
Tanda terima 
 
 

 

 
 
 

                        

 

1 

Selesai 



 

 

 

 

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 
SEKRETARIAT JENDERAL 

 
 
 
 
 

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN/ 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

 
 
 
 
 

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 
 TINGKAT UNIT AKUNTANSI PENGGUNA ANGGARAN (UAPA)  

 

 
 
 
 



1.5.3 Nomor SOP  

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 
SEKRETARIAT JENDERAL 

BIRO KEUANGAN DAN ASET 
 

 Tgl Pembuatan  

Juli 2018 Tgl Revisi  

 Tgl Pengesahan  

Kepala Biro Keuangan dan Aset Disahkan Oleh 

Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Pengguna 
Anggaran (UAPA) 

Nama Sop 

 

Kualifikasi Pelaksana Dasar Hukum 

 Pendidikan Minimal D-3 dan S-1  
 

 
 

 
 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah  

2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan 

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270 Tahun 2014 tentang 
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual 
pada Pemerintahan Pusat 

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177 Tahun 2015 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan 
Kementerian Negara/Lembaga 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 tentang Perubahan kedua 
Peraturan Menteri Dalam  Negeri No. 43 Organisasi dan 
Tatakerja Kemendagri. 

 

Peralatan/Perlengkapan Keterkaitan 

1. Komputer/laptop dan Printer 
2. Jaringan Internet 
 
 

1. SOP Surat Masuk 
2. SOP Surat Keluar 
3. SOP Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat UAKPA 
4. SOP Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-E1 

Pencatatan dan Pendataan :  Peringatan : 

1. Jadwal penyusunan Laporan Keuangan ditentukan berdasarkan peraturan atau Surat 
Edaran dari Kementerian Keuangan; 

2. Persiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan Tingkat UAPA dilakukan JFU melalui 
telaah Laporan Keuangan UAPPA-E1 pada Aplikasi e-Rekon LK dan mengumpulkan 
informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan CaLK sesuai arahan Kasubag; 

3. Perbaikan berdasarkan hasil telaah dilaksanakan oleh JFU semaksimal mungkin melalui 
koordinasi dengan UAPPA-E1 sampai dengan batas upload data UAKPA ke Aplikasi                    
e-Rekon LK berakhir; 

4. LK Tingkat UAPA untuk periode Triwulanan disajikan tanpa CaLK atau sesuai dgn Surat 
Edaran dr Kemenkeu, dan LK tersebut tidak direviu oleh APIP. Dengan demikian LK Tingkat 
UAPA untuk periode Triwulanan disusun tanpa tahapan draft.  

 
 
 

1. Kualitas Laporan Keuangan UAPA sangat dipengaruhi tahap 
telaah Laporan Keuangan UAPPA-E1 pada Aplikasi e-Rekon LK 
dan tindaklanjut perbaikan data  Aplikasi e-Rekon LK melalui 
koordinasi dengan UAPPA-E1 

2. UAKPA harus melaksanakan prosedur penyusunan Laporan 
Keuangan dan menindaklanjuti rekomendasi perbaikan dari Unit 
Akuntansi diatasnya 



URAIAN PROSEDUR 

 
PELAKSANA 

 
MUTU BAKU KET 

MENTERI SEKJEN KARO KABAG KASUBBAG JFU KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 

1. Memberikan arahan kepada Kabag 
untuk mempersiapkan draft Laporan 
Keuangan UAPA berdasarkan surat 
permintaan Laporan Keuangan 
UAPPA-E1. 

 

      

- Surat Kemenkeu  

- Surat permintaan 
LK UAPPA-E1 

15 Menit 
- Arahan 

- disposisi 

 

2. Menindaklanjuti arahan Karo dan 
menugaskan Kasubag untuk 
mempersiapkan bahan Laporan 
Keuangan UAPA. 

 

 

      

- Surat Kemenkeu  

- Surat permintaan 
LK UAPPA-E1 

15 Menit 
- Arahan 

- disposisi 

 

3. Bersama JFU melakukan telaah  
Laporan Keuangan UAPPA-E1 
berdasarkan Aplikasi e-Rekon LK, 
menyusun Kertas Kerja dan 
mengumpulkan informasi yang 
dibutuhkan dalam penyusunan CaLK,  
melakukan koordinasi dengan UAPPA-
E1 untuk perbaikan data Aplikasi e-
Rekon LK berdasarkan hasil telaah, 
menerima draft Laporan Keuangan 
UAPPA-E1 dan memeriksa kesesuaian 
hardcopy dengan data Aplikasi   e-
Rekon LK, serta menyampaikan draft 
Laporan Keuangan UAPPA-E1 dan 
hasil identifikasi permasalahan 
dilaporkan kepada Karo melalui Kabag.  

 

      

- Data Aplikasi e-
Rekon LK 

- Draft LK 
UAPPA-E1 

 10 Hari 

Hasil 
Telaah, 
Kertas 
Kerja, Hasil 
identifikasi 
permasala
han 

Hasil 
identifikasi 
permasalah
an dapat 
disampaika
n secara 
lisan 
ataupun 
tertulis 

4. Menerima dan memeriksa draft 
Laporan Keuangan UAPPA-E1 dan 
menganalisa hasil identifikasi 
permasalahan serta menugaskan 
Kasubag untuk mempersiapkan  draft 
Laporan Keuangan UAPA. 

 

 

 

      

Draft  LK 
UAPPA-E1, Hasil 
Telaah, Kertas 
Kerja, Hasil 
identifikasi 
permasalahan 

60 Menit 

Arahan 
berupa 
tambahan 
informasi 
yang 
diperlukan 

 

Mulai 

1 



URAIAN PROSEDUR 

 
PELAKSANA 

 
MUTU BAKU KET 

MENTERI SEKJEN KARO KABAG KASUBBAG JFU KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 

5. Menugaskan JFU untuk melakukan 
rekonsiliasi internal dengan UAPB. 

 

 

      
Draft LK UAPPA-
E1, Data Aplikasi 
e-Rekon LK 

15 Menit Arahan 

 

6. Melakukan rekonsiliasi Internal dengan 
UAPB dan melaporkan kepada 
Kasubag hasil rekonsiliasi internal. 

 

      Neraca dan 
Neraca 
Percobaan (data 
Aplikasi e-Rekon 
LK) 

1 Hari 
Draft BAR 
Internal 

 

7. Memeriksa Draft BAR Internal dan 
memproses penandatangan  BAR 
Internal, serta bersama JFU 
mempersiapkan Draft Laporan 
Keuangan UAPA, yaitu melengkapi 
Kertas Kerja penyusunan Laporan 
Keuangan, dan menyusun Draft CaLK, 
serta menyampaikan Draft Laporan 
Keuangan kepada Kabag. 

      

Draft BAR 
Internal,   Draft 
LK UAPPA-E1, 
Data Aplikasi e-
Rekon LK, Kertas 
Kerja 

5 Hari 

Kertas 
Kerja,  
Draft 
CaLK, 
Draft Face 
Komponen 
LK, BAR 
Internal 

Apabila 
diperlukan 
dapat 
berdiskusi 
dengan 
UAPPA-E1 
terkait 
permasalah
an yang 
ditemukan 
dan 
kekurangan 
informasi 
yang 
dibutuhkan 

 

 

8. Memeriksa dan menyampaikan Draft 
Laporan Keuangan UAPA kepada Tim 
Reviu melalui JFU, serta menerima  
Draft Laporan Keuangan UAPA yang 
telah di reviu/Catatan hasil reviu, dan 
menugaskan Kasubag untuk 
mempersiapkan Laporan Keuangan 
Semester I/Unaudited. 

      

Draft LK UAPA   3 Hari 

Arahan, 
Pernyataan 
Telah 
Direviu 

 

Reviu 
Lap.Keu. 
dilakukan 
untuk 
periode 
pelaporan 
Semester I 
dan 
Tahunan 
(Unaudited) 

 

 

 

1 

2 



URAIAN PROSEDUR 

 
PELAKSANA 

 
MUTU BAKU KET 

MENTERI SEKJEN KARO KABAG KASUBBAG JFU KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 

9. Menerima Draft Laporan Keuangan 
UAPA yang telah di reviu/Catatan hasil 
reviu,  mempersiapkan nota dinas 
pengantar,   serta menugaskan JFU 
untuk memperbaiki  Draft Laporan 
Keuangan UAPA, dan berkoordinasi 
dengan UAPPA-E1 terkait untuk 
memperbaiki draft Laporan Keuangan,  
dan menyampaikan  Laporan 
Keuangan UAPPA-E1 Semester 
I/Unaudited kepada Karo tepat waktu. 

      

Draft Laporan 
Keuangan 
UAPA/Catatan 
hasil reviu  

30 Menit 

Arahan, 
net konsep 
ND 
pengantar 

 

10. Memperbaiki Draft Laporan Keuangan 
UAPA, melakukan koordinasi dengan 
UAPPA-E1 untuk perbaikan draft 
Laporan Keuangan dan ketepatan 
waktu penyampaian  Laporan 
Keuangan UAPPA-E1 Semester 
I/Unaudited, serta menyampaikan  
Laporan Keuangan UAPA  Semester 
I/Unaudited kepada Kasubag. 

      

Draft Laporan 
Keuangan 
UAPA/Catatan 
hasil reviu 

2 Hari 
LK UAPA 
Semester 
I/Unaudited 

 

11. Menerima, mengkoreksi Laporan 
Keuangan UAPA  Semester 
I/Unaudited, dan menyampaikan 
kepada Kabag beserta nota dinas 
pengantar. 

      
LK UAPA 
Semester 
I/Unaudited, Net 
Konsep ND 

60 Menit 

LK UAPA 
Semester 
I/Unaudited 
, Net 
Konsep ND 

 

12. Menerima, mengkoreksi, Laporan 
Keuangan UAPA  Semester 
I/Unaudited, dan memparaf nota dinas 
pengantar, serta menyampaikan 
kepada Karo. 

 

      

LK UAPA 
Semester 
I/Unaudited, Net 
Konsep ND 

60 Menit 

LK UAPA 
Semester 
I/Unaudited 
, Net 
Konsep ND 
ke Karo 

 

13. Menerima Laporan Keuangan UAPPA-
E1 Semester I/Unaudited, serta 
memeriksa, memparaf Laporan 
Keuangan UAPA Semester I 
/Unaudited, menandatangani nota 
dinas pengantar dan menyampaikan ke 
Sekjen. 

      Laporan 
Keuangan  UAPA  
Audited ,  ND 
Pengantar ke 
Menteri 

60 Menit 

Laporan 
Keuangan  
UAPA 
Audited 

Penandatan
ganan Kata 
Pengantar 
dan Surat 
Pernyataan 
Tanggung 
Jawab 
Laporan 
Keuangan   

 
3 

A 

2 

A 



URAIAN PROSEDUR 

 
PELAKSANA 

 
MUTU BAKU KET 

MENTERI SEKJEN KARO KABAG KASUBBAG JFU KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 

14. Menerima, memeriksa, dan 
menandatangani face Laporan 
Keuangan dan nota dinas pengantar, 
serta menyampaikan kepada Menteri. 

      
Laporan 
Keuangan  UAPA  
Semester 
I/Unaudited,  ND 
pengantar ke 
Setjen 

60 Menit 

LK  UAPA  
Semester 
I/Unaudite
d,  ND 
pengantar 
ke Menteri 

Penandatan
ganan Face 
Laporan 
Keuangan, 
yaitu LRA, 
Neraca, LO 
dan LPE 

15. Menerima, memeriksa, dan 
menandatangani Kata Pengantar dan 
Surat Pernyataan Tanggung Jawab 
Laporan Keuangan, memberikan 
arahan dan mengembalikan kepada 
bawahan Laporan Keuangan  UAPA  
Semester I/Unaudited untuk 
disampaikan kepada Menteri 
Keuangan, BPK, dan Tim Reviu. 

      

Laporan 
Keuangan  UAPA  
Semester 
I/Unaudited ,  ND 
Pengantar ke 
Menteri 

60 Menit 

Laporan 
Keuangan  
UAPA  
Semester 
I/Unaudite
d 

Penandatan
ganan Kata 
Pengantar 
dan Surat 
Pernyataan 
Tanggung 
Jawab 
Laporan 
Keuangan   

 

16. Mengklarifikasi penyajian Laporan 
Keuangan Unaudited kepada BPK, 
menerima rekomendasi/usulan koreksi 
dari BPK, serta menugaskan  JFU 
berkoordinasi dengan UAPPA-E1 
untuk melakukan koreksi sesuai  
rekomendasi/usulan koreksi dari BPK, 
dan identifikasi kesalahan lainnya 
penyajian Laporan Keuangan  

 

      

Laporan 
Keuangan  UAPA 
Unaudited dan 
Kertas Kerja 
Penyusunan LK 

3 Hari 

Jurnal 
usulan 
korerksi 
BPK 

Audit 
Laporan 
Keuangan 
dilakukan 
terhadap 
Laporan 
Keuangan 
periode 
Tahunan 

17. JFU berkoordinasi dengan UAPPA-E1 
untuk melakukan koreksi sesuai  
rekomendasi/usulan koreksi dari BPK, 
identifikasi kesalahan lainnya penyajian 
Laporan Keuangan yang harus 
dikoreksi, serta menyusun daftar jurnal 
koreksi tingkat Kementerian dan 
melaporkan kepada Kasubag.  

      

Jurnal usulan 
korerksi BPK, 
usulan koreksi 
dari UAPPA-E1 
atau UAPA 

3 Hari 

Daftar 
jurnal 
koreksi 
yang 
berasal 
dari usulan 
koreksi 
BPK dan 
Kemendag
ri 

Daftar jurnal 
koreksi 
berisi 
rincian 
jurnal 
koreksi yg 
berasal dari 
usulan 
koreksi Unit 
Eselon I 
(daftar 
jurnal 
koreksi Es1) 

3 

4 

B 

B 



URAIAN PROSEDUR 

 
PELAKSANA 

 
MUTU BAKU KET 

MENTERI SEKJEN KARO KABAG KASUBBAG JFU KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 

18. Bersama JFU menyusun Kertas Kerja 
penyusunan Nota Kesepakatan 
berdasarkan  rekomendasi/usulan 
koreksi dari BPK dan koreksi yang 
diusulkan Kemendagri berdasarkan  
hasil  identifikasi permasalahan 
penyajian Laporan Keuangan 
Unaudited, serta menyusun Draft Nota 
Kesepakatan untuk disepakati oleh tiga 
pihak, yaitu Kemendagri, Kemenkeu, 
dan BPK dan menyampaikan kepada 
Kabag. 

      

Daftar jurnal 
koreksi yang 
berasal dari 
usulan koreksi 
BPK dan 
Kemendagri, face 
Laporan 
Keuangan UAPA 
dan seluruh 
UAPPA-E1 

3 Hari 

Kertas 
Kerja 
penyusuna
n Nota 
Kesepakat
an,  Draft 
Nota 
Kesepakat
an   

 

19. Menerima, memeriksa Draft Nota 
Kesepakatan, dan memproses 
penandatangan Nota Kesepakatan, 
serta menugaskan Kasubag untuk 
mempersiapkan bahan penyusunan 
Laporan Keuangan UAPA Audited. 

      

Kertas Kerja 
penyusunan Nota 
Kesepakatan,  
Draft Nota 
Kesepakatan   

60 Menit 
Nota 
Kesepakat
an   

Penandatan
ganan Nota 
Kesepakata
n dilakukan 
dalam suatu 
rapat 
pertemuan 
tiga pihak 

20. Menugaskan JFU untuk melakukan 
kordinasi dengan UAPPA-E1 dalam  
rangka perbaikan data pada Aplikasi e-
Rekon LK agar sesuai dengan Nota 
Kesepakatan dengan memperhatikan 
jadwal batas akhir upload data UAKPA 
dan ketepatan waktu penyampaian  
Laporan Keuangan UAPPA-E1 Audited 
kepada Karo. 

 

      

Kertas Kerja 
penyusunan Nota 
Kesepakatan 

60 Menit Arahan  

21. Melakukan kordinasi dengan UAPPA-
E1 dalam rangka perbaikan data pada 
Aplikasi e-Rekon LK agar sesuai 
dengan Nota Kesepakatan dengan 
memperhatikan jadwal batas akhir 
upload data UAKPA dan ketepatan 
waktu penyampaian Laporan 
Keuangan UAPPA-E1 Audited kepada 
Karo, serta melaporkan hasil perbaikan 
data Aplikasi e-Rekon LK kepada 
Kasubag. 

      

Kertas Kerja 
penyusunan Nota 
Kesepakatan 

3 Hari 

Perbaikan 
data 
Aplikasi e-
Rekon LK 

 

4 

5 



URAIAN PROSEDUR 

 
PELAKSANA 

 
MUTU BAKU KET 

MENTERI SEKJEN KARO KABAG KASUBBAG JFU KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 

22. Bersama JFU memeriksa kesesuaian 
data Laporan Keuangan UAPPA-E1 
pada Aplikasi e-Rekon LK dengan 
Kertas Kerja, Nota Kesepakatan, 
menyusun Kertas Kerja Laporan 
Keuangan UAPA Audited dan CaLK, 
serta menyampaikan Laporan 
Keuangan Audited kepada Kabag 

      

Kertas Kerja 
penyusunan Nota 
Kesepakatan, 
Data Aplikasi e-
Rekon LK 

3 Hari 

Kertas 
Kerja 
Penyusun
an 
Laporan 
Keuangan 
UAPA 
Audited, 
dan 
Laporan 
Keuangan 
Audited 

 

23. Mengkoreksi Laporan Keuangan UAPA 
Audited dan memparaf nota dinas 
pengantar, serta menyampaikan 
kepada Karo 

 

      

Laporan 
Keuangan UAPA 
Audited, Net 
Konsep ND 

60 Menit 

Laporan 
Keuangan 
UAPA 
Audited , 
Net 
Konsep ND 
ke Karo 

 

24. Menerima Laporan Keuangan UAPPA-
E1 Audited, serta memeriksa, 
memparaf Laporan Keuangan UAPA  
Audited, menandatangani nota dinas 
pengantar dan menyampaikan ke 
Sekjen 

 

      

Laporan 
Keuangan UAPA  
Audited,  ND 
pengantar ke 
Karo 

60 Menit 

Laporan 
Keuangan 
UAPA 
Audited ,  
ND 
pengantar 
ke Setjen 

Kesesuaian 
Laporan 
Keuangan 
UAPPA-E1 
Audited   
dengan 
data 
Aplikasi e-
Rekon LK 
diperiksa 
secara 
berjenjang 

25. Memeriksa dan menandatangani face 
Laporan Keuangan dan nota dinas 
pengantar, serta menyampaikan 
kepada Menteri 

 

 

 

 

 

      

Laporan 
Keuangan  UAPA 
Audited ,  ND 
pengantar ke 
Setjen 

60 Menit 

Laporan 
Keuangan  
UAPA 
Audited,  
ND 
pengantar 
ke Menteri 

Penandatan
ganan Face 
Laporan 
Keuangan, 
yaitu LRA, 
Neraca, LO 
dan LPE 

6 

5 



URAIAN PROSEDUR 

 
PELAKSANA 

 
MUTU BAKU KET 

MENTERI SEKJEN KARO KABAG KASUBBAG JFU KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 

26. Memeriksa dan menandatangani Kata 
Pengantar dan Surat Pernyataan 
Tanggung Jawab Laporan Keuangan, 
memberikan arahan dan 
mengembalikan kepada bawahan 
Laporan Keuangan UAPA Audited 
untuk disampaikan kepada Menteri 
Keuangan dan BPK  

 

      

Laporan 
Keuangan  UAPA 
Audited ,  ND 
Pengantar ke 
Menteri 

60 Menit 

Laporan 
Keuangan  
UAPA 
Audited 

Penandatan
ganan Kata 
Pengantar 
dan Surat 
Pernyataan 
Tanggung 
Jawab 
Laporan 
Keuangan   

 

 

6 

selesai 



 

  

 

 

 

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 
SEKRETARIAT JENDERAL 

 
 
 
  
 
 

 
PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN/ 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

 
 
 
 
 

PENERBITAN SPM 
 

 



 

1.5.4 Nomor SOP  

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 
SEKRETARIAT JENDERAL 

BIRO KEUANGAN DAN ASET 
 

 Tgl Pembuatan  

Juli 2018 Tgl Revisi  

 Tgl Pengesahan  

Kepala Biro Keuangan dan Aset Disahkan Oleh 

Penerbitan SPM Nama Sop 
 

Kualifikasi Pelaksana Dasar Hukum 

Minimal D-3  
 

 

1. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang 
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Barang Negara 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 tentang Perubahan 
kedua Peraturan Menteri Dalam  Negeri No. 43 Organisasi 
dan Tatakerja Kemendagri. 

 
 
 
 

Peralatan/Perlengkapan Keterkaitan 

1. Komputer laptop 
2. Internet 
3. Alat komunikasi 

 

1. SOP Administrasi Surat Masuk 
2. SOP Administrasi Surat Keluar 

Pencatatan dan Pendataan :  Peringatan : 

1. Dokumen pertanggungjawaban  
Data NHP (SPP; SPTB, NPWP, resume kontrak, ref bank, dok penunjukan langsung, kontrak, 
faktur, kwitansi, BA, Daftar Hadir +acara, SPK, SPMK  lembar persetujuan Biro/Pusat ;  SK, 
Daftar Honor; NPWP;  SPT; Pengeluaran Riil; Rekap Nominatif; kwitansi; Rincian 
Perhitungan Perjadin; SPPD Rampung; Tiket Pesawat; Boarding pass).  
 

2. Pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban 1 SPP untuk menjadi SPM selama 5 menit 
Jika dokumen pertanggungjawaban tidak lengkap dan/atau kesalahan dalam pengkoreksian 
maka akan dikembalikan kepada Biro/Pusat untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Uraian Prosedur 
Pelaksana Mutu Baku 

Ket 
Karo Kabag Kasubbag JFU Kelengkapan Waktu Output 

1. Menerima surat pengajuan pencairan 
DIPA dari Biro Pusat dan memberikan 
arahan kepada Kabag untuk proses 
penerbitan SPM. 
 

    
 Surat permintaan 

Pembayaran dan 
lampiran 

 

5 menit Arahan  

2. Menerima arahan dari Karo dan 
memberikan petunjuk Kepada Kasubbag 
untuk proses penerbitan SPM. 
 

    
 Surat permintaan 

Pembayaran dan 
lampiran 

 

5 menit Petunjuk  

3. Menerima petunjuk dari Kabag dan 
memberikan petunjuk kepada JFU 
Verifikasi untuk proses penerbitan SPM 
 

    
 Surat permintaan 

Pembayaran dan 
lampiran 

 

5 menit Petunjuk  

4. Menerima Berkas dari Kasubbag verifikasi 
dan  Menerima berkas pengajuan 
pertanggungjawaban dan tanda terima 
dari Biro/Pusat. memeriksa SPP (surat 
Permintaan Pembayaran), Daftar rincian 
Permintaan  Pembayaran, SPTB (Surat 
Pertanggung jawaban Belanja), Kwitansi, 
Faktur,  Berita Acara penunjukan 
Langsung, dok. Kualifikasi, Evaluasi, 
harga dan negosiasi klarifikasi, Surat 
Perintah Kerja(SPK), SPMK (Surat 
Perintah Mulai Kerja), Ringkasan kontrak. 
menginput data kedalam aplikasi nota 
hasil pengujian;  Menginput Rekam 
Pengajuan SPP; input Rekam Bukti 
Pendukung; input pajak;  Mencetak SPM; 
paraf hasil pengujian;  Mengisi data NRK 
 

    
 Surat permintaan 

Pembayaran dan 
lampiran 

 Data ADK 

 

30 menit  Konsep 
NHP 

 Data NRK 

 

5. Menerima  berkas pengajuan pertanggung 
jawaban  dan memeriksa, memaraf  SPM, 
dan menyampaikan kepada Kasubbag 
Pelaksanaan Anggaran serta memberikan 
petunjuk kepada JFU SPM untuk 
mengarsipkan berkas 
pertanggungjawaban. 
 
 

    
 Surat permintaan 

Pembayaran dan 
lampiran 

 Konsep NHP 

 Konsep SPM 

 Data NRK 

 15 
menit 

 Lembar 
SPM 

 

 

Mulai 

Selesai 



 

  

 

 

 

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 
SEKRETARIAT JENDERAL 

 
 
 
  
 

 
PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN/ 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

 
 
 
 
 
 

PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA 
 

 



 

1.5.5 Nomor SOP  

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 
SEKRETARIAT JENDERAL 

BIRO KEUANGAN DAN ASET 
 

 Tgl Pembuatan  

Juli 2018 Tgl Revisi  

 Tgl Pengesahan  

Kepala Biro Keuangan dan Aset Disahkan Oleh 

Pembuatan Tunjangan Kinerja Nama Sop 
 

Kualifikasi Pelaksana Dasar Hukum 

Minimal D-3  
 

 

1. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Barang Negara 

2. PMK 110/ PMK 05/2010 tentang Pemberian dan Tata Cara 
Pembayaran Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 tentang Perubahan kedua 
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 43 Organisasi dan Tatakerja 
Kemendagri. 

4. Perdirjen Perbendaharaan Nomer Per 11/ PB/2011tetang 
perubahan atas perdirjen Perbendaharaan no Per 66/PB/2005 
tentang Mekanisme Pelaksanaan Penggunaan Atas Beban APBN 

5. Perdirjen Perbendaharaan No.47/ PB/ 2009 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Tata Cara  Penatausahaan dan Penyusunan Laporan  
Pertanggungjawaban Bendahara  Kementerian  
Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja 

6. Perdirjen PBN Nomer PER-03/PB/2010 tentang Perkiraan 
Penarikan Dana Harian Satuan Kerja dan Perkiraan  Pencairan 
Dana Harian KPPN 

Peralatan/Perlengkapan Keterkaitan 

1. Komputer laptop 
2. Internet 
3. Alat komunikasi 
4. Printer 

1. SOP Administrasi Surat Masuk. 
2. SOP Administrasi Surat Keluar 

Pencatatan dan Pendataan :  Peringatan : 

1. Dokumen pertanggungjawaban  
a. SPP; SK Jabatan; Sk Pangkat; Surat Pernyataan Pelantikan; Surat Pernyataan 

melaksanakan Tugas; Surat Pernyataan menduduki jabatan;daftar hadir elektronik 
(fingerprint)  

b. Daftar Tunjangan; rekapitulasi Tunjangan; lembar pernyataan tanggung jawab mutlak; 
lembar perubahan 

2. Pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban 1 SPP selama 5 menit 
3. Jika dokumen pertanggungjawaban tidak lengkap dan/atau kesalahan dalam pengkoreksian 

maka akan dikembalikan kepada Biro/Pusat untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki. 
4. Proses SPM ke KPPN 3 paling lama 3 hari kerja 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Uraian Prosedur 
Pelaksana Mutu Baku 

Ket 
Karo Kabag Kasubbag JFU Kelengkapan Waktu Output 

1. Menerima surat pengajuan pembayaran  

Tunjangan dari Biro Pusat dan memberikan 

arahan Kepada Kabag untuk proses pembayaran 

Tunjangan kinerja 

     Surat pengajuan 
pembayaran 
Tunjangan kinerja dan 
dokumen pendukung 

5 menit Arahan 
 

2. Menerima arahan dari Karo dan memberikan 

petunjuk Kepada Kasubag untuk proses 

pembayaran Tunjangan kinerja 

 

     Surat pengajuan 
pembayaran 
Tunjangan kinerja dan 
dokumen pendukung 

5 menit Petunjuk 
 

3. Menerima petunjuk dari Kabag dan memberikan 

petunjuk Kepada JFU Gaji untuk proses 

pembayaran Tunjangan kinerja 

 

   
 
 
 

  Surat pengajuan 
pembayaran 
Tunjangan kinerja dan 
dokumen pendukung 

5 menit Petunjuk 
 

4. Menerima Berkas dari Kasubag dan  Menerima 

berkas pengajuan pembayaran tunjangan dari  

Biro/Pusat. ;  Meriksa SPP (surat Permintaan 

Pembayaran); Daftar rincian Permintaan  

Pembayaran; SPM; Daftar Perubahan 

Tunjangan; Rekapitulasi Tunjangan; lembar 

perubahan; SK Kepegawaian Legalisir; SKN 

BKN; Surat Tanggungjawab Mutlak dari KPA; 

Rekapitulasi Tunjangan; Daftar Perubahan 

Tunjangan;  

     SPP  

 SPM  

 Daftar Perubahan 
Tunjangan 

 SK Kepegawaian 
Legalisir 

 Surat Tanggungjawab 
Mutlak dari KPA 

 

30 
menit 

 Daftar 
Perubahan 
Tunjangan 

 SK Kepeg 
Legalisir 

 Surat 
Tanggungjaw
ab Mutlak dari 
KPA 

 

 

5. Menerima  berkas pengajuan pembayaran 

tunjangan  dan memeriksa, meparaf  SPM, dan 

menyampaikan kepada kabid serta memberikan 

petunjuk kepada JFU SPM, Dan melanjutkan ke 

JFU SPM yang telah disetujui oleh KPA untuk 

diproses ke KPPN 

     Surat pengajuan 
pembayaran 
Tunjangan kinerja dan 
dokumen pendukung 

 

2 hari  Lembar SPM 

 

 

6. Bendahara pengeluaran menerima SP2D dari 

KPPN. Selanjutnya di distribusikan ke masing-

masing rekening pegawai sesuai dengan 

pengajuan daftar rekapitulasi pembayaran 

tunjangan kinerja dari PPK Bior/Pusat. 

 

     SPP 

 Lembar SP2D 

 SPM 

1 hari  SP2D 
 

 

 

Mulai 

Selesai 



 

 

 

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 
SEKRETARIAT JENDERAL 

 
 

 
 
 

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN/ 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

 
 
 
 
 

PENYUSUNAN DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN 

 
 
 
 
 



 

1.5.6 Nomor SOP  

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 
SEKRETARIAT JENDERAL 
BIRO KEUANGAN DAN ASET 

 

 Tgl Pembuatan  

Juli 2018 Tgl Revisi  

 Tgl Pengesahan  

Kepala Biro Keuangan dan Aset Disahkan Oleh 

Penyusunan Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran 

Nama SOP 

 

Kualifikasi Pelaksana Dasar Hukum 

Minimal D-3  
 
 
 
 

1. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Barang Negara 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 tentang Perubahan kedua 
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 43 Organisasi dan Tatakerja 
Kemendagri. 

3. PMK 110/ PMK 05/2010 
4. Perdirjen Perbendaharaan Nomer Per 11/ PB/2011tetang perubahan atas 

perdirjen Perbendaharaan no Per 66/PB/2005 tentang mekanisme 
pelaksanaan penggunaan atas beban APBN  

5. Perdirjen Perbendaharaan No.37/ PB/ 2009 
6. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 yang di ubah terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2008 
7. Surat  Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara No. 04/SE/1980. 

Peralatan/Perlengkapan Keterkaitan 

1. Komputer/laptop 

2. Alat komunikasi (HP ) 

3. Printer 

1. SOP Administrasi Surat Masuk 

2. SOP Administrasi Surat Keluar 
 
 

Pencatatan dan Pendataan Peringatan 

1. Dokumen pertanggungjawaban  
a. SPM; SPTB; Bukti Setor Pajak; SSP; Foto copy Pajak Legalisir  Kabag, ADK 

SPM. 
2. Pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban 1 SPM selama 5 menit. 
3. Jika dokumen SPM terdapat kesalahan dalam pengkoreksian maka akan dikembalikan 

untuk perbaikan. 
4. Proses SPM ke KPPN paling lama 3 hari kerja  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uraian Prosedur 

Pelaksana Mutu Baku 

Ket  
Karo 

 
Kabag 

 
Kasubbag 

 
JFU Kelengkapan Waktu Output 

1. Menerima surat pengajuan pertanggungjawaban  

Biro Pusat dan memberikan arahan Kepada 

Kabag untuk proses pemberkasan 

 

     Surat permintaan 
pembayaran dan 
dokumen pendukung 

 SPM 

5 menit Arahan  

2. Menerima arahan dari Karodan memberikan 

petunjuk Kepada Kasubag untuk proses 

pemberkasan. 

 

     Surat permintaan 
pembayaran dan 
dokumen pendukung 

 SPM 

5 menit Petunjuk  

3. Menerima petunjuk dari Kabag dan memberikan 

petunjuk Kepada JFU Pemberkasan untuk 

proses pemberkasan pertanggungjawaban 

 

 

     Surat permintaan 
pembayaran dan 
dokumen pendukung 

 SPM 

5 menit Petunjuk  

4. Menerima Berkas dari Kasubag dan  Menerima 

berkas pengajuan pertanggungjawaban dan 

tanda terima dari Biro/Pusat. ;  Meriksa Nomor 

SPM; memeriksa nomor Surat Permintaan  

Pembayaran; kelengkapan pengajuan 

pembayaran; Pajak, 

 

     Surat permintaan 
pembayaran dan 
dokumen pendukung 

 SPM 

30 
menit 

 SPM yg 
sudah 
ditanda 
tangani 
dan di 
copy 
legalisir 

 

5. Menerima  berkas pengajuan pertanggung-

jawaban  dan memeriksa, untuk mengarsipkan 

berkas pertanggungjawaban. untuk di proses ke 

KPPN setelah menjadi SP2D kemudian masuk 

kemali ke JFU pemberkasan masing-masing 

Biro/Pusat 

 

     SPP, SPM, SP2D 1 Hari  Lembar 
SPM 
yang 
sudah 
dtanda 
tangani 
dan di 
setujui 

 

6. Bendahara penerimaan menerima SP2D dari 

KPPN untuk di serahkan ke pemberkasan 

Biro/Pusat masing-masing. 

 

     NHP 

 SP2D 

1 Hari  SP2D  

 

Mulai 

Selesai 



 

 

 

 
KEMENTERIAN DALAM NEGERI 

SEKRETARIAT JENDERAL 
 
 
 
 

 
PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN/ 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

 
 
 
 
 

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 
TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN 

(UAKPA)  

 

 
 



 
1.5.7 Nomor SOP  

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 
SEKRETARIAT JENDERAL 

BIRO KEUANGAN DAN ASET 
 

 Tgl Pembuatan  

Juli 2018 Tgl Revisi  

 Tgl Pengesahan  

Kepala Biro Keuangan dan Aset Disahkan Oleh 

Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna 
Anggaran (UAKPA)) 

Nama Sop 

 

Kualifikasi Pelaksana Dasar Hukum 

Pendidikan Minimal D-3  
 
 

 
  

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah  

2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan 

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270 Tahun 2014 tentang 
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual 
pada Pemerintahan Pusat 

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177 Tahun 2015 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan 
Kementerian Negara/Lembaga 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 2018 tentang 
Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 43 tentang  
Organisasi dan Tatakerja Kemendagri. 

Peralatan/Perlengkapan Keterkaitan 

1. Komputer/laptop dan Printer 
2. Jaringan Internet 
 
 

1. SOP Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat UAKPA 
2. SOP Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-E1 
3. SOP Administrasi Surat Masuk 
4. SOP Administrasi Surat Keluar 

Pencatatan dan Pendataan :  Peringatan : 

1. Jadwal penyusunan Laporan Keuangan ditentukan berdasarkan peraturan atau surat edaran 
dari Kementerian Keuangan; 

2. Persiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan Tingkat UAKPA dilakukan JFU melalui 
telaah Laporan Keuangan pada Aplikasi SAIBA dan mengumpulkan informasi yang 
dibutuhkan dalam penyusunan CaLK sesuai arahan Kasubag; 

3. Perbaikan berdasarkan hasil  telaah dilaksanakan oleh JFU dapat dilakukan melalui 
koordinasi dengan UAPPA-E1 sampai dengan batas upload data UAKPA ke Aplikasi e-
Rekon LK berakhir; 

4. LK Tingkat UAKPA untuk periode Triwulanan disajikan tanpa CaLK atau sesuai dgn Surat 
Edaran dr Kemenkeu, dan LK tsb tidak direviu oleh APIP. Dengan demikian LK Tingkat 
UAKPA untuk periode Triwulanan disusun tanpa tahapan draft.  

 

1. Kualitas penyajian Laporan Keuangan UAKPA dipengaruhi oleh: 
a. Pelaksanaan tahapan prosedur penyusunan Laporan 

Keuangan UAKPA;  
b. Ketepatan waktu dalam menyelesaikan penyelengaraan  

akuntansi atas transaksi keuangan dan barang, serta upload 
data SAIBA ke Aplikasi e-Rekon LK sesuai dengan jadwal 
yang ditetapkan;  

c. Penyelesaian permasalahan penyajian Laporan Keuangan 
dan tindaklanjut rekomendasi perbaikan dari Unit Akuntansi 
diatasnya/Tim Reviu/BPK RI. 

2. Kualitas penyajian Laporan Keuangan UAKPA akan berdampak 
terhadap kualitas penyajian Laporan Keuangan Unit Akuntansi 
diatasnya (Laporan Keuangan UAPPA-E1 dan UAPA). 

 

 



 

URAIAN PROSEDUR 

PELAKSANA 
 

MUTU BAKU 

KET SEKRETARIS/ 
KARO KEU DAN 

ASET 

 
KABAG 

 
KASUBBAG 

 
JFU 

 
KELENGKAPAN 

 
WAKT

U 

 
OUTPUT 

1. 

 

- Menghimpun dokumen sumber, menginput pada 
aplikasi SAIBA atau tarik data transaksi keuangan 
dari aplikasi terkait, dan menyampaikan dokumen 
sumber secara lengkap atas transaksi barang/modal 
kepada UAKPB. 

- Menerima data transaksi BMN dari UAKPB dan 
melakukan kompilasi dalam rangka penyajian Barang 
Milik Negara di Neraca, melakukan rekonsiliasi 
internal dengan UAKPB, menyusun kertas kerja 
pendukung rekonsiliasi internal, menginput jurnal 
penyesuaian yang diperlukan serta menyampaikan 
ke Kasubbag Draft BAR Internal. 

    DIPA,POK, SPM, 
SP2D, SSBP, 
SSPB,  Faktur, 

ADK SIMAK BMN 

LRA 
Neraca Percobaan 
dan LBMN 
Memo Pencatatan 

 

  

1 hari 

LRA, Neraca, 
LO LPE, kertas 
kerja 
pendukung 
rekonsiliasi 
internal, & Draft 
BAR Internal. 

Input data dilakukan 
setiap terjadinya 
transaksi/ 
diperolehnya 
dokumen sumber,  

Penyelesaian selisih 
berpedoman pada 
kertas kerja, yaitu 
perbaikan input 
transaksi BMN, atau 
Jurnal SAIBA  

3. Memeriksa draft BAR Internal, dan kertas kerja 
pendukung rekonsiliasi internal, kesesuaian antara 
neraca Laporan BMN dengan Laporan Keuangan, 
jurnal penyesuaian yang diinput serta memproses BAR 
Internal, melakukan telaah penyajian Laporan 
Keuangan pada Aplikasi SAIBA dan memverifikasi 
kesesuaian input data pada Aplikasi SAIBA dengan 
dokumen sumber, serta menugaskan JFU untuk upload 
data ke Aplikasi e-Rekon LK dalam rangka rekonsiliasi 
eksternal dengan KPPN. 

 

    Kertas kerja 
pendukung 
rekonsiliasi internal 

Draft BAR Internal 

Neraca Percobaan 
dan LBMN 

Register Transaksi 
Harian 

 

4 Jam BAR Internal 

ADK Aplikasi 
SAIBA 

Tahap ini sudah 
selesai sebelum 
jadwal upload data ke 
Aplikasi e-Rekon LK 

Telaah Laporan 
Keuangan dapat 
mengurangi 
kemungkinan 
dilakukan koreksi 
setelah upload data 
ke Aplikasi e-Rekon 
LK  

4. JFU melakukan Upload data  ke Aplikasi e-Rekon LK, 
memeriksa hasil rekonsiliasi, dan melakukan koreksi 
apabila ditemukan kesalahan, melapor kepada KPA 
melalui atasan langsung jika BAR siap ditandatangani. 

 

    ADK Aplikasi SAIBA 

Hasil Rekonsilias 
dengan KPPN 

1 hari Draft BAR 
dengan KPPN 

 

5. Menerima laporan bahwa BAR siap ditandatangani, 
memeriksa hasil rekon, dan kesesuaian komponen 
laporan keuangan antara Aplikasi e-Rekon LK dengan 
Aplikasi SAIBA, serta melapor kepada KPA melalui 
atasan langsung jika BAR siap ditandatangani. 

 

 

 

    Hasil Rekonsiliasi 

Komponen LK 
(Aplikasi SAIBA dan 
e-Rekon LK) 

60 Menit Draft BAR 
dengan KPPN 

Tahap ini sudah 
selesai sebelum 
jadwal upload data ke 
Aplikasi e-Rekon LK 
berakhir 

1 

Mulai 



URAIAN PROSEDUR 

PELAKSANA 
 

MUTU BAKU 

KET SEKRETARIS/ 
KARO KEU DAN 

ASET 

 
KABAG 

 
KASUBBAG 

 
JFU 

 
KELENGKAPAN 

 
WAKT

U 

 
OUTPUT 

6. Menerima laporan bahwa BAR siap ditandatangani, 
memeriksa hasil rekon, dan melapor kepada KPA 
bahwa BAR siap ditandatangani. 

 

 

    Hasil Rekonsiliasi 

 

60 Menit Draft BAR 
dengan KPPN 

Draft BAR 
ditandatangani 
Apabila KPA 
diturunkan ke Es III 

7. Menerima laporan bahwa BAR siap ditandatangani, 
memeriksa hasil rekon, menandatangani BAR secara 
elektronik dan memberikan arahan kepada bawahan 
secara berjenjang agar mempersiapkan Laporan 
Keuangan. 

 

    Hasil Rekonsiliasi 

 

30 Menit  BAR dengan 
KPPN 

 

 

8. Kasubag menugaskan JFU agar mengumpulkan 
informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan CaLK,  
menyusun kertas kerja, dan menyusun Draft Laporan 
Keuangan UAKPA. 

 

    Komponen Laporan 
Keuangan, Neraca 
Percobaan dan 
Buku Besar  

30 Menit Arahan  

 

Satker DK/TP tidak 
perlu menyusun Draft 
Laporan Keuangan, 
kecuali terdapat 
informasi yang 
dibutuhkan dalam 
CaLK 

9. JFU mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dalam 
penyusunan CaLK,  menyusun kertas kerja, serta 
menyusun Draft Laporan Keuangan UAKPA, dan 
menyampaikan kepada Kasubag. 

 

 

    Komponen Laporan 
Keuangan, Neraca 
Percobaan dan 
Buku Besar  

2 hari Informasi 
sebagai bahan 
CaLK 

Kertas Kerja 

Draft Laporan 
Keuangan 
UAKPA 

 

10

. 

Memeriksa  Draft Laporan Keuangan UAKPA terkait 
kesesuaian face Laporan keuangan dengan CaLK, dan 
kecukupan informasi, serta menyampaikan kepada 
Kabag. 

 

    Draft Laporan 
Keuangan UAKPA 

60 Menit Draft Laporan 
Keuangan 
UAKPA yang 
telah diperiksa 

 

11

. 

Memeriksa  Draft Laporan Keuangan UAKPA, dan 
menyampaikan kepada UAPPA-E1 dan Tim Reviu 
melalui JFU serta  menerima Draft Laporan Keuangan  
UAKPA yang telah di reviu/Catatan hasil reviu, dan 
menugaskan Kasubag untuk mempersiapkan Laporan 
Keuangan UAKPA Semester I/Unaudited. 

 

 

    Draft Laporan 
Keuangan UAKPA 

1 hari Catatan Hasil 
Reviu/usulan 
koreksi dari 
UAPPA-E1 

Laporan Keuangan 
UAKPA disampaikan 
kepada Tim Reviu 
apabila  Laporan 
Keuangan UAKPA 
perlu direviu  

1 

2 



URAIAN PROSEDUR 

PELAKSANA 
 

MUTU BAKU 

KET SEKRETARIS/ 
KARO KEU DAN 

ASET 

 
KABAG 

 
KASUBBAG 

 
JFU 

 
KELENGKAPAN 

 
WAKT

U 

 
OUTPUT 

12

. 

Menerima Draft Laporan Keuangan  UAKPA yang telah 
di reviu/Catatan hasil reviu,  dan mempersiapkan nota 
dinas pengantar, serta menugaskan JFU untuk 
berkoordinasi dengan UAPPA-E1 untuk melakukan 
koreksi berdasarkan hasil reviu dan memastikan tidak 
terdapat usulan koreksi  pada Aplikasi SAIBA, dan 
memperbaiki  Draft Laporan Keuangan  UAKPA. 

 

    Catatan Hasil Reviu/ 
usulan koreksi dari 
UAPPA-E1 

2 Jam Arahan  

13

. 

Menerima Draft Laporan Keuangan  UAKPA yang telah 
di reviu/Catatan hasil reviu, berkoordinasi dengan 
UAPPA-E1 untuk melakukan koreksi berdasarkan hasil 
reviu dan memastikan tidak terdapat usulan koreksi  
pada Aplikasi SAIBA, memperbaiki  Draft Laporan 
Keuangan  UAKPA, dan menyampaikan Laporan 
Keuangan UAKPA Semester I/Unaudited kepada 
Kasubag. 
 

    Catatan Hasil Reviu/ 
usulan koreksi dari 
UAPPA-E1 

2 Hari Laporan 
Keuangan 
UAKPA 
Semester 
I/Unaudited 

Apabila terdapat 
koreksi pada Aplikasi 
SAIBA, maka 
dilakukan proses 
upload ulang ke 
Aplikasi e-Rekon LK 
dan tanda tangan 
BAR (setelah 
mendapat 
persetujuan Ditjen 
Perbendaharaan) 

14

. 

Memeriksa Laporan Keuangan UAKPA Semester 
I/Unaudited, menyampaikan kepada Kabag bersama 
nota dinas pengantar, 

    Laporan Keuangan 
UAKPA Semester 
I/Unaudited 

60 Menit LK UAKPA 
Semester 
I/Unaudited 

Net Konsep 
Surat 
Pengantar 

 

15

. 

Memeriksa Laporan Keuangan UAKPA  Semester 
I/Unaudited, dan memparaf nota dinas pengantar, serta 
melaporkan kepada KPA. 

    Laporan Keuangan 
UAKPA Semester 
I/Unaudited 

Net Konsep Surat 
Pengantar 

60 Menit Laporan 
Keuangan 
UAKPA 
Semester 
I/Unaudited 

Net Konsep 
Surat 
Pengantar 

 

16

. 

Memeriksa dan manandatangani Laporan Keuangan  
UAKPA  Semester I/Unaudited dan  nota dinas 
pengantar, serta menyampaikan kepada UAPPA-E1, 
Tim Reviu dan BPK melalui JFU. 

 

 

 

    Laporan Keuangan 
UAKPA Semester 
I/Unaudited 

Net Konsep Surat 
Pengantar 

60 Menit Laporan 
Keuangan 
UAKPA 
Semester 
I/Unaudited dan 
Surat 
Pengantar yg 
telah di tanda 
tangani 

 

Penyampaian 
Laporan Keuangan 
UAKPA Unaudited 
kepada BPK jika 
diperlukan 

2 

3 



URAIAN PROSEDUR 

PELAKSANA 
 

MUTU BAKU 

KET SEKRETARIS/ 
KARO KEU DAN 

ASET 

 
KABAG 

 
KASUBBAG 

 
JFU 

 
KELENGKAPAN 

 
WAKT

U 

 
OUTPUT 

 

 

 

Mengirimkan Laporan Keuangan UAKPA Semester I/ 
Unaudited kepada Tim Riviu dan BPK. 

 

 

 

    Laporan Keuangan 
UAKPA Semester 
I/Unaudited 

 

1 Hari Tanda terima  

17

. 

Mengklarifikasi penyajian Laporan Keuangan  UAKPA 
Unaudited  kepada BPK, menerima 
rekomendasi/usulan koreksi dari BPK, serta 
menugaskan  JFU untuk melakukan koreksi sesuai  
rekomendasi/usulan koreksi dari BPK dan  identifikasi 
kesalahan lainnya penyajian Laporan Keuangan  yang  
harus dikoreksi. 

    Laporan Keuangan 
UAKPA Unaudited 

 

2 Hari Rekomendasi/ 
usulan koreksi 
dari BPK 

Klarifikasi dilakukan 
sepanjang 
informasinya 
dibutuhkan oleh BPK 

18

. 

JFU melakukan identifikasi kesalahan lainnya penyajian 
Laporan Keuangan  yang  harus dikoreksi, 
memperbaiki Kertas Kerja penyusunan Laporan 
Kuangan UAKPA Audited, menyusun daftar jurnal 
koreksi, dan melakukan koreksi pada Aplikasi sesuai  
rekomendasi/usulan koreksi dari BPK, dan hasil 
identifikasi kesalahan lainnya (koreksi Kemendagri), 
menyusun Kertas Kerja pendukung Nota Kesepakatan, 
serta melaporkan kepada Kasubag. 

   

 

 

 

 

 

 Laporan Keuangan 
UAKPA Unaudited 

Rekomendasi/ 
usulan koreksi dari 
BPK 

2 Hari Kertas Kerja 
penyusunan 
Laporan Keu 
UAKPA Audited 

Daftar jurnal 
koreksi 

Kertas Kerja 
pendukung 
Nota 
Kesepakatan 

Face 
LK(SAIBA) 

Proses identifikasi 
kesalahan lainnya 
dapat dilakukan 
dengan berkoordinasi 
dengan UAPPA-E1 

Kertas Kerja 
pendukung Nota 
Kesepakatan 
menggambarkan 
perubahan face LK 
UAKPA berdasarkan 
jurnal koreksi 

19

. 

Memeriksa kesesuaian antara hasil koreksi pada 
Aplikasi dengan Kertas Kerja dan daftar jurnal koreksi, 
dan melaporkan kepada Kabag. 

 

    Kertas Kerja 
penyusunan 
Laporan Kuangan 
UAKPA Audited 

Daftar jurnal koreksi 

KK pendukung Nota 
Kesepakatan 

Face LK(SAIBA) 

4 Jam Daftar jurnal 
koreksi 

 

 

20

. 

Memproses penandatangan daftar jurnal koreksi untuk 
disepakati antara satker dengan BPK, menyampaikan 
daftar jurnal koreksi kepada UAPPA-E1 untuk diusulkan 
dalam nota kesepakatan melalui JFU, serta 
menugaskan Kasubag untuk mempersiapkan bahan 
penyusunan Laporan Keuangan UAKPA Audited. 
 
 

    Daftar jurnal koreksi 

 

60 Menit Daftar jurnal 
koreksi yang 
telah 
ditandatangan 

Arahan 

 

Kesepakatan yang 
dituangkan dlm Daftar 
jurnal koreksi menjadi 
dasar penyusunan 
nota kesepakatan 

Daftar jurnal koreksi 
satker pusat dapat 
digabung dengan 
daftar jurnal koreksi 
Eselon I 

3 

4 

A 

A 



URAIAN PROSEDUR 

PELAKSANA 
 

MUTU BAKU 

KET SEKRETARIS/ 
KARO KEU DAN 

ASET 

 
KABAG 

 
KASUBBAG 

 
JFU 

 
KELENGKAPAN 

 
WAKT

U 

 
OUTPUT 

21

. 

Menugaskan JFU untuk melakukan upload data SAIBA 
hasil koreksi ke Aplikasi e-Rekon LK, dan menghimpun 
informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan CaLK. 

 

    Daftar jurnal koreksi 
yang telah 
ditandatangan 

 

60 Menit Arahan 

 

 

22

. 

Melakukan upload data SAIBA hasil koreksi ke Aplikasi 
e-Rekon LK, dan menghimpun informasi yang 
dibutuhkan dalam penyusunan CaLK, serta melaporkan 
ke Kasubag. 
 

    ADK SAIBA 4 Jam Data Aplikasi e-
Rekon LK 

Laporan 
Kuangan 
UAKPA Audited 

 

23

. 

Memerika kesesuaian antara Data Aplikasi e-Rekon LK 
dengan Aplikasi SAIBA, bersama JFU mempersiapkan 
Surat pengantar, menyusun CaLK, mempersiapkan 
Laporan Keuangan UAKPA Audited, serta 
menyampaikan kepada Kabag. 

    Data SAIBA 

Data Aplikasi e-
Rekon LK 

Laporan Kuangan 
UAKPA Audited 

Daftar jurnal koreksi 
yang telah 
ditandatangan 

60 Menit Net konsep 
surat pengantar 

Laporan Kuangan 
UAKPA Audited tetap 
disusun walaupun 
Laporan Kuangan 
Unaudited tidak 
terdapat koreksi 

24

. 

Memeriksa, memparaf Laporan Keuangan UAKPA 
Audited, dan nota dinas pengantar, serta 
menyampaikan kepada KPA. 

    Data SAIBA 

Data Aplikasi e-
Rekon LK 

Laporan Kuangan 
UAKPA Audited 

Daftar jurnal koreksi 
yang telah 
ditandatangan 

60 Menit Net konsep 
surat pengantar 

 

25

. 

Memeriksa, dan menandatangani face Laporan 
Keuangan, kata pengantar, Surat Pernyataan 
Tanggung Jawab Laporan Keuangan dan nota dinas 
pengantar, serta menyampaikan kepada UAPPA-E1. 

 

    Net konsep surat 
pengantar 

Laporan Kuangan 
UAKPA Audited 

 

60 Menit Laporan 
Kuangan 
UAKPA Audited 

yang telah 
ditandatangan 

Untuk satker pusat, 
Laporan Keuangan 
UAKPA Audited dapat 
langsung diarsipkan 

 

4 

selesai 



 

 

 

 

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 
SEKRETARIAT JENDERAL 

 
 
 
 

 
PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN/ 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

 
 
 
 

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 
 TINGKAT UNIT AKUNTANSI PEMBANTU  

PENGGUNA ANGGARAN ESELON I (UAPPA-E1)  
 

 

 
 
 



1.5.8 Nomor SOP  

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 
SEKRETARIAT JENDERAL 

BIRO KEUANGAN DAN ASET 
 

 Tgl Pembuatan  

Juli 2018 Tgl Revisi  

 Tgl Pengesahan  

Kepala Biro Keuangan dan Aset Disahkan Oleh 

Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Pembantu 
Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) 

Nama Sop 

 

Kualifikasi Pelaksana Dasar Hukum 

Pendidikan Minimal D-3  
 
 

 
  

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah  

2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan 

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270 Tahun 2014 tentang 
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual 
pada Pemerintahan Pusat; 

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177 Tahun 2015 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan 
Kementerian Negara/Lembaga; 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 2018 tentang 
Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 43 
Organisasi dan Tatakerja Kemendagri. 

Peralatan/Perlengkapan Keterkaitan 

1. Komputer/laptop dan Printer 
2. Jaringan Internet 
3. Alat komunikasi 
 

1. SOP Administrasi Surat Masuk 
2. SOP Administrasi Surat Keluar 
3. SOP Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat UAKPA 
4. SOP Penyusunan laporan Keuangan Tingkat UAPA 
 
 

Pencatatan dan Pendataan :  Peringatan : 

1. Jadwal penyusunan Laporan Keuangan ditentukan berdasarkan peraturan atau surat edaran 
dari Kementerian Keuangan; 

2. Persiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-E1 dilakukan JFU melalui 
telaah Laporan Keuangan UAKPA pada Aplikasi e-Rekon LK dan mengumpulkan informasi 
yang dibutuhkan dalam penyusunan CaLK sesuai arahan Kasubag; 

3. Perbaikan berdasarkan hasil telaah dilaksanakan oleh JFU semaksimal mungkin melalui 
koordinasi dengan UAKPA sampai dengan batas upload data ke Aplikasi e-Rekon LK 
berakhir. 

4. LK Tingkat UAPPA-E1 untuk periode Triwulanan disajikan tanpa CaLK atau sesuai dgn Surat 
Edaran dr Kemenkeu, dan LK tsb tidak direviu oleh APIP. Dengan demikian LK Tingkat 
UAPPA-E1 untuk periode Triwulanan disusun tanpa tahapan draft.  

 

1. Kualitas Laporan Keuangan UAPPA-E1 sangat dipengaruhi tahap 
telaah Laporan Keuangan UAKPA pada Aplikasi e-Rekon LK dan 
tindaklanjut perbaikan data Aplikasi e-Rekon LK melalui koordinasi 
dengan UAKPA. 

2. UAKPA harus melaksanakan prosedur penyusunan Laporan 
Keuangan dan menindaklanjuti rekomendasi perbaikan dari Unit 
Akuntansi diatasnya. 

 



 

URAIAN PROSEDUR 

PELAKSANA 
 

 

MUTU BAKU 

KET SEKJEN/IRJEN

/ DIRJEN/ 

KABAN 

SEKRE 

TARIS/ 

KARO 
 

KABAG KASUBBAG JFU KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 

1. Memberikan arahan kepada Kabag untuk 
mempersiapkan draft Laporan Keuangan UAPPA-E1 
berdasarkan surat permintaan Laporan Keuangan 
UAKPA 

 

     
- Surat Kemenkeu  

- Surat permintaan 
LK UAPPA-E1 

- Surat permintaan 
LK UAKPA 

15 Menit 
- Arahan 

- disposisi 

 

2. Menindaklanjuti arahan Sekretaris dan menugaskan 
Kasubag untuk mempersiapkan bahan Laporan 
Keuangan UAPPA-E1 

 

     - Surat Kemenkeu  

- Surat permintaan 
LK UAPPA-E1 

- Surat permintaan 
LK UAKPA 

15 Menit 
- Arahan 

- disposisi 

 

3. Bersama JFU melakukan telaah  Laporan Keuangan 
UAKPA berdasarkan Aplikasi e-Rekon LK, 
menyusun Kertas Kerja dan mengumpulkan 
informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan 
CaLK,  melakukan koordinasi dengan UAKPA untuk 
perbaikan data Aplikasi e-Rekon LK berdasarkan 
hasil telaah, menerima Draft Laporan Keuangan 
UAKPA dan memeriksa kesesuaian hardcopy 
dengan data Aplikasi e-Rekon LK, serta 
menyampaikan  Draft Laporan Keuangan UAKPA 
dan hasil identifikasi permasalahan kepada Kabag 

 

     

- Data Aplikasi e-
Rekon LK 

- Draft LK UAKPA 

 5 Hari 

Hasil Telaah, 
Kertas Kerja, 
Hasil 
identifikasi 
permasalahan 

Hasil identifikasi 
permasalahan 
dapat disampaikan 
secara lisan 
ataupun tertulis 

4. Memeriksa Draft Laporan Keuangan UAKPA dan 
menganalisa hasil identifikasi permasalahan serta 
menugaskan Kasubag untuk mempersiapkan Draft 
Laporan Keuangan UAPPA-E1 

 

     
Draft  LK UAKPA, 
Hasil Telaah, 
Kertas Kerja, Hasil 
identifikasi 
permasalahan 

60 Menit 

Arahan berupa 
tambahan 
informasi yang 
dperlukan 

 

5. Menugaskan JFU untuk melakukan rekonsiliasi 
internal dengan UAPPB-E1 

 

     
Draft LK UAKPA, 
Data Aplikasi e-
Rekon LK 

15 Menit Arahan 

 

6. Melakukan rekonsiliasi Internal dengan UAPPB-E1 
dan melaporkan kepada Kasubag hasil rekonsiliasi 
internal 

 

 

 

     

Neraca dan Neraca 
Percobaan (data 
Aplikasi e-Rekon 
LK) 

1 Hari 
Draft BAR 
Internal 

 

Mulai 

1 



URAIAN PROSEDUR 

PELAKSANA 
 

 

MUTU BAKU 

KET SEKJEN/IRJEN

/ DIRJEN/ 

KABAN 

SEKRE 

TARIS/ 

KARO 
 

KABAG KASUBBAG JFU KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 

7. Memeriksa Draft BAR Internal dan memproses 
penandatangan  BAR Internal, serta bersama JFU 
mempersiapkan Draft Laporan Keuangan UAPPA-
E1, yaitu melengkapi Kertas Kerja penyusunan 
Laporan Keuangan, dan menyusun Draft CaLK, 
serta menyampaikan Draft Laporan Keuangan 
kepada Kabag 

     

Draft BAR Internal,   
Draft LK UAKPA, 
Data Aplikasi e-
Rekon LK, Kertas 
Kerja 

5 Hari 

Kertas Kerja,  
Draft CaLK, 
Draft Face 
Komponen LK, 
BAR Internal 

Apabila diperlukan 
dapat berdiskusi 
dengan UAKPA 
terkait 
permasalahan 
yang ditemukan 
dan kekurangan 
informasi yang 
dibutuhkan 

8. Memeriksa dan menyampaikan Draft Laporan 
Keuangan UAPPA-E1 kepada UAPA dan Tim Reviu 
melalui JFU, serta menerima  Draft Laporan 
Keuangan UAPPA E1 yang telah di reviu/Catatan 
hasil reviu, dan menugaskan Kasubag untuk 
mempersiapkan Laporan Keuangan Semester 
I/Unaudited 

     

Draft LK UAPPA-
E1   

3 Hari 

Arahan, 
Catatan Hasil 
Reviu 

 

Reviu Laporan 
Keuangan 
dilakukan untuk 
periode pelaporan 
Semester I dan 
Tahunan 
(Unaudited) 

9. Menerima Draft Laporan Keuangan UAPPA-E1 yang 
telah di reviu/Catatan hasil reviu,  mempersiapkan 
nota dinas pengantar,   serta menugaskan JFU 
untuk memperbaiki  Draft Laporan Keuangan 
UAPPA-E1, dan berkoordinasi dengan UAKPA 
terkait untuk memperbaiki Draft Laporan Keuangan,  
dan menyampaikan  Laporan Keuangan UAKPA 
Semester I/Unaudited kepada Sekretaris tepat waktu 

 

     

Draft Laporan 
Keuangan UAPPA- 
E1/Catatan hasil 
reviu  

30 Menit 
Arahan, net 
konsep ND 
pengantar 

 

10 Memperbaiki Draft Laporan Keuangan UAPPA-E1, 
melakukan koordinasi dengan UAKPA untuk 
perbaikan Draft Laporan Keuangan dan ketepatan 
waktu penyampaian  Laporan Keuangan UAKPA 
Semester I/Unaudited, serta menyampaikan  
Laporan Keuangan UAPPA-E1  Semester 
I/Unaudited kepada Kasubag 

 

     

Draft Laporan 
Keuangan UAPPA- 
E1/Catatan hasil 
reviu 

2 Hari 
LK UAPPA-E1 
Semester 
I/Unaudited 

 

11 Mengkoreksi  Laporan Keuangan UAPPA-E1  
Semester I/Unaudited, dan  menyampaikan kepada 
Kabag beserta nota dinas pengantar 

 

 

 

     

LK UAPPA-E1 
Semester 
I/Unaudited, Net 
Konsep ND 

60 Menit 

LK UAPPA-E1 
Semester 
I/Unaudited , 
Net Konsep ND 

 

1 

A 

A 

B 

B 

2 



URAIAN PROSEDUR 

PELAKSANA 
 

 

MUTU BAKU 

KET SEKJEN/IRJEN

/ DIRJEN/ 

KABAN 

SEKRE 

TARIS/ 

KARO 
 

KABAG KASUBBAG JFU KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 

12 Mengkoreksi   Laporan Keuangan UAPPA-E1 
Semester I/Unaudited, dan memparaf nota dinas 
pengantar, serta menyampaikan kepada Sekretaris 

 

 

     

LK UAPPA-E1 
Semester 
I/Unaudited, Net 
Konsep ND 

60 Menit 

LK UAPPA-E1 
Semester 
I/Unaudited , 
Net Konsep ND 
ke Karo 

 

13 Menerima Laporan Keuangan UAKPA Semester 
I/Unaudited, serta memeriksa, memparaf Laporan 
Keuangan   UAPPA-E1  Semester I/Unaudited, 
menandatangani nota dinas pengantar dan 
menyampaikan ke Irjen/Dirjen/Kepala Badan 

 

     Laporan Keuangan  
UAPPA E1   
UAPPA E1 
Audited,  ND 
Pengantar ke 
Dirjen 

60 Menit 

Laporan 
Keuangan  
UAPPA E1   
UAPPA E1 
Audited 

Penandatanganan 
Kata Pengantar 
dan Surat 
Pernyataan 
Tanggung Jawab 
Laporan Keuangan   

 

14 Memeriksa, dan menandatangani face Laporan 
Keuangan, Kata Pengantar, Surat Pernyataan 
Tanggung Jawab Laporan Keuangan dan nota dinas 
pengantar, serta mengembalikan  kepada bawahan 
Laporan Keuangan  UAPPA-E1 Semester 
I/Unaudited untuk disampaikan kepada UAPA, Tim 
Reviu dan BPK 

 

 

 

     

Laporan Keuangan  
UAPPA E1  
Semester 
I/Unaudited,  ND 
pengantar ke 
SeKjen/UAPA 

60 Menit 

LK  UAPPA E1  
Semester 
I/Unaudited,  
ND pengantar 
ke 
Sekjen/UAPA 

Penandatanganan 
Face Laporan 
Keuangan, yaitu 
LRA, Neraca, LO 
dan LPE, Kata 
Pengantar dan 
Surat Pernyataan 
Tanggung Jawab. 
Penyampaian LK 
UAPPA-E1 
Unaudited kepada 
BPK jika diperlukan 

16 Mengklarifikasi penyajian Laporan Keuangan 
Unaudited  kepada BPK, menerima 
rekomendasi/usulan koreksi dari BPK, dan 
menugaskan  JFU berkoordinasi dengan  UAKPA 
untuk melakukan koreksi sesuai  
rekomendasi/usulan koreksi dari BPK dan 
identifikasi kesalahan lainnya dalam penyajian 
Laporan Keuangan  
 

 

     

Laporan Keuangan  
UAPPA E1 
Unaudited dan 
Kertas Kerja 
Penyusunan LK 

3 Hari 
Jurnal usulan 
korerksi BPK 

Audit Laporan 
Keuangan 
dilakukan terhadap 
Laporan Keuangan 
periode Tahunan 

17 JFU berkoordinasi dengan UAKPA untuk melakukan 
identifikasi kesalahan lainnya dalam penyajian 
Laporan Keuangan, dan melakukan koreksi pada 
Aplikasi SAIBA sesuai rekomendasi/usulan koreksi 
dari BPK dan koreksi Kemendagri, serta melaporkan 
kepada Kasubag 

     

Jurnal usulan 
korerksi BPK, 
usulan koreksi dari 
UAPPA-E1 atau 
UAKPA 

3 Hari 

Daftar jurnal 
koreksi yang 
berasal dari 
usulan koreksi 
BPK dan 
Kemendagri 

Daftar jurnal 
koreksi berisi 
rincian jurnal 
koreksi 

2 

C 

C 

3 



URAIAN PROSEDUR 

PELAKSANA 
 

 

MUTU BAKU 

KET SEKJEN/IRJEN

/ DIRJEN/ 

KABAN 

SEKRE 

TARIS/ 

KARO 
 

KABAG KASUBBAG JFU KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 

18 Bersama JFU menyusun daftar jurnal koreksi Unit 
Eselon I, yaitu jurnal koreksi seluruh UAKPA 
berdasarkan rekomendasi/usulan koreksi dari BPK, 
dan hasil identifikasi kesalahan lainnya dalam 
penyajian Laporan Keuangan, dan menyusun Kertas 
Kerja pendukung Nota Kesepakatan, serta  
menyampaikan kepada Kabag  

     

Usulan koreksi 
BPK dan hasil 
identifikasi 
kesalahan lainnya 
yang harus 
dikoreksi 

3 Hari 

- Daftar jurnal 
koreksi 
Eselon I 

- Kertas Kerja 
pendukung 
Nota 
Kesepakatan  

Kertas Kerja 
pendukung Nota 
Kesepakatan 
menggambarkan 
perubahan face LK 
UAPPA-E1 
berdasarkan jurnal 
koreksi 

19 Memeriksa Kertas Kerja pendukung Nota 
Kesepakatan, daftar jurnal koreksi Unit Eselon I, 
memproses penandatangan daftar jurnal koreksi 
untuk disepakati antara Unit Eselon I dengan BPK, 
menyampaikan daftar jurnal koreksi kepada UAPA 
untuk diusulkan dalam nota kesepakatan melalui 
JFU, serta menugaskan Kasubag untuk 
mempersiapkan bahan penyusunan Laporan 
Keuangan UAPPA-E1 Audited. 

     

- Daftar jurnal 
koreksi Eselon I 

- Kertas Kerja 
pendukung Nota 
Kesepakatan  

1 Hari 

Kesepakatan  
Jurnal Koreksi 
antara UAPPA-
E1 dengan 
BPK 

Kesepakatan yang 
dituangkan dalam 
Daftar jurnal 
koreksi Eselon I 
menjadi dasar 
penyusunan nota 
kesepakatan 

20 Menugaskan JFU untuk melakukan koordinasi 
dengan UAKPA dalam  rangka perbaikan data pada 
Aplikasi e-Rekon LK agar sesuai dengan Nota 
Kesepakatan dengan memperhatikan jadwal batas 
akhir upload data UAKPA dan ketepatan waktu 
penyampaian  Laporan Keuangan UAKPA Audited 
kepada Sekretaris. 
 

     

- Daftar jurnal 
koreksi Eselon I 

- Kertas Kerja 
pendukung Nota 
Kesepakatan  

60 Menit Arahan  

21 Melakukan kordinasi dengan UAKPA untuk 
melakukan upload data SAIBA yang telah dikoreksi 
ke Aplikasi e-Rekon LK dan melakukan koordinasi 
agar penyampaian  Laporan Keuangan UAKPA 
Audited tepat waktu, serta melaporkan hasil 
perbaikan kepada Kasubag. 
 

     

- Daftar jurnal 
koreksi Eselon I 

- Kertas Kerja 
pendukung Nota 
Kesepakatan 

3 Hari 
Perbaikan data 
Aplikasi e-
Rekon LK 

 

22 Bersama JFU memeriksa kesesuaian data Laporan 
Keuangan UAKPA pada Aplikasi e-Rekon LK 
dengan Kertas Kerja pendukung Nota Kesepakatan, 
menyusun Kertas Kerja penyusunan Laporan 
Keuangan UAPPA-E1 Audited dan CaLK, nota dinas 
pengantar serta menyampaikan kepada Kabag 
 

 

     
- Daftar jurnal 

koreksi Eselon I  

- Kertas Kerja 
pendukung Nota 
Kesepakatan 

- Data Aplikasi e-
Rekon LK 

3 Hari 

Kertas Kerja 
Penyusunan 
Laporan 
Keuangan 
UAPPA E1 
Audited, dan 
Laporan 
Keuangan 
Audited 

 

3 

4 



URAIAN PROSEDUR 

PELAKSANA 
 

 

MUTU BAKU 

KET SEKJEN/IRJEN

/ DIRJEN/ 

KABAN 

SEKRE 

TARIS/ 

KARO 
 

KABAG KASUBBAG JFU KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 

23 Mengkoreksi   Laporan Keuangan UAPPA-E1 
Audited, dan memparaf nota dinas pengantar, serta 
menyampaikan kepada Sekretaris 

 

 

     

Laporan Keuangan 
UAPPA-E1 
Audited, Net 
Konsep ND  

60 Menit 

Laporan 
Keuangan 
UAPPA-E1 
Audited, Net 
Konsep ND  

 

24 Menerima Laporan Keuangan UAKPA Audited, serta 
memeriksa, memparaf  Laporan Keuangan UAPPA-
E1  Audited, menandatangani nota dinas pengantar 
dan menyampaikan ke Sekjen/Irjen/Dirjen/Kepala 
Badan 

 

 

     

Laporan Keuangan 
UAPPA-E1   
Audited,  Net 
Konsep ND 

60 Menit 

Laporan 
Keuangan 
UAPPA-E1   
Audited, Net 
Konsep ND 

Kesesuaian 
Laporan Keuangan 
UAKPA Final   
dengan data 
Aplikasi e-Rekon 
LK diperiksa 
secara berjenjang 

25 Memeriksa, dan menandatangani face Laporan 
Keuangan, kata pengantar, Surat Pernyataan 
Tanggung Jawab Laporan Keuangan dan nota dinas 
pengantar, serta menyampaikan kepada UAPA 

 

 

     

Laporan Keuangan  
UAPPA-E1   
Audited, Net 
Konsep ND 

60 Menit 

Laporan 
Keuangan  
UAPPA-E1   
Audited ,  ND 
pengantar ke 
UAPA 

Penandatanganan 
Face Laporan 
Keuangan, yaitu 
LRA, Neraca, LO 
dan LPE 

 

4 

selesai 



 

  

 

 

 

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 
SEKRETARIAT JENDERAL 

 
 
 
  
 
 

 
PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN/ 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

 
 
 
 
 

PEMBUATAN DAFTAR UANG MAKAN 
 

 



 

1.5.9 Nomor SOP  

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 
SEKRETARIAT JENDERAL 

BIRO KEUANGAN DAN ASET 
 

19 Oktober 2016 Tgl Pembuatan  

4 September 2018 Tgl Revisi  

 Tgl Pengesahan  

Kepala Biro Keuangan dan Aset Disahkan Oleh 

Pembuatan Daftar Uang Makan Nama Sop 
 

Kualifikasi Pelaksana Dasar Hukum 

Pendidikan Minimal D-3 semua Jurusan 
 

1. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Barang 
Negara 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2018 Tentang 
Perubahan Kedua Permendagri Nomor 43 Tahun 2015 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri 

3. PMK 110/ PMK 05/2010 tentang Pemberian dan Tata Cara 
Pembayaran Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil 

4. Perdirjen Perbendaharaan Nomer Per 11/ PB/2011tetang 
perubahan atas perdirjen Perbendaharaan no Per 66/PB/2005 
tentang Mekanisme Pelaksanaan Penggunaan Atas Beban 
APBN 

5. Perdirjen Perbendaharaan No.47/ PB/ 2009 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Tata Cara  Penatausahaan dan Penyusunan 
Laporan  Pertanggungjawaban Bendahara  Kementerian  
Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja 

6. Perdirjen PBN Nomer PER-03/PB/2010 tentang Perkiraan 
Penarikan Dana Harian Satuan Kerja dan Perkiraan  Pencairan 
Dana Harian KPPN 

 

Peralatan/Perlengkapan Keterkaitan 

1. Komputer/ laptop 
2. Internet 
3. ATK 
4. Printer 

1. SOP Administrasi Surat Masuk 
2. SOP Administrasi Surat Keluar 

Pencatatan dan Pendataan :  Peringatan : 

1. Dokumen pertanggungjawaban terdiri atas SPP; SPM; SPTB; daftar hadir; kwitansi 
penerimaan uang makan 

2. Pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban 1 ordner selama 45 menit 
3. Jika dokumen pertanggungjawaban tidak lengkap dan/atau kesalahan dalam pengkoreksian 

maka akan dikembalikan kepada Biro/Pusat untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki. 
4. Proses SPM ke KPPN 3 paling lama 3 hari kerja 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Uraian Prosedur 

Pelaksana Mutu Baku 
Ket 

Karo Kabag Kasubbag JFU Kelengkapan Waktu Output 

1. Menerima surat pengajuan pembayaran 

uang Makan dari Biro Pusat dan 

memberikan arahan Kepada Kabag untuk 

proses pembayaran uang Makan 

 

     Surat pengajuan 
pembayaran uang 
Makan 

 

5 menit Arahan 
 

2. Menerima arahan dari Karo dan 

memberikan petunjuk Kepada Kasubbag 

untuk proses pembayaran uang Makan 

 

     Surat pengajuan 
pembayaran uang 
Makan 

 

5 menit Petunjuk 
 

3. Menerima petunjuk dari Kabag dan 

memberikan petunjuk Kepada JFU Gaji 

untuk proses pembayaran uang Makan 

     Surat pengajuan 
pembayaran uang 
Makan 

 

5 menit Petunjuk 
 

4. Menerima berkas dari Kasubbag dan  

Menerima berkas pengajuan 

pertanggungjawaban dan tanda terima dari 

Biro/Pusat;  Meriksa SPP (surat 

Permintaan Pembayaran); Daftar rincian 

Permintaan  Pembayaran; kelengkapan 

pengajuan pembayaran uang Makan; 

menginput data dalam aplikasi Gaji;  

mencetak rekapitulasi Daftar hadir ; 

Mengisi kartu pengawasan kredit SPP, 

 

     Surat pengajuan 
pembayaran 
Uang Makan 

30 menit  Konsep Rekap 
pembayaran 
Uang Makan 

 Kartu 
pengawasan 
kredit SPP 

 

5. Menerima berkas pengajuan 

pertanggungjawaban dan memeriksa rekap 

hadir, meparaf  SPM, dan menyampaikan 

kepada Kabag serta memberikan petunjuk 

kepada JFU SPM 

     Surat pengajuan 
pembayaran 
Uang Makan dan 
lampiran 

 Rekap Hadir  

 Kartu 
pengawasan 
kredit SPP 

15 menit  Daftar Uang 
Makan 

 

 

 

Selesai 

Mulai 



 

  

 

 

 

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 
SEKRETARIAT JENDERAL 

 
 
 
  
 
 

 
PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN/ 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

 
 
 
 
 

PENYAMPAIAN DAN PENGUJIAN SPP  
 

 



 

1.5.10 Nomor SOP  

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 
SEKRETARIAT JENDERAL 

BIRO KEUANGAN DAN ASET 
 

10 Oktober 2016 Tgl Pembuatan  

4 September 2018 Tgl Revisi  

 Tgl Pengesahan  

Kepala Biro Keuangan dan Aset Disahkan Oleh 

Penyampaian dan Pengujian SPP  Nama Sop 
 

Kualifikasi Pelaksana Dasar Hukum 

Pendidikan Minimal D-3 semua Jurusan 
 

1. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Barang Negara 

2. PMK 110/ PMK 05/2010 tentang Pemberian dan Tata Cara 
Pembayaran Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun2018 Tentang 
Perubahan Kedua Permendagri Nomor 43 Tahun 2015 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri 

4. Perdirjen Perbendaharaan Nomer Per 11/ PB/2011tetang perubahan 
atas perdirjen Perbendaharaan no Per 66/PB/2005 tentang 
Mekanisme Pelaksanaan Penggunaan Atas Beban APBN 

5. Perdirjen Perbendaharaan No.47/ PB/ 2009 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Tata Cara  Penatausahaan dan Penyusunan Laporan  
Pertanggungjawaban Bendahara  Kementerian  Negara/Lembaga/ 
Kantor/Satuan Kerja. 

6. Perdirjen PBN Nomer PER-03/PB/2010 tentang Perkiraan Penarikan 
Dana Harian Satuan Kerja dan Perkiraan  Pencairan Dana Harian 
KPPN 

 

Peralatan/Perlengkapan Keterkaitan 

1. Komputer/laptop 
2. Internet 
3. Printer 
4. Flasdish 
 
 
 
 

1. SOP Administrasi Surat Masuk 

2. SOP Administrasi Surat Keluar 

3. SOP Penerbitan SPM 

4. SOP Pengujian Verifikasi 
 

Pencatatan dan Pendataan :  Peringatan : 

1. Dokumen pertanggungjawaban terdiri dari POK; AKUN; SPP; SPTB; Pagu Dalam DIPA; Sisa 
Anggaran; Kartu Kendali; daftar rincian Permintaan Pembayaran 

2. Pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban 1 SPP selama 5 menit 
3. Jika dokumen pertanggungjawaban tidak lengkap dan/atau kesalahan dalam pengkoreksian 

maka akan dikembalikan kepada Biro/Pusat untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
Uraian Prosedur 

Pelaksana Mutu Baku 
Ket 

Karo Kabag Kasubbag JFU Kelengkapan Waktu Output 

1. Menerima surat pengajuan pencairan DIPA 

dari Biro Pusat dan memberikan arahan 

Kepada Kabag untuk proses pencairan 

DIPA 

 

     Surat permintaan 
Pembayaran dan 
dokumen 
pendukung 

 

5 menit Arahan 
 

2. Menerima arahan dari Karo dan 

memberikan petunjuk Kepada Kasubbag 

untuk proses pencairan DIPA 

 

     Surat permintaan 
Pembayaran dan 
dokumen 
pendukung 

 

5 menit Petunjuk 
 

3. Menerima petunjuk dari Kabag dan 

memberikan petunjuk Kepada JFU 

Verifikasi untuk proses pencairan DIPA 

 

     Surat permintaan 
Pembayaran dan 
dokumen 
pendukung 

 

5 menit Petunjuk 
 

4. Menerima Berkas dari Kasubbag dan   

berkas pengajuan pertanggung jawaban 

dan tanda terima dari Biro/Pusat. ;  

Memeriksa tgl/Bulan Nomor SPP; Pagu 

DIPA; SPP s/d Bulan Lalu; SPP sampai 

dengan Bulan ini; SPP s/d bulan ini             

(jumlah dari SPP bulan Lalu dengan SPP 

bulan ini); menghitung Sisa Dana; Sifat 

Pembayaran;   POK; AKUN; SPP Lembar 

A-B; SPTB; Pagu Dalam DIPA; Sisa 

Anggaran; Kartu Kendali; daftar rincian 

Permintaan Pembayaran; Kartu Pengawas 

Kredit SPP; Mencetak NHP (Nota Hasil 

Pengujian); paraf hasil pengujian;  
 

     Surat permintaan 
Pembayaran dan 
dokumen 
pendukung 

 

30 menit  Konsep NHP 

 

 

5. Menerima  berkas pengajuan pertanggung 

jawaban  dan memeriksa, memaraf  SPP, 

dan menyampaikan kepada Kasubbag 

Perbendaharaan serta memberikan 

petunjuk kepada JFU verifikasi untuk 

mengarsipkan berkas pertanggung-

jawaban.  

     Surat permintaan 
Pembayaran dan 
dokumen 
pendukung 

 Konsep NHP 

 

20 menit SPP  

 

Selesai 

Mulai 



 

  

 

 

 

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 
SEKRETARIAT JENDERAL 

 
 
 
  
 
 

 
PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN/ 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

 
 
 
 
 

PENGAJUAN UANG PERSEDIAAN 
 

 



 

1.5.11 Nomor SOP  

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 
SEKRETARIAT JENDERAL 

BIRO KEUANGAN DAN ASET 
 

20 Oktober 2016 Tgl Pembuatan  

4 September 2018 Tgl Revisi  

 Tgl Pengesahan  

Kepala Biro Keuangan dan Aset Disahkan Oleh 

Pengajuan Uang Persediaan Nama Sop 
 

Kualifikasi Pelaksana Dasar Hukum 

Pendidikan Minimal D-3 semua Jurusan 
 

1. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang 
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Barang Negara 

2. PMK 110/ PMK 05/2010 tentang Pemberian dan Tata Cara 
Pembayaran Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2018 
Tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 43 Tahun 
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam 
Negeri 

4. Perdirjen Perbendaharaan Nomer Per 11/ PB/2011tetang 
perubahan atas perdirjen Perbendaharaan no Per 66/PB/2005 
tentang Mekanisme Pelaksanaan Penggunaan Atas Beban 
APBN 

5. Perdirjen Perbendaharaan No.47/ PB/ 2009 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Tata Cara  Penatausahaan dan Penyusunan 
Laporan  Pertanggungjawaban Bendahara  Kementerian  
Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja 

6. Perdirjen PBN Nomer PER-03/PB/2010 tentang Perkiraan 
Penarikan Dana Harian Satuan Kerja dan Perkiraan  
Pencairan Dana Harian KPPN 

 

Peralatan/Perlengkapan Keterkaitan 

1. Komputer/laptop 
2. Internet 
3. Printer 
4. Flasdish 

1. SOP Administrasi Surat Masuk 

2. SOP Administrasi Surat Keluar 

3. Penerbitan SPM 

4. SOP Pengujian Verifikasi 

Pencatatan dan Pendataan :  Peringatan : 

1. Dokumen pertanggungjawaban terdiri dari Daftar rencana kebutuhan UP (uang Persediaan); 
rekap SPP per Akun dan Kode Kegiatan; SPTB; Kwitansi dan ADK;  

2. Pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban 1 SPP selama 5 menit 
3. Jika dokumen pertanggungjawaban tidak lengkap dan/atau kesalahan dalam pengkoreksian 

maka akan dikembalikan kepada Biro/Pusat untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Uraian Prosedur 

Pelaksana Mutu Baku 
Ket 

Karo Kabag Kasubbag JFU Kelengkapan Waktu Output 

1. Menerima surat pengajuan uang 

Persedian dari Biro Pusat dan 

memberikan arahan Kepada Kabag 

untuk proses pencairan uang 

Persediaan 

 

     Surat pengajuan 
Pencairan uang 
persedian dan 
lampiran 

 

5 menit Arahan 
 

2. Menerima arahan dari Karo dan 

memberikan petunjuk Kepada 

Kasubbag untuk proses pencairan 

uang Persediaan 

 

     Surat pengajuan 
Pencairan uang 
persedian dan 
lampiran 

 

5 menit Petunjuk 
 

3. Menerima petunjuk dari Kabag dan 

memberikan petunjuk Kepada 

bendahara pengeluaran Setjen untuk 

proses pencairan uang Persediaan 

     Surat pengajuan 
Pencairan uang 
persedian dan 
lampiran 

 

5 menit Petunjuk 
 

4. Menerima Berkas dari Kasubbag 

perbendahraan dan  Menerima berkas 

pengajuan pertanggungjawaban dan 

tanda terima dari Biro/Pusat. ;  

Memeriksa tgl/Bulan Nomor SPP; 

Pagu DIPA; SPP s/d Bulan Lalu; SPP 

sampai dengan Bulan ini; SPP s/d 

bulan ini (jumlah dari SPP bulan Lalu 

dengan SPP bulan ini); menghitung 

Sisa Dana; Sifat Pembayaran;   POK; 

AKUN; SPP Lembar A-B; SPTB; Pagu 

Dalam DIPA; Sisa Anggaran; Kartu 

Kendali; daftar rincian Permintaan 

Pembayaran 

     Surat pengajuan 
Pencairan uang 
persedian dan 
lampiran 

 Daftar rencana 
kebutuhan UP 

 Aplikasi SPM 

 POK 

 

30 menit  Konsep 
NHP 

 Pengajuan 
Uang 
persedian 

 

5. Menerima  berkas pengajuan uang 

persediaan 

 

     Surat pengajuan 
Pencairan uang 
persedian dan 
lampiran 

30 menit Pengajuan 
uang 
persediaan 

 

 

Mulai 

Selesai 



 

 

 

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 

SEKRETARIAT JENDERAL 
 
 

 
 
 

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN/ 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

 
 
 
 
 
 

TUNTUTAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA 
 
 
 
 
 



 

1.5.12 Nomor SOP  

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 
SEKRETARIAT JENDERAL 
BIRO KEUANGAN DAN ASET 

 

10 Oktober 2016 Tgl Pembuatan  

15 September 2018 Tgl Revisi  

 Tgl Pengesahan  

Kepala Biro Keuangan dan Aset Disahkan Oleh 

Tuntutan Penyelesaian Kerugian Negara Nama SOP 
 

Kualifikasi Pelaksana Dasar Hukum 

Minimal D3/S1 
 
 
 
 

1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang 
Perbendaharaan Negara; 

2. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata 
Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap 
Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain 

4. Peraturan BPK RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara 
Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara 

 

Peralatan/Perlengkapan Keterkaitan 

1. Komputer/Laptop 
2. Sambungan Internet 
3. Printer 
4. ATK 
5. LCD Projector 
6. Alat Komunikasi (HP/HT) 

 

1. SOP Administrasi Surat Masuk. 
2. SOP Administrasi Surat Keluar 
 

Pencatatan dan Pendataan Peringatan 

1. Dokumen Pertanggungjawaban 
LHP BPK; Rekapitulasi Data Kerugian Negara; Bukti Setor Kerugian Negara; Kelengkapan Dokumen. 

2. Membuat Surat Pemberitahuan atas penerbitan SKP2KS. 
Jika SKTJM tidak diperoleh maka diterbitkan SKP2KS yang disampaikan kepada Pihak Yang 
Merugikan 

3. Menerbitkan Surat Teguran Tertulis 
Atas penerbitan SKTJM, SKP2KS, SKP2K, maka Tim Sekretariat TPKN memantau perkembangan 
pembayaran, apabila terjadi wanprestasi maka PPKN menyampaikan teguran tertulis. 

4. Menerbitkan SK Pelunasan 
SK Pelunasan untuk menghapus nilai aset dalam laporan keuangan. 

5. Penyerahan Upaya Penagihan Kerugian Negara kepada PUPN 
Apabila penyelesaian kerugian negara tidak dapat dilakukan karena alasan tertentu. 
 

Harus dikoordinasikan dengan Biro Hukum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Uraian Prosedur 
Pelaksana Mutu Baku 

Ket 
Menteri Sekjen Karo Kabag Kasubbag JFU Kelengkapan Waktu Output 

1. Menerima surat laporan kehilangan Barang Milik 

Negara (BMN) dari pegawai yang mengalami 

kehilangan barang, memberi disposisi/arahan 

kepada kabag 

      Surat Laporan 
Kehilangan BMN 

15 
menit 

Disposisi  

 

 

 

 

2. Menerima, dan melaksanakan disposisi Karo, dan 

mendisposisikan kepada Kasubbag dan JFU  

terkait surat Laporan Indikasi Kehilangan BMN 

yang ditujukan kepada BPK RI dan PPKN 

(Mendagri melalui Sekjen) untuk proses 

selanjutnya. 

      1. Disposisi 

2. Surat Laporan 
Kehilangan 
BMN 

 

15 
Menit 

Disposisi,   

3. Menerima, melaksanakana disposisi Kabag, 

menyiapkan draft ND Laporan Kehilangan, 

selanjutnya melapor Kepada Kabag 

 

      1. Disposisi 

2. Surat Laporan 
Kehilangan 
BMN 

1-2 hari Draft  ND 
Laporan 
Indikasi 
Kehilangan 
BMN 

 

4. Menerima, memeriksa draft ND laporan 

kehilangan BMN 
      Draft  ND tentang 

Laporan Indikasi 
Kehilangan BMN 

 Draft  ND 
tentang 
Laporan 
Indikasi 
Kehilangan 
BMN 

 

5. Menerima, memeriksa net konsep surat  Laporan 

Indikasi Kehilangan BMN, selanjutnya melapor 

kepada Sekjen 

 

          

6. Menerima, memeriksa net konsep surat  Laporan 

Indikasi Kehilangan BMN, selanjutnya melapor 

kepada Menteri 

          

7. Menerima, memeriksa dan selanjutnya 

memerintahkan Sekjen untuk memproses 

terhadap kerugian negara tersebut.  

 

   

 

 

 

 

   Draft Nodin 
tentang Indikasi 
Kehilangan BMN 

2-5 hari Disposisi,  
Draft 
Laporan 

 

Mulai 

1 



 

Uraian Prosedur 
Pelaksana Mutu Baku 

Ket 
Menteri Sekjen Karo Kabag Kasubbag JFU Kelengkapan Waktu Output 

8. Melaksanakan perintah menteri, dan  membentuk 

Tim TPKN atas kerugian negara (terdiri dari 

Sekjen, Karo Keuangan dan Aset, Kabag 

Perbendaharaan, Kasubbag TPTGR, dan 

pelaksana) dengan berkoordinasi bersama Biro 

Hukum 
 

      Draft SK TPKN 1 hari SK TPKN  

9. Menyusun kronologis, mengumpulkan bukti 

pendukung, memverifikasi, menginventarisasi 

melakukan pemeriksaan terhadap dokumen, 

wawancara atau BAP pihak terduga dan 

menghitung serta menetapkan nilai kerugian 

Negara 
 

      Kronologis, 
dokumen, bukti 
pendukung, 
penetapan jumlah 
kerugian negara 
(Berita Acara 
Pemeriksaan)  
 

2-3 hari Dokumen 
pendukun
g kerugian 
negara 
dan BAP 

 

10. Menerima laporan hasil pemeriksaan kemudian 

menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal  atau 

PPKN dan menyampaikan kepada pihak terduga. 

Upaya penyelesaian dengan SKTJM kepada pihak 

terduga. Dan melapor kepada Sekjen 
 

      Laporan Hasil 
Pemeriksaan 
TPKN dan 
dokumen 
pendukung. 

2 hari Laporan 
Hasil 
Pemerik-
saan 
TPKN, 
SKTJM 

 

11. Menelaah laporan hasil pemeriksaan, kemudian 

menyampaikan pendapat atas laporan. 

Selanjutnya mengembalikan kepada TPKN untuk 

diperbaiki/dipertimbangkan kembali. Jika SKTJM 

tidak diperoleh maka PPKN menerbitkan Surat 

Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian 

Sementara (SKP2KS) 

      Laporan Hasil 
Pemerik-saan 
TPKN, SKTJM 

2 hari SKP2KS  

12. Menerima SK Pembebanan Penggantian Kerugian 

Sementara (SKP2KS) dan melakukan persiapan 

Sidang Majelis. 

 

      Laporan hasil 
pemeriksaan,  
dan SK 
Pembebanan  
Penggantian 
Kerugian 
Sementara 
(SKP2KS),  Surat 
Permohonan 
Sidang Majelis 

2 hari SKP2KS 
dan Surat 
Permoho
nan 
Sidang 
Majelis  

 

1 

A 

A 

2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Uraian Prosedur 
Pelaksana Mutu Baku 

Ket 
Menteri Sekjen Karo Kabag Kasubbag JFU Kelengkapan Waktu Output 

13. Mengadakan Sidang Majelis dan Majelis 

menetapkan putusan berupa pertimbangan 

penerbitan Surat Keputusan Pembebanan 

Penggantian Kerugian (SKP2K). Atas penerbitan 

SKP2K Pihak Yang Merugikan melakukan ganti 

kerugian Negara dengan menyetorkan ke kas 

Negara secara tunai maupun angsuran dan 

menyampaikan bukti setor kepada Bendahara 

Satker dan TPKN. Atas bukti setor kemudian 

disusun Draft SK Pelunasan. 

 

      Putusan Majelis 
berupa 
pertimbangan 
penerbitan 
SKP2K 

1-2 hari Pertimban
gan 
Majelis, 
SKP2K,  
Draft SK 
Pelunasan 

 

14. Menyampaikan Draft SK Pelunasan atas kerugian 

negara untuk ditandatangani oleh Menteri (selaku 

PPKN) setelah dikoordinasikan dengan Biro 

Hukum 

 

      Draft SK 
Pelunasan 
Kerugian Negara 

 SK 
Pelunasan 
Kerugian 
Negara 

 

 

B 

B 

selesai 

2 



 

 

 

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 

SEKRETARIAT JENDERAL 
 
 

 
 
 

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN/ 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

 
 
 
 
 

PEMBAYARAN UANG LEMBUR 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

1.5.13 Nomor SOP  

        KEMENTERIAN DALAM NEGERI 

             SEKRETARIAT JENDERAL 
       BIRO KEUANGAN DAN ASET 

 

20 Oktober 2016 Tgl Pembuatan  

6 September 2018     Tgl Revisi  

 Tgl Pengesahan  

Kepala Biro Keuangan dan Aset Disahkan Oleh 

Pembayaran Uang Lembur Nama SOP 
 

Kualifikasi Pelaksana Dasar Hukum 

Pendidikan Minimal D-3 semua Jurusan 
 

1. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Barang Negara 

2. PMK 110/ PMK 05/2010 
3. Perdirjen Perbendaharaan Nomer Per 11/ PB/2011tetang perubahan atas 

perdirjen Perbendaharaan no Per 66/PB/2005 tentang mekanisme 
pelaksanaan penggunaan atas beban APBN  

4. Perdirjen Perbendaharaan No.47/ PB/ 2009 
5. Perdirjen PBN Nomer PER-03/PB/2010 tentang AFS 
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan 

Kedua Permendagri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Dalam Negeri. 

 

Peralatan/Perlengkapan Keterkaitan 

1. Komputer /laptop 

2. Internet 

3. Alat komunikasi (HP)\ 

4. Printer 

 

 

1. SOP Administrasi Surat Masuk 

2. SOP Administrasi Surat Keluar. 

3. SOP Penerbitan SPM. 

4. SOP Pengujian Verifikasi. 
 
 

Pencatatan dan Pendataan Peringatan 

1. Dokumen pertanggungjawaban  
a. SPP; SPM; SPT Lembur; daftar hadir lembur, laporan hasil lembur. 

2. Pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban 1 ordner selama 15 menit 
3. Jika dokumen pertanggungjawaban tidak lengkap dan/atau kesalahan dalam 

pengkoreksian maka akan dikembalikan kepada Biro/Pusat untuk dilengkapi dan/atau 
diperbaiki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Uraian Prosedur 

Pelaksana Mutu Baku 

Ket  

Karo 

 

Kabag 
 

Kasubbag 
 

JFU Kelengkapan Waktu Output 

1. Menerima surat pengajuan pembayaran uang 

kerja lembur dari Biro Pusat dan memberikan 

arahan Kepada Kabag untuk proses pembayaran 

Lembur 
 

 
        Mulai 

    Surat pengajuan 
pembayaran 
Lembur 

 

5 menit Arahan  

2. Menerima arahan dari Karo dan memberikan 

petunjuk Kepada Kasubag untuk proses 

pembayaran Lembur 
 

     Surat pengajuan 
pembayaran 
Lembur 

5 menit Petunjuk  

3. Menerima petunjuk dari Kabag dan memberikan 

petunjuk Kepada JFU untuk proses pembayaran 

kerja Lembur 
 

     Surat pengajuan 
pembayaran 
Lembur 
 

5 menit Petunjuk  

4. Menerima berkas dari Kasubag dan  Menerima 

berkas pengajuan SPT lembur ;  kelengkapan 

pengajuan pembayaran Lembur; menginput data 

dalam aplikasi Gaji;  mencetak rekapitulasi Daftar 

Lembur; daftar perubahan  Lembur; SPT Lembur; 

Daftar lembur. 

 

    
 
 
 
 
 
      

 Surat pengajuan 
pembayaran 
Lembur  

 

30 menit  Konsep 
Rekap 
pembayran 
Lembur 

 Kartu 
pengawasan 
kredit SPP 

 

5. Menerima berkas pengajuan pertanggung 

jawaban dan memeriksa, memaraf daftar rincian 

pembayaran kerja lembur dan memeriksa SPP 

lembur, menyampaikan kepada kabag serta 

memberi petunjuk kepada JFU SPM dan 

melanjutkan ke JFU SPM yang telah disetujui 

oleh KPA untuk diproses ke KPPN. 

    

 

 

 

 Surat pengajuan 
pembayaran 
Lembur dan 
lampiran 

 Rekap Lembur  

 Lembar NHP 

 

2 hari Lembar SPM 
yang sudah 
ditanda tangani 
& disetujui. 

 

6. Bendahara pengeluaran menerima SP2D dari 

KPPN untuk diserahkan ke bendahara 

Biro/Pusat. 

 

 

 

    

 
 

    Selesai 

 SPP 

 SP2D 

1 hari Pencairan  



 

 

 

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 

SEKRETARIAT JENDERAL 
 
 

 
 
 

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN/ 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

 
 
 
 
 
 

PENGEMBALIAN SISA ANGGARAN 
 
 
 
 
 



 
 
 

1.5.14 Nomor SOP  

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 

SEKRETARIAT JENDERAL 

BIRO KEUANGAN DAN ASET 
 

20 Oktober 2016 Tgl Pembuatan  

6 September 2018 Tgl Revisi  

 Tgl Pengesahan  

Kepala Biro Keuangan dan Aset Disahkan Oleh 

Pengembalian Sisa Anggaran Nama SOP 
 

Kualifikasi Pelaksana Dasar Hukum 

Pendidikan Minimal D-3 semua Jurusan 
 

1. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang 
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Barang Negara 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2018 
Tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 43 Tahun 
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam 
Negeri. 

 

Peralatan/Perlengkapan Keterkaitan 

1. Komputer laptop 

2. Sambungan Internet 

3. LCD Projector 

4. Printer 

5. Flashdisk 

  

1. SOP Administrasi Surat Masuk 

2. SOP Administrasi Surat Keluar 
 
 

Pencatatan dan Pendataan Peringatan 

1. Dokumen pertanggungjawaban  
a.  SPP; SPTB, NPWP, resume kontrak, ref bank, dok penunjukan langsung, kontrak, faktur, kwitansi, 

BA, Daftar Hadir +acara, SPK, SPMK  lembar persetujuan Biro/Pusat ;  SK, Daftar Honor; NPWP;  
SPT; Pengeluaran Riil; Rekap Nominatif; kwitansi; Rincian Perhitungan Perjadin; SPPD Rampung; 
Tiket Pesawat; Boarding pass. 

b. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Sekjen Kemdagri. 
c. Rekening Koran 
d. BP Kas, BPP umum Perjalanan Dinas 
e. Neraca 
f. Konfirmasi KPPN 

2. Pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban 1 SPP selama 5 menit 
3. Jika dokumen pertanggungjawaban tidak lengkap dan/atau kesalahan dalam pengkoreksian maka 

akan dikembalikan kepada Biro/Pusat untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki 
 

Harus dikonsultasikan dengan Biro Hukum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uraian Prosedur 

Pelaksana Mutu Baku 

Ket  
Karo 

 
Kabag 

Bendahara 
Pengeluaran, 

Setjen 

Bendahara 
Biro/Pusat, 

Setjen 
Kelengkapan Waktu Output 

1. menerima surat dari KPPN untuk 

Biro/ Pusat dan memberikan arahan 

Kepada Kabag untuk proses 

Pengeluaran sisa anggaran. 

 

     Surat 
Pertanggungj
awaban dan 
lampiran 

 Surat 
Konfirmasi 

5 menit Arahan  

2. Menerima arahan dari Karo dan 

memberikan petunjuk Kepada 

Bendahara Pengeluaran untuk 

Penyusunan Pengeluaran sisa 

anggaran. 

     Surat 
pengajuan 
Pencairan 
dan lampiran 

 Surat 
Konfirmasi 

5 menit Petunjuk  

3. Menerima petunjuk dari Kabag dan 

memberikan petunjuk Kepada 

Bendahara Biro/Pusat untuk proses 

laporan Pengeluaran sisa anggaran   

 

 

 

     Surat 
pengajuan 
Pencairan 
dan lampiran 

 Neraca 

 Konfirmasi 
KPPN 

5 menit Petunjuk  

4. Membandingkan realisasi dengan 

besaran dana UP/TUP yang diterima, 

sisa langsung disetor melalui aplikasi 

SIMPONI 

 

     Surat 
pengajuan 
Pencairan 
dan lampiran 

 Aplikasi SPM 

30 menit  Surat konfirmasi 
rekap LPJ 

 

5. Memperoleh nomor register dari 

aplikasi SIMPONI dan menyetorkan 

sisa melalui bank persepsi yang 

langsung masuk ke kas Negara. 

     Surat 
konfirmasi 
KPPN 

 

1 hari   Rekap LPJ 

 Nerca 

 Rekening Koran 

 Konfirmasi KPPN 

 Surat pengantar 
Karo ke KPPN 

 

 

 

 

Selesai 

Mulai 



 

 

 

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 

SEKRETARIAT JENDERAL 
 
 

 
 
 

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN/ 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

 
 
 
 
 
 

PENCAIRAN DIPA MELALUI SPP- TUP 
 
 
 
 
 



 
 

1.5.15 Nomor SOP  

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 
SEKRETARIAT JENDERAL 
BIRO KEUANGAN DAN ASET 

 

20 Oktober 2016 Tgl Pembuatan  

6 September  2018 Tgl Revisi  

 Tgl Pengesahan  

Kepala Biro Keuangan dan Aset Disahkan Oleh 

Pencairan Dipa Melalui Spp - TUP Nama SOP 
 

Kualifikasi Pelaksana Dasar Hukum 

Pendidikan Minimal D-3 semua Jurusan 
 
 
 
 
 

1. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang 
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Barang Negara 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2018 
Tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 43 Tahun 
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam 
Negeri 

3. PMK 110/ PMK 05/2010 
4. Perdirjen Perbendaharaan Nomer Per 11/ PB/2011tetang 

perubahan atas perdirjen Perbendaharaan no Per 
66/PB/2005 tentang mekanisme pelaksanaan penggunaan 
atas beban APBN  

5. Perdirjen Perbendaharaan No.47/ PB/ 2009 
6. Perdirjen PBN Nomer PER-03/PB/2010 tentang AFS 

 

Peralatan/Perlengkapan Keterkaitan 

1. Komputer laptop 

2. Sambungan Internet 

3. Alat komunikasi (HP) 

4. Printer 

5. Flasdisk 

1. SOP Administrasi Surat Masuk 

2. SOP Administrasi Surat Keluar 

3. SOP Penerbitan SPM 

4. SOP Pengujian Verifikasi 
 
 

Pencatatan dan Pendataan Peringatan 

1. Dokumen pertanggungjawaban  
a. TUP Nihil: SPP; SPTB, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran; SPTB; Kwitansi; Daftar 

Perhitungan Besaran TUP=Realisasi. 
2. Pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban 1 SPP selama 5 menit 
3. Proses SPM ke KPPN proses langsung 
4. Jika dokumen pertanggungjawaban tidak lengkap dan/atau kesalahan dalam pengkoreksian maka 

akan dikembalikan kepada Biro/Pusat untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uraian Prosedur 
Pelaksana Mutu Baku 

Ket  

Karo 
 

Kabag 
 

Kasubbag 
 

JFU Kelengkapan Waktu Output 

1. Menerima surat pengajuan pencairan DIPA dari 

Biro/Pusat dan memberikan arahan Kepada Kabag 

untuk proses pencairan DIPA 

     Surat 
pengajuan 
Pencairan dan 
lampiran 

 

5 menit Arahan  

2. Menerima arahan dari Karo dan memberikan petunjuk 

Kepada Kasubbag untuk proses pencairan DIPA 

 

     Surat 
pengajuan 
Pencairan dan 
lampiran 

 

5 menit Petunjuk  

3. Menerima petunjuk dari Kabag dan memberikan 

petunjuk Kepada JFU Verifikasi untuk proses 

pencairan DIPA 

 

     Surat 
pengajuan 
Pencairan dan 
lampiran 

 

5 menit Petunjuk  

4. Menerima Berkas dari Kasubag dan  menerima 

berkas pengajuan pertanggungjawaban dan tanda 

terima dari Biro/Pusat. ;  SPP; SPTB, Daftar Rincian 

Permintaan Pembayaran; SPTB; Kwitansi; Daftar 

Perhitungan Perjadin; SPT; SPPD Rampung; Tiket 

Pesawat; bording pass;  menginput data kedalam 

aplikasi nota hasil pengujian;  Menginput Rekam 

Pengajuan SPP; input Rekam Bukti Pendukung; input 

pajak;;  Mencetak NHP (Nota Hasil Pengujian); paraf 

hasil pengujian;   

 

     Surat 
pengajuan 
Pencairan dan 
lampiran 

 

30 menit  Konsep 
NHP 

 

 

5. menerima  berkas pengajuan pertanggungjawaban  

dan memeriksa, memaraf  NHP, dan menyampaikan 

kepada kasubbag Perbendaharaan serta memberikan 

petunjuk kepada JFU verifikasi untuk mengarsipkan 

berkas pertanggungjawaban. Dan melanjutkan ke 

JFU SPM yang telah disetujui oleh KPA untuk d 

proses ke KPPN 

 

 

     Surat 
pengajuan 
Pencairan dan 
lampiran 

 Konsep NHP 

 

2 Hari SPM 
yang 
sudah di 
tanda 
tangan 
dan 
disetujui 

 

Mulai 

1 



Uraian Prosedur 
Pelaksana Mutu Baku 

Ket  

Karo 
 

Kabag 
 

Kasubbag 
 

JFU Kelengkapan Waktu Output 

6. Bendahara penerimaan menerima SP2D dari KPPN 

untuk di serahkan ke Bendahara Biro/Pusat 

 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 

 NHP 

 SP2D 

1 Hari SP2D  

 

 

Selesai 

1 



 

 

 

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 

SEKRETARIAT JENDERAL 
 
 

 
 
 

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN/ 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

 
 
 
 

 

PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN 
(SKPP) 

 
 
 
 
 



1.5.16 Nomor SOP  

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 
SEKRETARIAT JENDERAL 
BIRO KEUANGAN DAN ASET 

 

20 Oktober 2016 Tgl Pembuatan  

6 September   2018 Tgl Revisi  

 Tgl Pengesahan  

Kepala Biro Keuangan dan Aset Disahkan Oleh 

Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Nama SOP 
 

Kualifikasi Pelaksana Dasar Hukum 

Pendidikan Minimal D-3 semua Jurusan 
 
 
 
 

1. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang 
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Barang Negara 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2018 
Tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 43 Tahun 
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Dalam Negeri. 

3. PMK 190/ PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran 
Dalam Rangka Pelaksanaan APBN 

4. Perdirjen Perbendaharaan Nomer Per 11/ PB/2011tetang 
perubahan atas perdirjen Perbendaharaan no Per 
66/PB/2005 tentang mekanisme pelaksanaan penggunaan 
atas beban APBN  

5. Perdirjen Perbendaharaan No.37/ PB/ 2009 
6. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 yang di ubah 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2008 
7. Surat  Edaran Badan Adiministrasi Kepegawaian Negara 

No. 04/SE/1980. 

Peralatan/Perlengkapan Keterkaitan 

1. Komputer/ laptop 

2. Alat komunikasi (HP ) 

3. Printer 

4. Flasdisk 

  

1. SOP Administrasi Surat Masuk 

2. SOP Administrasi Surat Keluar 
 
 

Pencatatan dan Pendataan Peringatan 

1. Dokumen pertanggungjawaban  
a. SK Pindah/Pensiun/Pemberhentian Hormat-tidak Hormat dari BKN dari biro Kepegawaian; 

Sekretariat Kabinet R.I.(untuk pensiun di Gol. IV) Daftar Perubahan Gaji; SK Kepegawaian 
Legalisir; Tanggungjawab Mutlak dari KPA; Rekapitulasi Gaji 

2. Pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban 1 ordner selama 30 menit. 
3. Jika dokumen pertanggungjawaban tidak lengkap dan/atau kesalahan dalam pengkoreksian maka 

akan dikembalikan kepada Biro/Pusat untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki. 
4. Proses SPM ke KPPN paling lama 3 hari kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uraian Prosedur 

Pelaksana Mutu Baku 

Ket  
Karo 

 
Kabag 

 
Kasubbag 

 
JFU Kelengkapan Waktu Output 

1. Menerima surat pengajuan pembayaran pemberhentian  

Gaji dari Biro/Pusat dan memberikan arahan Kepada 

Kabag untuk proses pembayaran/pemberhentian Gaji 

 

     SK Mutasi/ Pensiun, 
Janda/Duda, SK Jabatan  

 SK BKN 

 Lembar disposisi 

5 menit disposisi  

2. Menerima arahan dari Karo dan memberikan petunjuk 

Kepada Kasubag untuk proses pemberhentian 

pembayaran Gaji 

 

 

     SK Mutasi/ Pensiun, 
Janda/Duda, SK Jabatan  

 SK BKN 

 Lembar disposisi 

5 menit disposisi  

3. Menerima petunjuk dari Kabag dan memberikan petunjuk 

Kepada JFU untuk proses pemberhentian pembayaran 

gaji 

 

 

     SK Mutasi/ Pensiun, 
Janda/Duda, SK Jabatan  

 SK BKN 

 Lembar disposisi 

5 menit disposisi  

4. Menerima Berkas dari Kasubag dan  menerima berkas 

pengajuan pertanggungjawaban dan tanda terima dari 

Biro/Pusat. ;  Memeriksa SPP (Surat Permintaan 

Pembayaran); Daftar rincian Permintaan  Pembayaran; 

kelengkapan pengajuan pembayaran gaji; menginput 

data dalam aplikasi Gaji;  mencetak rekapitulasi Daftar 

Gaji; daftar perubahan gaji; Sk kepegawaian; SKN; BKN ; 

surat tanggung jawab mutlak;  dan memproses 

pemberhentian Gaji sesuai SKPP dari BKN 

     SK Mutasi/ Pensiun, 
Janda/Duda, SK Jabatan  

 SK BKN 

 

30 menit  Konsep 
Rekap 
pembayran 
Gaji 

 

 

5. Menerima  berkas pengajuan pertanggungjawaban  dan 

memeriksa, memparaf  SPM, dan menyampaikan dan 

memberikan petunjuk kepada JFU untuk mengarsipkan 

berkas pertanggungjawaban. Dan melanjutkan ke JFU 

SPM yang telah disetujui oleh KPA untuk di proses ke 

KPPN 

 

 

     Surat pengajuan 
pembayaran Gaji dan 
lampiran 

 Rekap Gaji 

 

2 Hari  Lembar 
SPM yang 
sudah 
dtanda 
tangani dan 
di setujui 

 SP2D 

 SKPP 
Pensiun, 
Mutasi 

 

 

Mulai 

Selesai 



 

 

 

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 

SEKRETARIAT JENDERAL 
 
 

 
 
 

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN/ 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

 
 
 
 
 
 

PENYUSUNAN LPJ BENDAHARA PENGELUARAN 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

1.5.17 Nomor SOP  

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 
SEKRETARIAT JENDERAL 
BIRO KEUANGAN DAN ASET 

 

20 Oktober 2016 Tgl Pembuatan  

6 September 2018 Tgl Revisi  

 Tgl Pengesahan  

Kepala Biro Keuangan dan Aset Disahkan Oleh 

Penyusunan LPJ Bendahara Pengeluaran Nama SOP 
 

Kualifikasi Pelaksana Dasar Hukum 

Minimal D3 
 
 
 
 

1. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang 
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Barang Negara 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2018 Tentang 
Perubahan Kedua Permendagri Nomor 43 Tahun 2015 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri. 

 

Peralatan/Perlengkapan Keterkaitan 

1. Komputer laptop 

2. Sambungan Internet 

3. Alat komunikasi (HP) 

4. Printer 

5. Flasdisk  

1. SOP Administrasi Surat Masuk 

2. SOP Administrasi Surat Keluar 
 
 

Pencatatan dan Pendataan Peringatan 

1. Dokumen pertanggungjawaban  
a.  SPP; SPTB, NPWP, resume kontrak, ref bank, dok penunjukan langsung, kontrak, faktur, 

kwitansi, BA, Daftar Hadir +acara, SPK, SPMK  lembar persetujuan Biro/Pusat ;  SK, Daftar 
Honor; NPWP;  SPT; Pengeluaran Riil; Rekap Nominatif; kwitansi; Rincian Perhitungan 
Perjadin; SPPD Rampung; Tiket Pesawat; Boarding pass. 

b. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Sekjen Kemdagri. 
c. Rekening Koran 
d. BP Kas, BPP umum Perjalanan Dinas 
e. Neraca 
f. Konfirmasi KPPN 

2. Pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban 1 ordner selama 30 menit 
Jika dokumen pertanggungjawaban tidak lengkap dan/atau kesalahan dalam pengkoreksian maka 
akan dikembalikan kepada Biro/Pusat untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki. 
 

 

Harus dikonsultasikan dengan Biro Hukum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uraian Prosedur 

Pelaksana Mutu Baku 

Ket  
Karo 

 
Kabag 

Bendahara 
Pengeluaran 

Setjen 

Bendahara 
Biro/Pusat, 

Setjen 
Kelengkapan Waktu Output 

1. Menerima surat dari KPPN untuk Biro/ Pusat dan 

memberikan arahan Kepada Kabag untuk proses 

Penyusunan LPJ Bendahara Pengeluaran. 

 

 

 

     Surat 
Pertanggungj
awaban dan 
lampiran 

 Surat 
Konfirmasi 

5 menit Arahan  

2. Menerima arahan Karo dan memberikan 

petunjuk Kepada Bendahara Pengeluaran untuk 

Penyusunan LPJ Bendahara Pengeluaran. 

 

 

 

     Surat 
pengajuan 
Pencairan dan 
lampiran 

 Surat 
Konfirmasi 

5 menit Petunjuk  

3. Menerima petunjuk dari Kabag dan memberikan 

petunjuk Kepada Bendahara Biro/Pusat untuk 

proses laporan pertanggungjawaban   

 

 

 

 

     Surat 
pengajuan 
Pencairan dan 
lampiran 

 Neraca 

 Konfirmasi 
KPPN 

5 menit Petunjuk  

4. Menerima Berkas dari Biro Pusat,  Meriksa SPP; 

Daftar rincian Permintaan  Pembayaran; SPTB 

(Surat Pertanggung jawaban Belanja); Kwitansi; 

Faktur;  Berita Acara penunjukan Langsung; dok. 

Kualifikasi ; Evaluasi; harga dan negosiasi 

klarifikasi; Surat Perintah Kerja(SPK); 

SPMK(Surat Perintah Mulai Kerja); Ringkasan 

kontrak. menginput data kedalam aplikasi nota 

hasil pengujian;  Menginput Rekam Pengajuan 

SPP; input Rekam Bukti Pendukung; input pajak;  

Mencetak SPM; paraf hasil pengujian;  mecatat 

saldo akhir dan melaporkan ke Bendahara 

pengeluaran Setjen. 

 

     

 Surat 
pengajuan 
Pencairan dan 
lampiran 

 Aplikasi SPM 

 

 

30 menit 

 

 Surat 
konfirmasi 
rekap LPJ 

 

Mulai 

1 



 

Uraian Prosedur 

Pelaksana Mutu Baku 

Ket  
Karo 

 
Kabag 

Bendahara 
Pengeluaran 

Setjen 

Bendahara 
Biro/Pusat, 

Setjen 
Kelengkapan Waktu Output 

5. Menerima  berkas, membuat surat pengantar 

dari karo keuangan dan aset ke KPPN; 

menyampaikan Laporan pertanggungjawaban 

Bendahara Pengeluaran; Saldo Awal; Saldo 

Ahkir; Sisa Pagu (BP Kas; BPP, Um Perjadin; 

Selain Kas; (UP;LS; Pajak); Neraca (Aset; 

Kewajiban; Ekuitas dana); Rekening Koran  

   

 

 
 
 
 
 
 

 
 

  Surat 
konfirmasi 
KPPN 

 

15 menit   Rekap LPJ 

 Nerca 

 Rekening 
Koran 

 Konfirmasi 
KPPN 

 Surat 
pengantar 
Kapus ke 
KPPN 

 

 

 

1 

Selesai 



 

 

 

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 

SEKRETARIAT JENDERAL 
 
 

 
 
 

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN/ 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

 
 
 
 
 

PENCAIRAN DIPA MELALUI SPP- LS 
 
 
 
 
 
 
 



1.5.18 Nomor SOP  

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 
SEKRETARIAT JENDERAL 
BIRO KEUANGAN DAN ASET 

 

20 Oktober 2016 Tgl Pembuatan  

7 September  2018 Tgl Revisi  

 Tgl Pengesahan  

Kepala Biro Keuangan dan Aset Disahkan Oleh 

Pencairan Dipa Melalui Spp- LS Nama SOP 
 

Kualifikasi Pelaksana Dasar Hukum 

Pendidikan Minimal D-3 semua Jurusan 
 
 
 
 

1. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang 
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Barang Negara 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2018 
Tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 43 Tahun 
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam 
Negeri. 

3. PMK 110/ PMK 05/2010 
4. Perdirjen Perbendaharaan Nomer Per 11/ PB/2011tetang 

perubahan atas perdirjen Perbendaharaan no Per 
66/PB/2005 tentang mekanisme pelaksanaan penggunaan 
atas beban APBN  

5. Perdirjen Perbendaharaan No.47/ PB/ 2009 
6. Perdirjen PBN Nomer PER-03/PB/2010 tentang AFS 

Peralatan/Perlengkapan Keterkaitan 

1. Komputer laptop 

2. Sambungan Internet 

3. Alat komunikasi (HP) 

4. Printer 

5. Flasdisk  

1. SOP Administrasi Surat Masuk 

2. SOP Administrasi Surat Keluar 

3. SOP Penerbitan SPM 

4. SOP Pengujian Verifikasi 
 
 

Pencatatan dan Pendataan Peringatan 

1. Dokumen pertanggungjawaban  
a. LS Pihak III dan LS Bendahara : SPP; SPTB, NPWP, resume kontrak, ref bank, dok penunjukan 

langsung, kontrak, faktur, kwitansi, BA, Daftar Hadir +acara, SPK, SPMK  lembar persetujuan 
Biro/Pusat  

b. LS Honor : SK, Daftar Honor; NPWP 
c. LS Perjalanan dinas : SPT; Pengeluaran Riil; Rekap Nominatif; kwitansi; Rincian Perhitungan 

Perjadin; SPPD Rampung; Tiket Pesawat; Boarding pass. 
2. Pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban 1 SPP selama 5 menit 
3. Proses SPM ke KPPN 3 paling lama 3 hari kerja 
4. Jika dokumen pertanggungjawaban tidak lengkap dan/atau kesalahan dalam pengkoreksian maka 

akan dikembalikan kepada Biro/Pusat untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uraian Prosedur 

Pelaksana Mutu Baku 

Ket  
Karo 

 
Kabag 

 
Kasubbag 

 
JFU 

 
Kelengkapan Waktu Output 

1. Menerima surat pengajuan pencairan DIPA 

dari Biro Pusat dan memberikan arahan/ 

disposisi Kepada Kabag untuk proses 

pencairan DIPA 

     Surat 
pengajuan 
Pencairan 
dan 
lampiran 

 

5 menit Arahan  

2. Menerima arahan dari Karo dan memberikan 

petunjuk Kepada Kasubag untuk proses 

pencairan DIPA 

     Surat 
pengajuan 
Pencairan 
dan 
lampiran 

 

5 menit Petunjuk  

3. Menerima petunjuk dari Kabag dan 

memberikan petunjuk Kepada JFU untuk 

proses pencairan DIPA 

 

     Surat 
pengajuan 
Pencairan 
dan 
lampiran 

 

5 menit Petunjuk  

4. Menerima Berkas dari Kasubag dan  berkas 

pengajuan pertanggungjawaban dan tanda 

terima dari Biro/Pusat. ;  Meriksa SPP (surat 

Permintaan Pembayaran); Daftar rincian 

Permintaan  Pembayaran; SPTB (Surat 

Pertanggung jawaban Belanja); Kwitansi; 

Faktur;  Berita Acara penunjukan Langsung; 

dok. Kualifikasi ; Evaluasi; harga dan negosiasi 

klarifikasi; Surat Perintah Kerja(SPK); 

SPMK(Surat Perintah Mulai Kerja); Ringkasan 

kontrak. menginput data kedalam aplikasi nota 

hasil pengujian;  Menginput Rekam Pengajuan 

SPP; input Rekam Bukti Pendukung; input 

pajak;  Mencetak NHP (Nota Hasil Pengujian); 

paraf hasil pengujian;   

 

     Surat 
pengajuan 
Pencairan 
dan 
lampiran 

 

30 menit  Konsep NHP 

 

 

1 

Mulai 



Uraian Prosedur 

Pelaksana Mutu Baku 

Ket  
Karo 

 
Kabag 

 
Kasubbag 

 
JFU 

 
Kelengkapan Waktu Output 

5. Menerima  berkas pengajuan pertanggung-

jawaban  dan memeriksa, memaraf  NHP, dan 

menyampaikan kepada kasubag 

Perbendaharaan serta memberikan petunjuk 

kepada JFU  untuk mengarsipkan berkas 

pertanggung jawaban. Dan melanjutkan ke 

JFU SPM yang telah disetujui oleh KPA untuk 

di proses ke KPPN. 

 

     Surat 
pengajuan 
Pencairan 
dan 
lampiran 

 Konsep 
NHP 

 

1 hari SPM yang 
sudah di tanda 
tangan dan 
disetujui 

 

6. Bendahara pengeluaran menerima SP2D dari 

KPPN untuk di serahkan ke Bendahara 

Pembantu Pengeluaran (BPP). 

 

 

     NHP 

 SP2D 

1 hari SP2D  

 

 

1 

Selesai 



 

 

 

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 

SEKRETARIAT JENDERAL 
 
 

 
 
 

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN/ 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

 
 
 
 
 
 
 

PENCAIRAN DIPA MELALUI SPP-GUP 
 
 
 



 
 

1.5.19 Nomor SOP  

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 
SEKRETARIAT JENDERAL 
BIRO KEUANGAN DAN ASET 

 

20 Oktober 2016 Tgl Pembuatan  

7 September 2018 Tgl Revisi  

 Tgl Pengesahan  

Kepala Biro Keuangan dan Aset Disahkan Oleh 

Pencairan Dipa Melalui Spp-Gup Nama SOP 
 

Kualifikasi Pelaksana Dasar Hukum 

Pendidikan Minimal D-3 semua Jurusan 
 
 
 
 
 

1. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang 
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Barang Negara 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2018 
Tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 43 Tahun 
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Dalam Negeri. 

3. PMK 110/ PMK 05/2010 
4. Perdirjen Perbendaharaan Nomer Per 11/ PB/2011tetang 

perubahan atas perdirjen Perbendaharaan no Per 
66/PB/2005 tentang mekanisme pelaksanaan penggunaan 
atas beban APBN  

5. Perdirjen Perbendaharaan No.47/ PB/ 2009 

6. Perdirjen PBN Nomer PER-03/PB/2010 tentang AFS 
Peralatan/Perlengkapan Keterkaitan 

1. Komputer/ laptop 
2. Sambungan Internet 
3. Alat komunikasi (HP) 
4. Printer  
5. Flashdisk 

1. SOP Administrasi Surat Masuk 
2. SOP Administrasi Surat Keluar 
3. SOP Penerbitan SPM 
4. SOP Pengujian Verifikasi 

 
 

Pencatatan dan Pendataan Peringatan 

1. Dokumen pertanggungjawaban  
a. GUP Akomodasi  :Kwitansi Hotel; Undangan; daftar hadir; Daftar Acara 
b. GUP ATK : SPP; Daftar Rincian Permintaan Pembayaran; SPTB; Kwitansi/Faktur; Faktur setro 

Pajak 
c. GUP Honor : SK; daftar Penerimaan Honor. 

2. Jika dokumen pertanggungjawaban tidak lengkap dan/atau kesalahan dalam pengkoreksian maka 
akan dikembalikan kepada Biro/Pusat untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki 

3. Pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban 1 ordner selama 45 menit 
4. Proses SPM ke KPPN  proses paling lama 3 hari 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Uraian Prosedur 
Pelaksana Mutu Baku 

Ket 
Karo Kabag Kasubbag JFU Kelengkapan Waktu Output 

1. Menerima surat pengajuan pencairan DIPA dari Biro 

Pusat dan memberikan arahan Kepada Kabag 

untuk proses pencairan DIPA 

 

     Surat pengajuan 
Pencairan dan 
lampiran 

 

5 menit Arahan  

2. Menerima arahan/disposisi dari Karo dan 

memberikan petunjuk Kepada Kasubag untuk 

proses pencairan DIPA 

 

 

     Surat pengajuan 
Pencairan dan 
lampiran 

 

5 menit Petunjuk  

3. Menerima petunjuk/disposisi dari Kabag dan 

memberikan petunjuk Kepada JFU untuk proses 

pencairan DIPA 

 

     Surat pengajuan 
Pencairan dan 
lampiran 

 

5 menit Petunjuk  

4. Menerima Berkas dari Kasubag dan  berkas 

pengajuan pertanggungjawaban dan tanda terima 

dari Biro/Pusat. ;  Meriksa SPP (surat Permintaan 

Pembayaran); Kwitansi; Undangan Rapat; Daftar 

Hadir ; Daftar Susunan Acara;  Menginput data 

kedalam aplikasi nota hasil pengujian;  Menginput 

Rekam Pengajuan SPP; input Rekam Bukti 

Pendukung; input pajak;  Mencetak NHP (Nota Hasil 

Pengujian); paraf hasil pengujian;   

 

     Surat pengajuan 
Pencairan dan 
lampiran 

 

30 menit  Konsep 
NHP 

 

 

5. Menerima  berkas pengajuan pertanggung jawaban  

dan memeriksa, memaraf  NHP, dan 

menyampaikan kepada kasubag Perbendaharaan 

serta memberikan petunjuk kepada JFU  untuk 

mengarsipkan berkas pertanggung jawaban. Dan 

melanjutkan ke JFU SPM yang telah disetujui oleh 

KPA untuk d proses ke KPPN 

 

     Surat pengajuan 
Pencairan dan 
lampiran 

 Konsep NHP 

 

1 hari SPM yang 
sudah di 
tanda 
tangan dan 
disetujui 

 

6. Bendahara pengeluaran menerima SP2D dari 

KPPN untuk di serahkan ke Bendahara 

Pengeluaran Pembantu (BPP). 

 

 

     NHP 

 SP2D 

1 Hari SP2D  

Selesai 

Mulai 



 

 

 

 

 

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 
SEKRETARIAT JENDERAL 

 
 
 
 

 
PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN/ 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

 
 
 
 
 
 

PENYUSUNAN USULAN REVISI DIPA/POK  
SETJEN KEMENDAGRI 

 

 
 
 
 



 

 

1.5.20 Nomor SOP  

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 

SEKRETARIAT JENDERAL 

BIRO KEUANGAN DAN ASET 

 

20 Oktober 2016 Tgl Pembuatan  

7 September 2018 Tgl Revisi  

 Tgl Pengesahan  

Kepala Biro Keuangan dan Aset Disahkan Oleh 

Penyusunan Usulan Revisi Dipa/POK Setjen Kemendagri Nama Sop 
 

Kualifikasi Pelaksana Dasar Hukum 

Pendidikan Minimal D-3 semua Jurusan :  

 

 

 

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara 

2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang 
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Barang Negara 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2018 Tentang 
Perubahan Kedua Permendagri Nomor 43 Tahun 2015 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri. 

 

 

Peralatan/Perlengkapan Keterkaitan 

1. Komputer laptop 

2. Sambungan Internet 

3. LCD Projector 

4. Alat komunikasi (HP) 

5. Printer 

6. Flashdisk 

 

1. SOP Administrasi Surat Masuk 

2. SOP Administrasi Surat Keluar 

 

Pencatatan dan Pendataan :  Peringatan : 

1. Dokumen pertanggungjawaban  
a. LS : SPTB, NPWP, resume kontrak, ref bank, dok penunjukan langsung, kontrak, faktur, 

kwitansi, BA, lembar persetujuan Biro/Pusat . 
2. Jika dokumen pertanggungjawaban tidak lengkap dan/atau kesalahan dalam pengkoreksian maka 

akan dikembalikan kepada Biro/Pusat untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

Uraian Prosedur 

Pelaksana Mutu Baku  
 

Ket 
 

Karo 
 

Kabag 
 

Kasubbag 
 

JFU 
 

Kelengkapan 
 

Waktu 
 

Output 

1. Menerima, menelaah, dokumen 

dokumen usulan revisi DIPA/POK 

Setjen dan menyampaikan kepada 

Kabag Keuangan Setjen. 

     Dokumen usulan 
revisi DIPA/POK 
Setjen 

 

30 menit  Dokumen 
pertanggung 
jawaban 

 Nota Hasil 
Pengujian 

 Kartu kendali  

 

 

2. Menerima, menelaah, mengkoreksi 

dokumen usulan revisi DIPA/POK 

setjen dan menyampaikan kepada 

Kasubbag Akuntansi.   

     Dokumen usulan 
revisi DIPA/POK 
Setjen 

 

15 menit  Dokumen 
pertanggung 
jawaban 

 Nota Hasil 
Pengujian 

 Kartu Kendali 

 

3. Menerima, menelaah, mengkoreksi 
dokumen usulan revisi DIPA/POK 
Setjen dan menyampaikan kepada 
JFU untuk ditindaklanjuti melalui 
proses penyesuaian ADK.   

     Dokumen usulan 
revisi DIPA/POK 
Setjen 

 

30 menit  Dokumen 
pertanggung 
jawaban 

 SPP 

 Kartu 
Pengawas 
SPP 

 

4. Menerima, menelaah, mengkoreksi 

dokumen hasil revisi DIPA/POK 

Setjen yang telah disesuaikan dengan 

usulan revisi DIPA. Dan melaporkan 

kepada Kabag Keuangan Setjen 

melalui Kasubbag. 

     Dokumen usulan 
revisi DIPA/POK 
Setjen 

 Aplikasi DIPA 

 

2 Jam  Dokumen 
pertanggung 
jawaban 

 SPP 

 

 

5. Menerima, menelaah, mengkoreksi 

dokumen  hasil revisi DIPA/POK 

Setjen yang telah disesuaikan dengan 

usulan revisi DIPA. dan 

menyampaikan kepada Karo. 

     Dokumen usulan 
revisi DIPA/POK 
Setjen 

 

10 menit  Dokumen 
pertanggung 
jawaban 

 SPP 

 

1 

Mulai 



 

 

 

 

 
 

Uraian Prosedur 

Pelaksana Mutu Baku  
 

Ket 
 

Karo 
 

Kabag 
 

Kasubbag 
 

JFU 
 

Kelengkapan 
 

Waktu 
 

Output 

6. Menerima,  mengkoreksi dokumen 

hasil revisi DIPA/POK Setjen yang 

telah disesuaikan dengan usulan 

revisi DIPA dan memberi perintah 

kepada  JFU untuk melakukan 

Rekonsiliasi 

                                              Dokumen usulan 
revisi DIPA/POK 
Setjen 

 

5 Menit  Dokumen 
pertanggung 
jawaban 

 Lembar 
persetujuan 
SPP 

 SPP  

 

7. Menerima dokumen dan ADK 

dokumen hasil revisi DIPA/POK 

Setjen, melakukan pemberkasan 

serta menyampaikan ADK dan 

dokumen ke Ditjen Perbendaharaaan. 

     Dokumen usulan 
revisi DIPA/POK 
Setjen 

 ADK usulan revisi 
DIPA/POK Setjen 

 

1 Hari  Dokumen 
pertanggung 
jawaban 

 Lembar 
persetujuan 
SPP 

 SPP 

 

 

1 

Selesai 



 

 

 

 

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 
SEKRETARIAT JENDERAL 

 
 
 
 
 
 

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN/ 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

 
 
 
 
 
 

PENYUSUNAN RENCANA TINDAK LANJUT TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN  
BPK – RI  ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENDAGRI 

 
 
 



 
1.5.21 Nomor SOP  

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 
SEKRETARIAT JENDERAL 

BIRO KEUANGAN DAN ASET 
 

7 Oktober 2016 Tgl Pembuatan  

7 September 2018 Tgl Revisi  

 Tgl Pengesahan  

Kepala Biro Keuangan dan Aset Disahkan Oleh 

Penyusunan Rencana Tindak lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK-RI 
atas Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri 

Nama SOP 

 

Kualifikasi Pelaksana Dasar Hukum 

 Pendidikan Minimal D-3  
 
 

 
  

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah  

2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan 

3. PMK Nomor 270 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar 
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintahan 
Pusat 

4. PMK Nomor 177 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan dan 
Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga 

5. PMK Nomor 116 Tahun 2007 tentang Penyusunan Rencana 
Tindak Dan Monitoring Penyelesaian Tindak Lanjut Pemerintah 
Terhadap Temuan Pemeriksaan Keuangan Oleh Badan 
Pemeriksa Keuangan Atas Laporan Keuangan Kementerian 
Negara/Lembaga, Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara, 
Dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 

Peralatan/Perlengkapan Keterkaitan 

1. Komputer/laptop dan Printer 
2. Jaringan Internet 
 
 

1. SOP Administrasi Surat Masuk 
2. SOP Administrasi Surat Keluar 
3. SOP Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat UAKPA 
4. SOP Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-E1 
5. SOP Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat UAPA 

 

Pencatatan dan Pendataan :  Peringatan : 

1. Rencana tindak adalah jawaban atau penjelasan atas tindak lanjut yang akan dilakukan 
oleh pemerintah sehubungan dengan rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan 
BPK; 

2. Pasal 2 PMK 116/PMK.05/2007: penyusunan rencana tindak (rencana aksi) mencakup 
seluruh tindak lanjut atas temuan pemeriksaan keuangan BPK terhadap 
pertanggungjawaban keuangan negara, tidak mencakup rencana tindak atas pemeriksaan 
kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu; 

3. Pasal 3 PMK 116/PMK.05/2007: rencana tindak (rencana aksi) disusun oleh Sekretaris 
Jenderal dan disampaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Laporan Hasil 
Pemeriksaan BPK atas LKKL, diterima secara resmi oleh Menteri. 

Rencana tindak (rencana aksi) merupakan kesepakatan bersama 
untuk menyelesaikan temuan sesuai jadwal yang telah ditetapkan 
dengan menindaklanjuti rekomendasi dalam Laporan Hasil 
Pemeriksaan BPK  

 

 



URAIAN PROSEDUR 

PELAKSANA MUTU BAKU 

KET 
MENTERI SEKJEN KARO KABAG KASUBBAG JFU KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 

1
. 

Menerima Konsep Hasil Pemeriksaan (KHP) atas 
Laporan Keuangan Kemendagri yang terdiri dari 
pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan 
Perundang-undangan, dan pemeriksaan atas Sistem 
Pengendalian Intern,  serta memberikan arahan ke 
Kabag.  

 

      Konsep Hasil 
Pemeriksaan BPK 
RI atas LAporan 
Keuangan 
Kementerian 
Dalam Negeri 

20 Menit Arahan Penerima KHP 
tergantung 
kesediaan waktu 
pimpinan 

2
. 

Mempelajari KHP atas Laporan Keuangan  Kemendagri 
yang terdiri dari pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap 
Peraturan Perundang-undangan, dan pemeriksaan atas 
Sistem Pengendalian Intern, serta memberikan arahan 
ke Kasubbag untuk mempersiapkan rapat pembahasan 
Draft Rencana Aksi. 

 

 

      Konsep Hasil 
Pemeriksaan BPK 
RI 

1 jam Arahan  

3
. 

Menugaskan JFU untuk mempersiapkan format  Draft 
Rencana Aksi yang berisikan temuan hasil 
pemeriksaan, dan rekomendasi BPK berdasarkan KHP. 

 

 

      Konsep Hasil 
Pemeriksaan BPK 
RI 

1 jam Arahan 

 

 

4
. 

Menyusun format Draft Rencana Aksi yang berisikan 
temuan hasil pemeriksaan, dan rekomendasi BPK, 
serta menyusun rekap temuan per Eselon I 
berdasarkan KHP, dan melaporkan ke Kasubag. 

 

 

   

 

 

   Konsep Hasil 
Pemeriksaan BPK 
RI 

1 Hari Format Draft 
Rencana Aksi 

Rekap temuan 
per Eselon I  
berdasarkan 
KHP 

 

5
. 

Memeriksa  kesesuaian format Draft Rencana Aksi, dan 
rekap temuan per Eselon I dengan KHP, serta 
mempersiapkan net konsep surat undangan ke Unit 
Eselon I terkait dan melapor ke Karo melalui Kabag 
untuk diproses tanda tangan. 

 

      Konsep Hasil 
Pemeriksaan BPK 
RI 

Format Draft 
Rencana Aksi 

Rekap temuan per 
Eselon I 

2 jam Net konsep 
surat undangan 

 

6
. 

Memeriksa Draft Rencana Aksi, dan rekap temuan per 
Eselon I, menandatangani net konsep surat undangan,  
serta memberikan arahan untuk mendistribusikan ke 
Unit Eselon I terkait melalui JFU secara berjenjang. 

 

 

 

      Konsep Hasil 
Pemeriksaan BPK 
RI, Format Draft 
Rencana Aksi, 
Rekap temuan per 
Eselon I 

Net konsep surat 
undangan 

2 jam Surat 
undangan yang 
telah 
ditandatangani 

 

Mulai 

1 



URAIAN PROSEDUR 

PELAKSANA MUTU BAKU 

KET 
MENTERI SEKJEN KARO KABAG KASUBBAG JFU KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 

7
. 

Mendistribusikan format Draft Rencana Aksi dan  copy 
KHP, serta surat undangan ke Unit Eselon I terkait, dan 
melaporkan kepada Karo secara berjenjang mengenai 
kesiapan rapat pembahasan Draft Rencana Aksi. 

 

 

      

Copy Konsep Hasil 
Pemeriksaan BPK 
RI 

Net konsep surat 
undangan 

1 jam 
Surat 
Undangan 
terdistribusi 

Copy KHP 
disampaikan 
apabila 
diperlukan, dan 
bersifat rahasia  

8
. 

Memimpin/melaksanakan rapat pembahasan  Draft 
Rencana Aksi untuk memperoleh kesepakatan atas 
temuan dalam KHP, menindaklanjuti rekomendasi BPK, 
dan jadwal penyelesaian tindaklanjut rekomendasi 
BPK, dan memberikan arahan kepada bawahan untuk 
mempersiapkan net konsep surat pengantar. 

 

      
Konsep Hasil 
Pemeriksaan BPK 
RI 

Format Draft 
Rencana Aksi 

Rekap temuan per 
Eselon I 

1 Hari 
Draft Rencana 
Aksi yang telah 
disepakati 

Membubuhi paraf 
pada  Draft 
Rencana Aksi 
oleh peserta rapat 
merupakan 
Bentuk 
kesepakatan  

9
. 

Bersama JFU mempersiapkan  net konsep  surat 
pengantar dan Draft Rencana Aksi yang akan 
ditandatangani Setjen, selanjutnya melapor ke Kabag. 

 

      

Draft Rencana Aksi 
yang telah 
disepakati 

2 jam 
Net konsep  
surat pengantar 

 

1
0
. 

Memeriksa net konsep  surat pengantar dan Draft 
Rencana Aksi yang akan ditandatangani Setjen, serta 
melapor kepada Karo. 

      
Draft Rencana Aksi 
yang telah 
disepakati 

30 Menit 
Net konsep  
surat pengantar 

 

1
1
. 

Memeriksa, memparaf net konsep surat pengantar dan 
Draft Rencana Aksi, serta melapor ke Setjen. 

 

      
Draft Rencana Aksi 
yang telah 
disepakati 

30 Menit 
Net konsep  
surat pengantar 

 

1
2
. 

Memeriksa,  menandatangani atas nama Menteri net 
konsep surat pengantar dan Draft Rencana Aksi, serta 
menugaskan bawahan untuk melapor kepada BPK RI. 

      
Draft Rencana Aksi 
yang telah 
disepakati 

net konsep  surat 
pengantar 

30 Menit 

Draft Rencana 
Aksi dan surat 
pengantar yang 
telah 
ditandatangani 

 

 

1
3
. 

Menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas 
Laporan Keuangan Kemendagri  yang terdiri dari  
pemeriksaan atas Laporan Keuangan, pemeriksaan 
atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-
undangan, dan pemeriksaan atas Sistem Pengendalian 
Intern,  serta memberikan arahan ke Kabag.  

 

 

 

      

Laporan Hasil 
Pemeriksaan 

30 Menit Arahan  

Penerima LHP 
tergantung 
kesediaan waktu 
pimpinan 

1 

2 

A 

A 

B 

B 



URAIAN PROSEDUR 

PELAKSANA MUTU BAKU 

KET 
MENTERI SEKJEN KARO KABAG KASUBBAG JFU KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 

1
4
. 

Mempelajari Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan 
Keuangan Kementerian Dalam Negeri dan 
membandingkan perubahannya dengan KHP, 
khususnya terkait dengan pemeriksaan atas Kepatuhan 
terhadap Peraturan Perundang-undangan, dan 
pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern, serta 
memberikan arahan ke Kasubbag untuk 
mempersiapkan rapat penyusunan Rencana Aksi. 

 
 

      

Laporan Hasil 
Pemeriksaan 

Konsep Hasil 
Pemeriksaan 

1 jam Arahan  

1
5
. 

Memberi arahan kepada JFU untuk mempersiapkan 
format Rencana Aksi yang berisikan temuan hasil 
pemeriksaan, dan rekomendasi BPK berdasarkan LHP. 

 

      

Laporan Hasil 
Pemeriksaan 

Konsep Hasil 
Pemeriksaan 

30 Menit Arahan  

1
6
. 

Menyusun format Rencana Aksi yang berisikan temuan 
hasil pemeriksaan, dan rekomendasi BPK, serta 
menyusun rekap temuan per Eselon I berdasarkan 
LHP, dan melaporkan ke Kasubag. 
 

 

      

Laporan Hasil 
Pemeriksaan 

 

1 Hari 

Format 
Rencana Aksi 

Rekap temuan 
per Eselon I 
berdasarkan 
LHP 

 

1
7
. 

Memeriksa  kesesuaian format  Rencana Aksi, dan 
rekap temuan per Eselon I dengan LHP, serta 
mempersiapkan net konsep surat undangan ke Unit 
Eselon I terait dan melapor ke Karo melalui Kabag 
untuk diproses tanda tangan. 

 

      

Laporan Hasil 
Pemeriksaan 

Format Rencana 
Aksi 

Rekap temuan per 
Eselon I 
berdasarkan LHP 
 

2 jam 
Net konsep 
surat undangan 

 

1
8
. 

Memeriksa net konsep surat undangan,  pembahasan 
Rencana Aksi, dan rekap temuan per Eselon I dan 
memberikan arahan untuk mendistribusikan ke Unit 
Eselon I terkait melalui JFU secara berjenjang. 

 

 

 

 

 

 

      

Laporan Hasil 
Pemeriksaan 

Format Rencana 
Aksi 

Rekap temuan per 
Eselon I 
berdasarkan LHP 

Net konsep surat 
undangan 

1 jam 

Surat 
undangan yang 
telah 
ditandatangani 

 

3 

2 



URAIAN PROSEDUR 

PELAKSANA MUTU BAKU 

KET 
MENTERI SEKJEN KARO KABAG KASUBBAG JFU KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 

1
9
. 

Mendistribusikan format Rencana Aksi dan copy LHP, 
serta surat undangan ke Unit Eselon I terkait, dan 
melaporkan kepada Karo secara berjenjang mengenai 
kesiapan rapat pembahasan Rencana Aksi. 

 

 

      

Surat undangan 
yang telah 
ditandatangani 

1 jam 

Surat 
undangan yang 
telah 
terdistribusi 

Copy LHP 
disampaikan 
apabila 
diperlukan, dan 
bersifat rahasia 

2
0
. 

Memimpin/melaksanakan rapat pembahasan Rencana 
Aksi untuk memperoleh kesepakatan atas temuan 
dalam LHP, menindaklanjuti rekomendasi BPK, dan 
jadwal penyelesaian tindaklanjut rekomendasi BPK, 
dan memberikan arahan kepada bawahan untuk 
mempersiapkan net konsep surat pengantar. 

      Laporan Hasil 
Pemeriksaan 

Format Rencana 
Aksi 

Rekap temuan per 
Eselon I 
berdasarkan LHP 

 

1 Hari 

Rencana Aksi 

yang telah 
disepakati 

Membubuhi paraf 
pada  Rencana 
Aksi oleh peserta 
rapat merupakan 
Bentuk 
kesepakatan 

2
1
. 

Bersama JFU mempersiapkan  net konsep  surat 
pengantar dan Rencana Aksi yang akan ditandatangani 
Menteri, serta melaporke Kabag. 

 

 

      

Rencana Aksi yang 
telah disepakati 

 

1 Hari 
Net konsep 
surat pengantar 

 

2
2
. 

Memeriksa net konsep  surat pengantar dan Rencana 
Aksi yang akan ditandatangani Menteri, serta melapor 
ke Karo. 

      
Rencana Aksi yang 
telah disepakati 

 

1 jam 
Net konsep 
surat pengantar 

 

2
3
. 

Memeriksa, memparaf net konsep  surat pengantar dan 
Rencana Aksi, serta melapor ke Sekjen. 

      Rencana Aksi yang 
telah disepakati 

 

30 Menit 
Net konsep 
surat pengantar 

 

2
4
. 

Memeriksa,  memparaf net konsep  surat pengantar 
dan Rencana Aksi, serta melapor ke Menteri. 

      Rencana Aksi yang 
telah disepakati 

 

30 Menit 
Net konsep 
surat pengantar 

  

2
5
. 

Memeriksa,  menandatangani net konsep  surat 
pengantar dan Rencana Aksi, serta menugaskan 
bawahan untuk melapor kepada BPK RI dan Menteri 
Keuangan. 

      

Rencana Aksi yang 
telah disepakati 

Net konsep surat 
pengantar 

 

60 Menit 

Rencana Aksi  
dan surat 
pengantar yang 
telah 
ditandatangani 

 

Rencana Aksi 
dapat 
disampaikan 
kepada Menteri 
Keuangan 
bersamaan 
dengan asersi 
final 

 

3 

selesai 

C 

C 

D 

D 



 

 

 

 

 

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 
SEKRETARIAT JENDERAL 

 
 
 
 

 
PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN/ 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

 
 
 
 
 
 

PENYUSUNAN LAPORAN BARANG PENGGUNA  
KEMETERIAN DALAM NEGERI  

 

 

 

 



 `   

 

1.5.22 Nomor SOP  

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 
SEKRETARIAT JENDERAL 

BIRO KEUANGAN DAN ASET 
 

27 Oktober 2016 Tgl Pembuatan  

 7 September  2018 Tgl Revisi  

 Tgl Pengesahan  

Kepala Biro Keuangan dan Aset Disahkan Oleh 

Penyusunan Laporan Barang Pengguna Kemendagri  Nama Sop 
 

Kualifikasi Pelaksana Dasar Hukum 

Minimal D.III 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2018 Tentang 
Perubahan Kedua Permendagri Nomor 43 Tahun 2015 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri. 

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 028-3497 Tahun 2016 Tentang 
Pelaksanaan Kewenangan Dan Tanggungjawab Tertentu Atas Pengelolaan BMN 
Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri; 

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan 
BMN; 

4. UU No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; 
5. PP No 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan BMN atau Daerah dan PP Nomor 38 

tahun 2008  yang merupakan aturan perubahannya; 
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2007 tentang Penggolongan 

dan Kodefikasi dan PMK Nomor 29/PMK.06/2010 yang merupakan aturan 
penggantinya 

 
 

Peralatan/Perlengkapan Keterkaitan 

1. Komputer /laptop 
2. Sambungan Internet 
3. LCD Projector 
4. Printer 
5. USB/Flashdisk 
6. Fax/Telp 

1. SOP Administrasi  Surat Masuk 

2. SOP Administrasi Surat Keluar 

3. SOP Penetapan Status Penggunaan BMN 

4. SOP Penghapusan BMN 

5. SOP HIBAH BMN 
 

Pencatatan dan Pendataan :  Peringatan : 

1. BMN adalah Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, KDP, 
Aset tak berwujud, Aset Bersejarah dan Aset tetap lainnya 

2. Nota Dinas 
3. Laporan Barang Pengguna Semester I, II dan Tahunan disampaikan kepada Kemenkeu c.q DJKN 

dan komponen 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 



 `   

Uraian Prosedur 
Pelaksana Mutu Baku  

 
Ket 

Karo Kabag Kasubbag  JFU Kelengkapan Waktu Output 

1. Menerima laporan  Unit Akuntansi 

Pembantu Pengguna Barang E-1 

(UAPPBE-1) Komponen lingkup 

Kemendagri  kepada Sekjen melalui 

Biro Keuangan dan Aset berupa Hard 

Copy, ADK dan CAL BMN dan memberi 

arahan/disposisi kepada Kabag. 

 

     Laporan UAPPB 
E-1 per 
komponen 

 Disposisi 

1 jam  Laporan  
UAPPB E-1 
per 
komponen 

 Disposisi 

 

2. Menindaklanjuti disposisi Karo dan 

memberikan arahan kepada Kasubbag. 

 

 

 

     Laporan  
UAPPB E-1  per 
komponen 

 Disposisi 

30 menit  Laporan   
UAPPB E-1  
per 
komponen 

 Disposisi 

 

3. Bersama JFU melakukan koreksi data 

laporan berdasarkan saldo awal yang 

ada dan melakukan kompilasi melalui 

aplikasi SIMAK BMN pada Unit 

Akuntansi  Pengguna Barang (UAPB) 

dan membuat CAL BMN tingkat UAPB 

menjadi laporan Barang Pengguna 

semester dan tahunan, membuat Nota 

Dinas Karo ke Sekjen dan surat 

pengantar dari Sekjen kepada Menkeu 

dan membubuhi paraf  untuk dilaporkan 

kepada Kabag 

 

     Nota Dinas 

 Surat pengantar 

 Laporan Barang 
Pengguna 
Kemendagri 
semester dan 
tahunan 

7 hari  Nota Dinas 

 Surat 
pengantar 

 Laporan  
Laporan 
Barang 
Pengguna 
Kemendagri  
semester 
dan tahunan  

 

4. Menerima, mengkoreksi dan 

membubuhi paraf pada Nota dinas, 

surat pengantar dan laporan Barang 

Pengguna semester dan tahunan 

Kemendagri untuk dilaporkan ke Karo 

     Nota Dinas 

 Surat pengantar 

 Laporan  
Barang 
Pengguna 
Kemendagri  
semester dan 
tahunan 

1  hari  Nota Dinas 

 Surat 
pengantar 

 Laporan  
Barang 
Pengguna 
Kemendagri  
semester 
dan tahunan 

 

 

Mulai 

1 



 `   

 

 

 

 

Uraian Prosedur 

Pelaksana Mutu Baku 
 
 

Ket 
Karo Kabag Kasubbag  JFU 

 

Kelengkapan Waktu Output 

5. Menerima, mengoreksi dan menandatangani 

Nota dinas,   surat pengantar  dan laporan  

Barang Pengguna  semester dan tahunan, 

selanjutnya  disampaikan kepada Menteri c.q 

Sekjen untuk tanda tangan dan member 

petunjuk kepada JFU melalui Kabag dan 

Kasubbag. 

     Nota Dinas 

 Surat pengantar 

 Laporan BMN 

semester dan 

tahunan 

1  hari  Nota Dinas 

 Surat 

pengantar 

 Laporan  

Barang 

Pengguna 

semester dan 

tahunan 

 

6. Menerima, menggandakan dan menyampaikan 

laporan BMN yang telah ditanda tangani  

kepada kemenkeu c.q DJKN dan komponen 

     Laporan  Barang 

Pengguna  

semester dan 

tahunan 

 

 

 

 

30 menit  Laporan  

Barang 

Pengguna  

semester dan 

tahunan 

 

Selesai 

1 



 

 

 

 

 

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 
SEKRETARIAT JENDERAL 

 
 
 
 

 
PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN/ 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

 
 
 
 
 
 

PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA (RKBMN) 
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI 

 
 

 

 

 

 



 

 

1.5.23 Nomor SOP  

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 
SEKRETARIAT JENDERAL 

BIRO KEUANGAN DAN ASET 
 

15 September 2016 Tgl Pembuatan  
11 September 2018 Tgl Revisi  
 Tgl Pengesahan  

Kepala Biro Keuangan dan Aset Disahkan Oleh 
Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) di 
lingkungan Kementerian Dalam Negeri 

Nama Sop 

 

Kualifikasi Pelaksana Dasar Hukum 
Pendidikan Minimal D-3 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2014 

tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara 
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.06/2011 

tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMN berupa 
Tanah dan/atau Bangunan 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2018 
Tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 43 Tahun 
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam 
Negeri. 

 
Peralatan/Perlengkapan Keterkaitan 
1. Komputer laptop 
2. Sambungan Internet 
3. LCD Projector 
4. Printer 
5. USB/Flashdisk 
6. Fax/Telp 

1. SOP Administrasi Surat Masuk; 
2. SOP Administrasi Surat Keluar; 
3. Seluruh SOP Pengelolaan BMN 

Pencatatan dan Pendataan :  Peringatan : 
1. Usulan RKBMN dari komponen 
2. Ceklist Persyaratan RKBMN 
3. Hasil Penelitian RKBMN 
 
 
 
 
 

 



 

 

No KEGIATAN 
PELAKSANA MUTU BAKU  

KET Karo Kabag Kasubbag JFU Kelengkapan Waktu Output 

1.  Memberi arahan dan menugaskan Kabag untuk 
meneliti usulan RKBMN dari Kuasa Pengguna 
Barang 
 
 
 

    

Usulan 
RKBMN dari 
Komponen 

10 menit Disposisi 

 

2.  Melaksanakan tugas Kari dan memberikan 
arahan/disposisi kepada Kasubag untuk 
menyiapkan dokumen pendukung penelitian 
RKBMN 
 
 

    

Disposisi Karo 
dan Usulan 
RKBMN 

10 menit 
Disposisi dan 
usulan 
RKBMN 

 

3.  Menerima, membaca dan melaksanakan 
arahan/disposisi Kabag selanjutnya 
memerintahkan JFU untuk mempersiapkan 
dokumen pendukung RKBMN dan surat 
undangan penelitian RKBMN kepada Komponen 
 
 

    

Usulan 
RKBMN dari 
Komponen 

30 menit 
Disposisi dan 
usulan 
RKBMN 

 

4.  Melaksanakan perintah kasubbag mengetik 
format RKBMN dan net konsep surat undangan 
dan melapor kepada Kasubbag. 
 
 
 

    

- Disposisi 5 Jam 

Format 
RKBMN dan 
net konsep 
surat 

 

5.  Menerima, memeriksa dan mengkoreksi format 
RKBMN dan surat undangan dan melapor 
kepada Kabag 
 
 

    

net konsep 
surat 

1 Jam 

Format 
RKBMN dan 
net konsep 
surat 

 

6.  Menerima dan memeriksa format RKBMN dan 
memparaf surat undangan penelitian dan 
melapor kepada Karo 
 
 
 
 

    

 30 Menit 

Format 
RKBMN dan 
net konsep 
surat 

 

Mulai 

1 



 

 

No KEGIATAN 
PELAKSANA MUTU BAKU  

KET Karo Kabag Kasubbag JFU Kelengkapan Waktu Output 

7.  Menandatangani konsep undangan penelitian 
dan memberikan arahan ke Kabag untuk 
melaksanakan penelitian 
 
 
 
 

    

- Konsep 
undangan 

- Format 
RKBMN 

30 menit 
- undangan 
- Format 

RKBMN 

-  

8.  Penelitian terhadap format RKBMN yang 
diusulkan oleh KPB 
 
 
 
 
 

    

SBSK 2 Minggu 
RKBMN 
Hasil 
Penelitian 

 

9.  Menggabungkan RKBMN yang diajukan oleh 
seluruh KPB lingkup Kemendagri dan 
menyampaikan kepada Kasubbag 
 
 
 

    

Rekapitulasi 
RKBMN 

3 Hari 
RKBMN 
Hasil 
Penelitian 

 

10.  Memeriksa rekapitulasi RKBMN lingkup 
Kemendagri dan menyampaikan kepada Kepala 
Bagian PBMN 
 
 

    

Rekapitulasi 
RKBMN 

1 Hari 
RKBMN 
Hasil 
Penelitian 

 

11.  Memeriksa rekapitulasi RKBMN lingkup 
Kemendagri dan disampaikan kepada Kepala 
Biro Keuangan dan Aset 
 
 
 

    

Rekapitulasi 
RKBMN 

2 Jam 
RKBMN 
Kemendagri 

 

12.  Menyetujui/menandatangi RKBMN lingkup 
Kemendagri 
 
 

    
Rekapitulasi 
RKBMN 

30 Menit 
RKBMN 
Kemendagri 

 

 

A 

B 

Selesai 

A 

B 

1 



 

 

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 
SEKRETARIAT JENDERAL 

 
 
 
 

 
 

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN/ 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

 
 
 
 
 

MONITORING DAN INVENTARISASI  
PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA 

 

 
 



1.5.24 Nomor SOP  

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 
SEKRETARIAT JENDERAL 

BIRO KEUANGAN DAN ASET 
 

20 Oktober 2016 Tgl Pembuatan  

7 September 2018     Tgl Revisi  

 Tgl Pengesahan  

Kepala Biro Keuangan dan Aset Disahkan Oleh 
Monitoring dan Inventarisasi Penatausahaan Barang Milik Negara 

 
Nama Sop 

 

Kualifikasi Pelaksana Dasar Hukum 
Pendidikan Minimal D-3 

 
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2018 Tentang 

Perubahan Kedua Permendagri Nomor 43 Tahun 2015 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri. 

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 028-3497 Tahun 2016 
Tentang Pelaksanaan Kewenangan Dan Tanggungjawab Tertentu Atas 
Pengelolaan BMN Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri; 

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang 
Penatausahaan BMN; 

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan 
Pemindahtanganan BMN; 

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang 
Penggolongan dan Kodefikasi BMN. 
 

Peralatan/Perlengkapan Keterkaitan 
1. Komputer/laptop 
2. Sambungan Internet 
3. LCD Projector 
4. Printer 
5. USB/Flashdisk 
6. Fax/Telp 

1. SOP Administrasi Surat Masuk 
2. SOP Administrasi Surat Keluar 

 

Pencatatan dan Pendataan :  Peringatan : 
1. Laporan BMN dari komponen 
2. SK Tim Monitoring 
3. Nota Dinas 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Uraian Prosedur 

 
Pelaksana 

Mutu Baku 
 
 

Ket  
Karo 

 
Kabag  

 
Kasubbag  

 

JFU/TIM monitoring 
 

Kelengkapan 
 

Waktu 
 

Output 

1. Menerima   laporan   monitoring dan inventarisasi 

BMN dalam bentuk hardcopy/softcopy dari 

masing-masing komponen dan memberikan  

arahan/disposisi kepada Kabag 

     Laporan BMN 

 Disposisi 

30 menit  Laporan 
BMN 

 Disposisi 

 

2. Menindaklanjuti arahan Karo dan mendisposisi ke 

Kasubbag untuk melaksanakan kegiatan  

Monitoring Penyusunan Laporan BMN 

     Laporan BMN 

 Disposisi 
 

1 Jam  Laporan 
BMN 

 Disposisi 
 

 

3. Melaksanakan Kegiatan Penyusunan Laporan 

BMN dan menyampaikannya ke Kabag .   

     Laporan BMN 

 Disposisi 

 Surat 
Permohonan  
Penyusunan 
Laporan BMN 

10 hari  Laporan 
BMN 

 Disposisi 

 Surat 
Permohonan  
Penyusunan 
Laporan 
BMN 

 

4. Menyampaikan  laporan BMN ke Karo      Penyusunan 
laporan BMN 
seluruh 
komponen 

30 menit  Penyusunan 
laporan BMN 
seluruh 
komponen 

 

5. Meneruskan  laporan ke Sekjen untuk 

Penandatanganan Menteri dan dikembalikan ke 

Biro Keuangan dan Aset/JFU 

     Penyusunan 
laporan BMN 
seluruh 
komponen 

1 hari  Penyusunan 
laporan BMN 
seluruh 
komponen 

 

6. Menerima, menggandakan, mengarsipkan dan 

mengirim laporan tersebut ke Kementerian 

Keuangan RI, Cq. Ditjen Kekayaan Negara. 

Laporan monitoring dan inventarisasi BMN ini 

dalam bentuk laporan semester dan tahunan.   

    Penyusunan 
laporan BMN 
seluruh 
komponen 

1 hari  Tanda terima  

Mulai 

selesai 



 

 

 

 

 

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 
SEKRETARIAT JENDERAL 

 
 
 
 

 
 

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN/ 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

 
 
 
 
 
 

PELAKSANAAN REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI 

 
 
 
 
 



 `   

 

1.5.25 Nomor SOP  

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 
SEKRETARIAT JENDERAL 

BIRO KEUANGAN DAN ASET 
 

20 Oktober 2016 Tgl Pembuatan  

11 September 2018 Tgl Revisi  

 Tgl Pengesahan  

Kepala Biro Keuangan dan Aset Disahkan Oleh 

Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara  Kementerian Dalam 
Negeri 

Nama Sop 

 

Kualifikasi Pelaksana Dasar Hukum 
Pendidikan Minimal D-3 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2018 Tentang 

Perubahan Kedua Permendagri Nomor 43 Tahun 2015 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri. 

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 028-3497 Tahun 2016 Tentang 
Pelaksanaan Kewenangan Dan Tanggungjawab Tertentu Atas 
Pengelolaan BMN Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri; 

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang 
Penatausahaan BMN; 

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.05/2009 tentang Tata cara 
Rekonsiliasi BMN dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan 
Pemerintah Pusat, yang merupakan pedoman dalam rangka pelaporan 
BMN yang harus melalui mekanisme rekonsiliasi; 

5. Peraturan Dirjen Kekayaan Negara nomor Per-07/KN/2009 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data BMN dalam RAngka Penyusunan 
Laporan BMN dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, yang 
merupakan peraturan lebih lanjut dari PMK Nomor 120/PMK.05/2009 

 

Peralatan/Perlengkapan Keterkaitan 
1. Komputer/laptop 
2. Sambungan Internet 
3. LCD Projector 
4. Printer 
5. USB/Flashdisk 
6. Fax/Telp  

1. SOP Administrasi Surat Masuk 
2. SOP Administrasi Surat Keluar 

 
 
 

Pencatatan dan Pendataan :  Peringatan : 
1. Nota Dinas 
2. Surat Pengantar   

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 



 `   

 
 

 

Uraian  Prosedur 
Pelaksana Mutu Baku 

Ket 
Sekjen Karo Kabag Kasubbag JFU Kelengkapan Waktu Output 

1. Menerima laporan BMN berupa Hard Copy 

dan ADK (arsip data computer) dan CAL 

(catatan atas laporan) BMN hasil 

rekonsiliasi internal bersama KPKNL 

kepada Setjen c.q Biro Keuangan dan Aset 

sesuai waktu yang telah ditentukan sebagai 

bahan rekonsiliasi BMN tingkat 

Kementerian (UAPB) dengan Kementerian 

Keuangan (DJKN) dan memberikan arahan/ 

disposisi kepada kabag. 

 

     
 Laporan BMN 

Hasil 
Rekonsiliasi  

30 menit  Disposisi   

2. Menindaklanjuti arahan/disposisi Karo dan 

memberikan arahan kepada Kasubbag 

 

 

     
 Disposisi 30 menit  Disposisi  

 3. Bersama JFU melakukan koreksi data 

laporan BMN dan melakukan kompilasi 

seluruh laporan dari komponen dan 

membuat Nota Dinas Karo kepada Sekjen 

dan surat pengantar Setjen ke Kemenkeu 

dan dilaporkan kepada Kabag untuk 

dikoreksi dan paraf. 

 

     
 Disposisi 

 Nota Dinas 

  Surat 
pengantar 

3 hari  Disposisi 

 Nota Dinas 

 Surat 
pengantar 

 

4. Menerima, mengoreksi dan membubuhi 

paraf pada Nota dinas dan surat  pengantar  

Rekonsiliasi Data BMN untuk dilaporkan 

kepada  Karo 

 

     
 Disposisi 

 Nota Dinas 

 Surat pengantar 

30 menit  Disposisi 

 Nota Dinas 

 Surat 
pengantar 

 

5. Menerima, mengoreksi dan 

menandatangani Nota Dinas, memaraf 

rancangan surat   pengantar  Rekonsiliasi 

Data BMN untuk dilaporkan  kepada Setjen. 

 

 

     
 Disposisi 

 Nota Dinas 

 Surat pengantar 

30 menit  Disposisi 

 Nota Dinas 

 Surat 
pengantar 

 

Mulai 

1 



 `   

 

 

Uraian  Prosedur 
Pelaksana Mutu Baku  

Ket. 
Sekjen Karo Kabag Kasubbag JFU Kelengkapan Waktu Output 

6. Menerima, mengoreksi, menandatangani 

surat  pengantar  Rekonsiliasi Data BMN 

yang ditembuskan kepada Menteri, 

kemudian dikembalikan ke TU Biro 

Keuangan dan Aset/JFU. 

 

     
 Disposisi 

 Nota Dinas 

 Surat pengantar 

1 Jam  Disposisi 

 Nota Dinas 

 Surat 
pengantar 

 

7. 

 

Menerima Surat yang telah ditandatangani 
dan melaporkan kepada Kabag. 

 

     
 

 Surat pengantar 

 
10 Menit 

 

 Surat 
pengantar 

 

8. Mengarahkan Kasubbag dan JFU untuk 

melaksanakan Rekonsiliasi Data BMN. 

 

 

     
 Disposisi 

 Nota Dinas 

 Surat pengantar 

30 menit  Disposisi 

 Nota Dinas 

 Surat 

pengantar 

 

 9. Bersama JFU melaksanakan Rekonsiliasi Data BMN 

dengan DJKN berdasarkan waktu yang telah 

ditentukan. 

     
 Disposisi 

 Nota Dinas 

 Surat pengantar 

 Data BMN 

2hari  Disposisi 

 Nota Dinas 

 Surat 

pengantar 

 Data BMN 

 

 

 

 

 

1 

Selesai 



 

 

 

 

 

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 
SEKRETARIAT JENDERAL 

 
 
 
 

 
 

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN/ 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

 
 
 
 
 

PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA 
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI 

 

 

 

 

 

 



 `   

 

1.5.26 Nomor SOP  

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 
SEKRETARIAT JENDERAL 

BIRO KEUANGAN DAN ASET 
 

20 Oktober 2016 Tgl Pembuatan  
11 September 2018 Tgl Revisi  
 Tgl Pengesahan  

Kepala Biro Keuangan dan Aset Disahkan Oleh 
Penghapusan BMN di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Nama Sop 

 

Kualifikasi Pelaksana Dasar Hukum 
Pendidikan Minimal D-3 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2018 Tentang 

Perubahan Kedua Permendagri Nomor 43 Tahun 2015 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri. 

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 028-3497 Tahun 
2016 Tentang Pelaksanaan Kewenangan Dan Tanggungjawab 
Tertentu Atas Pengelolaan BMN Di Lingkungan Kementerian 
Dalam Negeri 

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang 
Penatausahaan BMN; 

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang 
Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, 
Penghapusan dan Pemindahtanganan BMN; 

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang 
Penggolongan dan Kodefikasi BMN. 
 

Peralatan/Perlengkapan Keterkaitan 
1. Komputer laptop 
2. Sambungan Internet 
3. LCD Projector 
4. Printer 
5. USB/Flashdisk 
6. Fax/Telp 

1. SOP Administrasi Surat  Masuk 
2. SOP Administrasi Surat  Keluar 

 

Pencatatan dan Pendataan :  Peringatan : 
1. Laporan Penghapusan BMN dari komponen 
2. Berita Acara Pemeriksaan Fisik 
3. Keputusan penghapusan BMN 
4. Laporan Hasil penjualan 
 
 

 

 

 



 `   

 

Uraian Prosedur 
Pelaksana Mutu Baku  

Ket 
Sekjen Karo Kabag  Kasubbag  JFU Kelengkapan Waktu Output 

1. Menerima Permohonan Penerbitan 

Keputusan Penghapusan Barang Milik 

Negara dari Komponen dan mendisposisi 

kepada Kabag pada Surat permohonan 

penerbitan Surat Keputusan 

Penghapusan BMN dari UAPPBE1/KPB 
 

      Surat permohonan 

 Surat Persetujuan 
Penjualan BMN dari 
Kementerian 
Keuangan 

 Disposisi Surat 
Permohonan 

1 hari  Disposisi   
 

 

2. Menerima, memeriksa Disposisi terkait 

permohonan penghapusan BMN dan 

mendisposisikan kepada Kasubbag untuk 

melakukan penelitian dan penyiapan net 

konsep Surat Keputusan Penghapusan 

BMN. 

      Surat permohonan 

 Surat Persetujuan 
Penjualan BMN dari 
Kementerian 
Keuangan 

 Disposisi  

1 hari  Disposisi   
  

 

 3. Menerima, membaca disposisi dan 

bersama JFU melakukan penelitian 

terhadap BMN yang akan dihapuskan 

dan menyiapkan net konsep SK 

Penghapusan serta net konsep Nota 

Dinas Karo kepada Sekretaris Komponen 

dan  Kepala Biro Hukum, selanjutnya 

melapor kepada Karo melalui Kabag.    
 

      Surat permohonan 

 Surat Persetujuan 
Penjualan BMN dari 
Kementerian 
Keuangan 

 Disposisi  

1 hari  Nota Dinas 
Kabag ke Karo 

 ND Karo ke 
Sekretaris 
Komponen dan  
Karo Hukum    

 Net konsep SK 
Penghapusan 

 

4. Menerima, memeriksa net konsep Surat 

Keputusan Penghapusan BMN untuk 

disampaikan kepada Sekretaris 

Komponen dan  Kepala Biro Hukum 

untuk dilakukan koreksi dan paraf 

koordinasi    

      Nota Dinas Karo ke 
Sekretaris 
Komponen dan  
Kepala Biro Hukum    

 Net konsep Surat 
Keputusan 
Penghapusan 

3 hari   

5. Meneriman  Surat Keputusan 

Penghapusan BMN yang telah diparaf 

koordinasi oleh  Sekretaris Komponen 

dan  Kepala Biro Hukum, menyiapkan 

Nota Dinas Pengantar Kabag ke Karo 

dan ND pengantar Karo ke Sekjen 

selanjutnya melapor ke Kabag.  

      Konsep Surat 
Keputusan 
Penghapusan yang 
telah diparaf 
koordinasi oleh  
Sekretaris 
Komponen dan  
Kepala Biro Hukum 

1 Jam   Nota Dinas 
Pengantar Dari 
Kabag Ke Karo 

 Nota Dinas Karo 
ke Sekjen 
 

 

Mulai 

1 

A 

A 



 `   

 

 

Uraian Prosedur 
Pelaksana Mutu Baku  

Ket 
Sekjen Karo Kabag  Kasubbag  JFU Kelengkapan Waktu Output 

6. Menerima, memeriksa, menanda tangani 
ND Pengantar ke Karo dan memparaf ND 
Pengantar Karo Ke Sekjen selanjutnya 
melapor ke Karo 
 

 

 

   

• Konsep SK tentang 
Penghapusan BMN 
yang telah diparaf 
koordinasi oleh  
Sekretaris 
Komponen dan  
Kepala Biro Hukum 

 ND Pengantar Dari 
Kabag Ke Karo 

 ND Karo ke Sekjen 
 

20 menit Tandatangan ND 
pengantar ke 
Karo 

 

7. Menerima, memeriksa dan 
menandatangani ND ke Sekjen, 
memparaf konsep Keputusan 
Penghapusan BMN, selanjutnya melapor 
kepada Sekjen 
 

 

    

• Konsep SK tentang 
Penghapusan BMN 
yang telah diparaf 
koordinasi oleh  
Sekretaris 
Komponen dan  
Kepala Biro Hukum 

 ND Pengantar Dari 
Kabag Ke Karo 

 ND Karo ke Sekjen 
 

 

1 Jam 
Tandatangan ND 
pengantar ke 
Sekjen 

 

8. Menerima, membaca dan 
menandatangani Keputusan tentang 
Penghapusan BMN usulan dari 
komponen. 
 

 

    

• Konsep SK tentang 
Penghapusan BMN 
yang telah diparaf 
koordinasi oleh  
Sekretaris 
Komponen dan  
Kepala Biro Hukum 

 ND Karo ke Sekjen 

 

1 Hari 
Tanda tangan 
Surat Keputusan 
Penghapusan 
BMN 

 

9. Menerima Keputusan Penghapusan BMN 
yang telah ditandatangani Sekjen untuk 
disampaikan kepada Sekretaris 
komponen untuk ditindaklanjuti  dengan 
penjualan BMN melalui lelang dan 
melaporkan hasilnya kepada Karo 
Keuangan dan Aset yang dilampiri risalah 
lelang dan bukti setor ke Kas Negara 
maksimal 1 bulan setelah penjualan BMN. 

     

Keputusan tentang 
Penghapusan BMN 
yang telah 
ditandatangani 
Sekjen 

 

1 Hari 
Keputusan 
tentang 
Penghapusan 
BMN yang telah 
ditandatangani 
Sekjen 

 

1 

Mulai 



 

 

 

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 

SEKRETARIAT JENDERAL 
 
 
 
 
 

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN/ 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

 
 
 
 
 
 
 

PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN 
(TLHP) 

 
 
 
 
 
 



 

1.5.27 Nomor SOP  

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 
SEKRETARIAT JENDERAL 

BIRO KEUANGAN DAN ASET 
 

11 September 2018 Tgl Pembuatan  

  Tgl Revisi  

 Tgl Pengesahan  

Kepala Biro Keuangan dan Aset Disahkan Oleh 

Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) 
 

Nama SOP 

 

Kualifikasi Pelaksana Dasar Hukum 

Pendidikan Minimal S-1 
 
 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 
Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara 

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.05/2007 tentang 
Penyusunan Rencana Tindak dan Monitoring Penyelesaian 
Tindak Lanjut Pemerintah  Terhadap Temuan 
Pemeriksaan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 
Atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, 
Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara, dan 
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2018 Tentang 
Perubahan Kedua Permendagri Nomor 43 Tahun 2015 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri. 

 
Peralatan/Perlengkapan Keterkaitan 

1. Komputer laptop 

2. Sambungan Internet 

3. LCD Projector 

4. Printer. 

5. Flasdisk 

 

1. SOP Administrasi Surat Masuk 

2. SOP Administrasi Surat Keluar 
 
 

Pencatatan dan Pendataan Peringatan 

1. Dokumen pertanggungjawaban  

 Berkas Laporan Temuan BPK; Rekap Inventarisir Kerugian Negara; Buktir Setor 
Pengembalian; Kelengkapan dokumen  

 
2. Pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban 1 ordner selama 30 menit 

Jika dokumen pertanggungjawaban tidak lengkap dan/atau kesalahan dalam pengkoreksian 
maka akan dikembalikan kepada Biro/Pusat untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki 

Harus dikonsultasikan dengan Biro Hukum 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uraian Prosedur 
Pelaksana Mutu Baku 

Ket 
Karo Kabag Kasubbag JFU Kelengkapan Waktu Output 

1. Menerima surat Laporan Hasil 

Pemeriksaan Auditor Internal dan 

Eksternal sesuai disposisi Sekretaris 

Jenderal serta memberi arahan kepada 

Kabag 
 

    
 Surat Laporan 

Hasil 
Pemeriksaan 
dan lampiran 

 

15 menit Arahan  

2. Menerima arahan dari Karo dan 

memberikan petunjuk kepada 

Kasubbag untuk proses Tindak Lanjut 

Hasil Pemeriksaan  

 

    
 Surat Laporan 

Hasil 
Pemeriksaan 
dan lampiran 

 

10 menit Petunjuk  

3. Menerima petunjuk/arahan dari Kabag 

dan menginformasikan kepada 

Biro/Pusat untuk menginventarisir 

temuan, membuat rencana aksi, 

merekonsiliasi, melakukan penyetoran 

ke kas negara, dan mengumpulkan 

bukti setor 

 

    
 Surat Laporan 

Hasil 
Pemeriksaan 
dan lampiran 

 

1 hari Petunjuk  

4. Menerima berkas dari Biro/Pusat; 

merekonsiliasi temuan hasil 

pemeriksaan, merekap temuan sesuai 

data terbaru, menginventarisir setoran 

ke kas negara disertai dengan bukti 

setor, selanjutnya melapor kepada 

Kasubbag. 

 

 

    
 Berkas Laporan 

Hasil 
Pemeriksaan` 

 Rekap 
Inventarisir yang 
mengakibatkan 
kerugian negara 

 Surat Teguran 
Biro/Pusat dan 
Tindak Lanjut 
Hasil 
Pemeriksaan 

 

1hari  Surat 
Teguran 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Mulai 

A 

A 



 

 

 

Uraian Prosedur 
Pelaksana Mutu Baku 

Ket 
Karo Kabag Kasubbag JFU Kelengkapan Waktu Output 

5. Menerima  berkas dan memeriksa, 

memparaf  berkas untuk disampaikan 

epada Kabag. 

 

 

    
 Berkas Laporan 

Hasil 
Pemeriksaan 

 Rekap 
Inventarisir yang 
mengakibatkan 
kerugian negara 

 Surat Teguran 
Biro/Pusat dan 
Tindak Lanjut 
Hasil 
Pemeriksaan 

 Bukti setor 

 

1 hari  Bukti Setor 
rekap 
inventarisir 

 Laporan 
rekonsiliasi 

 

 

1 

 

selesai 



 

 

 

 

 

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 
SEKRETARIAT JENDERAL 

 
 
 
 

 
PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN/ 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

 
 
 
 
 

PERSETUJUAN HIBAH BARANG MILIK NEGARA 
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI 

 

 
 



 `   

 

1.5.28 Nomor SOP  

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 
SEKRETARIAT JENDERAL 

BIRO KEUANGAN DAN ASET 
 

15 Agustus 2018 Tgl Pembuatan  

      Tgl Revisi  

 Tgl Pengesahan  

Kepala Biro Keuangan dan Aset Disahkan Oleh 
Persetujuan Hibah BMN di lingkungan Kementerian Dalam Negeri Nama Sop 

 

Kualifikasi Pelaksana Dasar Hukum 
Pendidikan Minimal D-3 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2018 Tentang 

Perubahan Kedua Permendagri Nomor 43 Tahun 2015 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri. 

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 028-3497 Tahun 2016 
Tentang Pelaksanaan Kewenangan Dan Tanggungjawab 
Tertentu Atas Pengelolaan BMN Di Lingkungan Kementerian 
Dalam Negeri 

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang 
Penatausahaan BMN; 

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang 
Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, 
Penghapusan dan Pemindahtanganan BMN. 

 
 

 
Peralatan/Perlengkapan Keterkaitan 
1. Komputer laptop 
2. Sambungan Internet 
3. LCD Projector 
4. Printer 
5. USB/Flashdisk 
6. Fax/Telp 

1. SOP Administrasi Surat Masuk 
2. SOP Administrasi Surat Keluar 

 

Pencatatan dan Pendataan :  Peringatan : 
1. Laporan Persetujuan Hibah BMN dari komponen 
2. Ceklist Persyaratan Hibah BMN 
3. Surat Persetujuan Hibah BMN 

 
 

 

 



 `   

 

Uraian Prosedur 
Pelaksana Mutu Baku 

Ket 
Sekjen Karo Kabag  Kasubbag  JFU Kelengkapan Waktu Output 

1. Menerima, memeriksa, membaca 

dan mendisposisikan  permohonan 

persetujuan hibah BMN dari 

UAPPBE1/KPB  kepada Kabag  
 

      Surat permohonan 

 Disposisi 

1 hari  Disposisi   
 

 

2. Menerima, memeriksa disposisi Karo 

selanjutnya memerintahkan 

Kasubbag untuk melakukan koreksi 

dan  penelitian terhadap usulan 

persetujuan hibah BMN. 

      Surat permohonan 

 Surat Persetujuan 
Penjualan BMN 
dari Kementerian 
Keuangan 

 Disposisi  

1 hari  Disposisi   
  

 

 3. Bersama JFU melakukan penelitian 

terhadap BMN yang diusulkan 

persetujuan hibahnya dan 

menyiapkan net konsep Surat 

persetujuan hibah serta net konsep 

Nota Dinas Karo kepada Sekretaris 

Jenderal  selanjutnya melapor 

kepada Kabag  
 

      Surat permohonan 

 Surat Persetujuan 
Penjualan BMN 
dari Kementerian 
Keuangan 

 

1 hari  ND Kabag ke 
Karo 

 ND Karo ke 
Sekjen 

 Net konsep 
Surat 
Persetujuan 
Hibah 

 

4. Menerima, memeriksa dan 

memparaf net konsep Surat 

persetujuan hibah serta net konsep 

Nota Dinas Karo kepada Sekjen, 

selanjutnya melapor kepada Karo 

      ND Kabag ke Karo 

 ND Karo ke Sekjen 

 Net konsep Surat 
Persetujuan Hibah 

 
1 jam 

 ND Karo ke 
Sekjen 

 Net konsep 
Surat 
Persetujuan 
Hibah 

 

5. Menerima, memeriksa dan 

menandatangani ND Pengantar dan  

memparaf Surat persetujuan hibah, 

selanjutnya melapor kepada Sekjen 

      ND Karo ke Sekjen  

 Surat persetujuan 
Hibah BMN 

1 Jam    

6. Menerima, memeriksa dan 

menandatangani Surat persetujuan 

hibah, untuk disampaikan kepada 

Komponen pemohon. 

      Konsep Surat 
Persetujuan Hibah 
BMN 

1 jam Surat 
Persetujuan 
Hibah BMN 

 

Selesai 

Selesai 



 `   

 

 



 

 

 

 

 

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 
SEKRETARIAT JENDERAL 

 
 
 
 

 
PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN/ 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

 
 
 
 
 

PENETAPAN STATUS BARANG MILIK NEGARA 
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI 

 

 
 
 



 

 

1.5.29 Nomor SOP  

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 
SEKRETARIAT JENDERAL 

BIRO KEUANGAN DAN ASET 
 

15 Agustus 2018 Tgl Pembuatan  

      Tgl Revisi  

 Tgl Pengesahan  

Kepala Biro Keuangan dan Aset Disahkan Oleh 
Penetapan Status BMN di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Nama Sop 

 

Kualifikasi Pelaksana Dasar Hukum 
Pendidikan Minimal D-3 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2018 Tentang 

Perubahan Kedua Permendagri Nomor 43 Tahun 2015 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri. 

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 028-3497 Tahun 2016 
Tentang Pelaksanaan Kewenangan Dan Tanggungjawab 
Tertentu Atas Pengelolaan BMN Di Lingkungan Kementerian 
Dalam Negeri; 

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang 
Penatausahaan BMN; 

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang 
Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara; 

Peralatan/Perlengkapan Keterkaitan 
1. Komputer laptop 
2. Sambungan Internet 
3. LCD Projector 
4. Printer 
5. USB/Flashdisk 
6. Fax/Telp 

1. SOP Administrasi Surat Masuk 
2. SOP Administrasi Surat Keluar 

 

Pencatatan dan Pendataan :  Peringatan : 
1. Laporan Penetapan Status BMN dari komponen 
2. Cek list Dokumen Kelengkapan Persyaratan PSP 
3. Keputusan Penetapan Status BMN 
4. Laporan Hasil penjualan 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

 

 

Uraian Prosedur 
Pelaksana Mutu Baku  

Ket Sekjen Karo Kabag  Kasubbag  JFU Kelengkapan Waktu Output 

2
. 

Menerima, membaca  permohonan 

penetapan status BMN dari 

Komponen selanjutnya memberi 

arahan/disposisi kepada Kabag untuk 

proses selanjutnya. 

 

      Surat/Nota Dinas 
Permohonan  penetapan 
status BMN  

 Disposisi 

1 hari  Disposisi   
 

 

3
. 

Menerima, membaca dan 

melaksanakan disposisi selanjutnya 

memberi arahan/disposisi kepada 

Kasubbag untuk melakukan penelitian 

dan memvalidasi data yang 

disampaikan dalam usulan PSP 

dengan data elektronik SIMAK BMN 

dan penyiapan net konsep Surat 

Keputusan Penetapan Status BMN. 

      Cek list Dokumen 
Kelengkapan 
Persyaratan PSP 

1 hari  Cek list 
Persyaratan/kele
ngkapan data 

 

 
4
. 

Bersama JFU melakukan penelitian 

terhadap BMN yang akan ditetapkan 

status penggunanya dan menyiapkan 

net konsep Surat Keputusan 

Penetapan Status Barang Milik 

Negara serta net konsep Nota Dinas 

Karo kepada Sekretaris Komponen 

dan  Kepala Biro Hukum selanjutnya 

melapor kepada Kabag    

 

      Cek list Dokumen 
Kelengkapan 
Persyaratan PSP 

1 hari  Cek list 
Persyaratan/kele
ngkapan data 

 Net konsep SK 
Penetapan 
Status BMN 

 Net Konsep Nota 
Dinas 

 

 Menerima, memeriksa dan memparaf  

net konsep  Surat Keputusan 

Penetapan Status Barang Milik 

Negara serta net konsep Nota Dinas 

Karo kepada Sekretaris Komponen 

dan  Kepala Biro Hukum selanjutnya 

melapor kepada Kepala Biro 

 

      Net konsep SK 
Penetapan Status BMN 

 Net Konsep Nota Dinas 

  Net konsep SK 
Penetapan 
Status BMN 

 Net Konsep Nota 
Dinas 

 

Mulai 

1 



 

 

 

Uraian Prosedur 
Pelaksana Mutu Baku  

Ket 
Sekjen Karo Kabag  Kasubbag  JFU Kelengkapan Waktu Output 

 

Menerima, memeriksa dan memparaf  

net konsep  Surat Keputusan 

Penetapan Status Barang Milik 

Negara serta menandatangani Nota 

Dinas untuk disampaikan kepada 

Sekretaris Komponen dan  Kepala 

Biro Hukum melalui JFU. 

 

 

 

   

 Net konsep SK 
Penetapan Status BMN 

 Net Konsep Nota Dinas 

 

 Paraf Net konsep 
SK Penetapan 
Status BMN 

 Tanda tangan 
Nota Dinas 

 

 

Menyampaikan net konsep Surat 
Keputusan  Penetapan Status Barang 
Milik Negara  kepada Sekretaris 
Komponen dan  Kepala Biro Hukum 
untuk dilakukan koreksi dan paraf 
koordinasi    
 

    

 

 ND Karo ke Ses 
Komponen dan  Karo 
Hukum    

 Net konsep SK  
Penetapan Status 
Barang Milik Negara   

3 Hari 

 

 

 

Menyiapkan Nota Dinas Pengantar 
Karo ke Sekjen dan Surat Keputusan  
Penetapan Status Barang Milik 
Negara  yang telah diparaf koordinasi 
oleh  Sekretaris Komponen dan  
Kepala Biro Hukum selanjutnya 
melapor kepada Karo melalui Kabag 

 

 

 
  

 SK  Penetapan Status 
BMN yang telah diparaf 
koordinasi oleh  
Sekretaris Komponen 
dan  Kepala Biro Hukum 
 

1 Hari  Konsep ND 
Pengantar Dari 
Kabag Ke Karo 

 Konsep ND Karo 
ke Sekjen  
 

 

 

Menerima, memeriksa SK Penetapan 
Status BMN, dan menandatangani 
konsep ND selanjutnya malapor 
kepada Sekjen 
 
 
 

 

    

 SK  Penetapan Status 
BMN yang telah diparaf 
koordinasi oleh  Ses 
Komponen dan  Karo 
Hukum 

 Konsep ND Pengantar 
Dari Kabag Ke Karo 

 Konsep ND Karo ke 
Sekjen  
 

1 Hari  SK  Penetapan 
Status BMN yang 
telah diparaf 
koordinasi oleh  
Sekretaris 
Komponen dan  
Karo Hukum 

 Tandatangan ND 
ke Sekjen  
 

 

 

Menerima dan menandatangani  SK 
Penetapan Status, selanjutnya akan 
disampaikan kepada Komponen 
untuk ditindak lanjuti dengan 
penatausahaan BMN dimaksud 
dengan baik 

     

 Konsep SK Penetapan 
Status BMN 
 

1 Hari  SK  Penetapan 
Status BMN 

 

1 

A 

A 

Selesai 



 

 

 

 

 

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 
SEKRETARIAT JENDERAL 

 
 
 
 

 
PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN/ 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

 
 
 
 
 
 

PEMANTAUAN DAN PENERTIBAN BMN 
 PADA KUASA PENGGUNA BARANG 

 

 
 
 
 
 



 `   

 

1.5.30 Nomor SOP  

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 
SEKRETARIAT JENDERAL 

BIRO KEUANGAN DAN ASET 
 

15 Agustus 2018 Tgl Pembuatan  

      Tgl Revisi  

 Tgl Pengesahan  

Kepala Biro Keuangan dan Aset Disahkan Oleh 

Pemantauan dan Penertiban BMN pada Kuasa Pengguna Barang Nama Sop 
 

Kualifikasi Pelaksana Dasar Hukum 

Pendidikan Minimal D-3 
 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang 
Milik Negara/Daerah 

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.06/2011 tentang Tata Cara 
Pengelolaan BMN yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas 
dan Fungsi Kementerian/Lembaga; 

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Pengawasan 
Dan Pengendalian Barang Milik Negara; 

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara; 

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian 
Kewenangan dan Tangggungjawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada 
Pengguna Barang 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan 
Kedua Permendagri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kementerian Dalam Negeri. 

 

Peralatan/Perlengkapan Keterkaitan 

1. Komputer laptop 
2. Sambungan Internet 
3. LCD Projector 
4. Printer 
5. USB/Flashdisk 
6. Fax/Telp 
 

1. SOP administrasi Surat Masuk 

2. SOP Administrasi Surat Keluar 

3. Seluruh SOP Pengelolaan BMN 
 

Pencatatan dan Pendataan :  Peringatan : 

1. Laporan Pengawasan dan Pengendalian dari komponen 
2. Instrumen Pemantauan dan Penertiban 
3. Tindak Lanjut Pengawasan dan Pengendalian 

 
 
 
 
 

 

 

 



 `   

 

URAIAN PROSEDUR 
PELAKSANA MUTU BAKU  

Ket. Karo Kabag Kasubbag JFU Kelengkapan Waktu Output 
1.  Memberi arahan kepada Kabag 

untuk melakukan tugas monitoring 
terhadap pelaksanaan Pengawasan 
dan Pengendalian BMN yang 
dilakukan oleh Kuasa Pengguna 
Barang 
 
 
 

    

Surat dari KPKNL 
untuk menyusun 
laporan Wasdal 
PMK 244/2012 

10 menit 
Disposisi dan 
surat KPKNL 

 

2.  Menerima arahan Karo selanjutnya 
mendisposisikan/menugaskan 
Kasubbag: 
a. Menghimpun data-data yang 

digunakan untuk Pemantauan 
terkait Penggunaan, 
Pemanfaatan, 
Pemindahtanganan, 
Penatausahaan, Pemerliharaan 
dan Pengamanan BMN 

b. Menyusun Instrumen 
Pemantauan dan Penertiban 

c. Menyusun Tim Pemantauan dan 
Penertiban 

 
 

    

Disposisi dan 
PMK 244/2012 

30 menit 
Disposisi dan 
surat KPKNL 

 

3.  Menindaklanjuti disposisi Kabag 
dan memerintahkan JFU untuk 
mempersiapkan dokumen terkait 
Penggunaan, Pemanfaatan, 
Pemindahtanganan, 
Penatausahaan, Pemerliharaan 
dan Pengamanan BMN 
 
 
 

    

Disposisi dan 
PMK 244/2012 

3 Hari 
Instrumen 
pemantauan dan 
penertiban 

 

Mulai 

1 



 `   

 

URAIAN PROSEDUR 
PELAKSANA MUTU BAKU  

Ket. Karo Kabag Kasubbag JFU Kelengkapan Waktu Output 
4.  Menyusun dokumen pendukung terkait 

pemantauan dan penertiban berdasarkan 
komponen, sebagai bahan ke lapangan. 
 
 
 
 
 

    

Disposisi dan PMK 
244/2012 

3 Hari 
Dokumen 
pendukung per 
komponen 

 

5.  Pelaksanaan Penelitian Administrasi 
dengan cara menghimpun informasi 
dari berbagai sumber, mengumpulkan 
dan meneliti dokumen 
 
 

    

Instrumen dan 
PMK 244/2012 

1 Minggu 
Laporan Hasil 
Penelitian 
Administrasi 

 

6.  Pelaksanaan Penelitian Lapangan 
dengan cara meninjau objek BMN 
secara langsung, meminta konfirmasi 
kepada pihak terkait, dan 
mengumpulkan data tambahan 
 
 
 

    

Instrumen dan 
PMK 244/2012 

2 Minggu 
Laporan Hasil 
Penelitian 
Lapangan 

 

7.  Tindak Lanjut Pemantauan dengan 
melakukan Penertiban apabila terdapat 
ketidaksesuaian antara pelaksanaan 
Penggunaan, Pemanfaatan, 
Pemindahtanganan, Penatausahaan, 
Pemerliharaan dan Pengamanan BMN 
dengan ketentuan perundang-
undangan atau keputusan yang 
diterbitkan oleh Pengelola Barang atau 
Pengguna Barang 
 
 

    

Instrumen dan 
PMK 244/2012 
serta hasil 
pemantauan 

2 Minggu 
Laporan Hasil 
Penertiban 

 

8.  Tim Pemantauan dan Penertiban 
menyusun laporan hasil pemantauan 
dan penertiban BMN dan melaporkan 
kepada Kabag 
 
 
 
 
 

    

Instrumen dan 
PMK 244/2012 
serta Hasil 
penelitian 

1 Minggu 
Laporan Hasil  
Pemantauan dan 
Penertiban 

 

A 

A 

B 

B 

C 

C 

D 

D 

1 

2 



 `   

 

URAIAN PROSEDUR 
PELAKSANA MUTU BAKU  

Ket. Karo Kabag Kasubbag JFU Kelengkapan Waktu Output 
9.  Memeriksa dan mengkoreksi laporan 

pemantauan dan penertiban dan 
kemudian melaporkankan kepada Karo 
 
 
 

    
Instrumen, PMK 
244/2012 serta 
Hasil 
pemantauan dan 
penertiban 

3 Hari 
Laporan Hasil  
Pemantauan dan 
Penertiban 

 

10.  Memeriksa laporan pemantauan dan 
penertiban dan 
Menyetujui/menandatangi laporan 
pemantauan dan penertiban lingkup 
Kemendagri 

    Laporan Hasil 
Pemantauan dan 
Penertiban 
Instrumen, PMK 
244/2012 serta 
Hasil 
pemantauan dan 
penertiban 
 

1 Hari 
Laporan Hasil 
Pemantauan dan 
Penertiban 
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